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Citra Ayu Sonia Gandhi, 2021, Implementasi Strategi Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Gresik, Imam Hanafi, 
Dr, M.Si, MS, Suhartono Winoto, S.AP., M.AP. hal 194 + xv 
 
Alih fungsi lahan merupakan salah satu potret permasalahan di era modern 
ini, terlebih lagi lahan yang menjadi sasaran untuk dialihfungsikan adalah lahan 
pertanian produktif, padahal lahan pertanian produktif merupakan salah satu asset 
dalam memperkuat ketahanan pangan nasional maupun daerah. Untuk itu 
pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Permasalahan 
empiris di Kabupaten Gresik ialah semakin maraknya alih fungsi lahan yang 
didorong oleh kebutuhan ekonomi masyarakat maupun developer, sebagai 
penjabaran dari UU No. 41 Tahun 2009 maka Pemerintah Daerah Kabupaten 
Gresik membuat Perda No. 7 Tahun 2015 Tentang Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan, serta membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah 
(BKPRD).  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi strategi 
perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang digunakan oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik melalui BKPRD. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Analisis teori tekni implementasi 
menggunakan teori Implementasi Strategi oleh Certo yang meliputi struktur 
organisasi, budaya organisasi, dan kepemimpinan. Teknik pemilihan informan 
menggunakan snowball sampling. Teknik analisis data menggunakan model 
Creswell. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan 
dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh 
Pemkab Gresik tertuang dalam Perda No. 7 Tahun 2015 yang meliputi insentif, 
disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi, dan penyuluhan sudah berjalan cukup 
baik. Struktur organisasi BKPRD menggambarkan adanya lintas fungsi antar OPD 
anggota, dimana terdapat peran yang melekat didalamnya dan menciptakan nilai 
budaya organisasi kerjasama, selain itu kepemimpinan yang demokratis membuat 
anggota dapat memberikan saran dan masukan terhadap hasil akhir pada forum 
rapat. Peneliti memberi saran berdasarkan hasil penelitian adalah (a) pembatasan 
tugas dan fungsi agar tidak ada tumpang tindih peran (b) meningkatkan koordinasi 
eksternal dengan petani/pemilik lahan dan (c) penyediaan anggaran yang lebih 
besar untuk insentif demi pemenuhan sasaran.  
 









Citra Ayu Sonia Gandhi, 2021, Strategy Implementation of a Sustainable Food 
Agricultural Land Protection in Gresik Regency, Imam Hanafi, Dr, M.Si, MS, 
Suhartono Winoto, S.AP., M.AP. page 194 + xv 
Land conversion is one of the portraits of problems in this modern era, 
moreover the land that is targeted for conversion is productive agricultural land, 
even though productive agricultural land is one of the assets in strengthening 
national and regional food security. For this reason, the government issued Law no. 
41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land. The 
empirical problem in Gresik Regency is the increasing number of land conversions 
driven by the economic needs of the community and developers, as an elaboration 
of Law no. 41 of 2009 the Gresik Regency Government made Regional Regulation 
No. 7 of 2015 concerning Sustainable Food Agricultural Land, as well as 
establishing the Regional Spatial Planning Coordinating Board. 
The purpose of this study was to determine the implementation of the strategy 
for the protection of Sustainable Food Agricultural Land used by the Gresik 
Regency Government through the Regional Spatial Planning Coordinating Board. 
The type of research used is descriptive qualitative research. The analysis of the 
theory of implementation techniques uses the Strategy Implementation theory by 
Certo which includes organizational structure, organizational culture, and 
leadership. The informant selection technique used snowball sampling. The data 
analysis technique used the Creswell model. Data collection techniques were 
carried out by interviews and documentation. Test the validity of the data using 
triangulation techniques. 
The results of this study indicate that the strategy used by the Gresik Regency 
Government is contained in Regional Regulation No. 7 of 2015 which includes 
incentives, disincentives, licensing mechanisms, protection, and counseling has 
been running quite well. The organizational structure of the Regional Spatial 
Planning Coordinating Board illustrates the existence of cross-functionality 
between regional organization members, where there is an inherent role in it and 
creates the value of a cooperative organizational culture, besides that democratic 
leadership allows members to provide suggestions and input on the final results at 
the meeting forum. The researcher gives suggestions based on the results of the 
study, namely (a) limiting tasks and functions so that there is no overlapping of 
roles (b) increasing external coordination with farmers/land owners and (c) 
providing a larger budget for incentives to meet targets. 
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1.1 Latar Belakang 
 Negara Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yang artinya bahwa 
sebagian besar mata pencaharian warga negaranya adalah sebagai petani, dengan 
total luas wilayah daratan sebesar 1.919.440 km2.  Sementara itu Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertahanan Nasional (ATR/ BPN) 
mengumumkan data perhitungan terbaru luas lahan pertanian di seluruh 
Indonesia di tahun 2019 lalu adalah 7.463.948 hektar (ha), jumlah ini sudah 
termasuk penambahan lahan sebesar 358 ribu hektar (ha) di tahun sebelumnya 
yaitu 2018.  
Salah satu sektor strategis dan mempunyai beberapa peran penting di dalam 
perekonomian nasional serta menentukan kelangsungan hidup masyarakat luas 
adalah sektor pertanian, terlebih lagi pertanian menjadi salah satu penyumbang 
besar Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross National Product (GNP) di 
Indonesia. Menurut artikel yang dipublikasikan oleh Kementerian Pertanian, 
disebutkan bahwa selama periode 2013-2018, akumulasi tambahan nilai PDB 
Sektor pertanian yang mampu dihasilkan mencapai Rp1.375 Triliun dan nilai 
PDB Sektor Pertanian tahun 2018 naik 47% dibandingkan dengan tahun 2013. 
Selain tumbuh positif, peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi 







yang semakin meningkat.  Pada tahun 2014, Sektor Pertanian (termasuk 
kehutanan dan perikanan) berkontribusi sekitar 13,14% terhadap ekonomi 
nasional dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 13,53%. Bahkan media berita 
online Liputan 6.com mengutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis 
bahwa PDB sektor pertanian menjadi penyumbang tertinggi terhadap 
pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II 2020 yang mengalami 
penurunan sebesar 4,19 persen (Q to Q) dan secara year on year (YoY) turun 
5,32 persen. 
Selain mempunyai peran penting, sistem persawahan juga merupakan 
sistem yang multifungsi. Pasandaran (2006) menyebutkan terdapat tiga fungsi 
utama yang saling terkait, sehingga memerlukan hubungan yang selaras dan 
seimbang agar suatu system pertanian dapat dipertahankan keberadaan atau 
eksistensinya. Pertama, elemen fungsi yang diperlukan dalam menopang proses 
produksi, seperti air, lahan, praktek bercocok tanam, serta kelembagaan yang 
terkait. Kedua adalah konservasi, elemen fungsi di dalamnya termasuk upaya 
pemeliharaan elemen biofisik yang tersedia, seperti persawahan dan jaringan 
irigasi, apabila elemen biofisik tersebut dipelihara dengan baik maka konservasi 
dapat berlangsung secara optimal. Ketiga adalah fungsi pewarisan nilai-nilai 
budaya, yang meliputi pengelolaan konflik dalam pemanfaatan sumber daya, 
pengaturan hubungan manusia dengan manusia juga manusia dengan 
lingkungannya yang bercermin pada kearifan lokal.  
Lahan sudah menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat karena dapat 







peternakan, permukiman, perniagaan, serta kegiatan perekonomian yang dapat 
menunjang hidup lainnya. Oleh karena pentingnya sektor pertanian bagi suatu 
negara dan semua kalangan masyarakat, sangat memungkingkan terjadinya 
tumpang tindih kepentingan dan dapat menimbulkan persoalan, salah satu 
permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertanian di Indonesia adalah semakin 
berkurangnya lahan pertanian akibat maraknya kegiatan alih fungsi lahan 
pertanian yang menjadi non pertanian yang bersifat eksploitatif.  
Alih fungsi lahan adalah sebuah perubahan fungsi sebagian atau seluruh 
kawasan lahan dari fungsinya semula. Lestari (2009) mengartikan alih fungsi 
lahan sebagai perubahaan penggunaan lahan yang disebabkan oleh faktor-faktor 
yang kemungkinan besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan 
penduduk yang makin bertambah serta tuntutan mutu kehidupan yang lebih baik. 
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa alih fungsi lahan adalah sebuah 
perubahan fungsi lahan dari yang sebelumnya menjadi fungsi yang baru untuk 
memenuhi kebutuhan dan tuntuan mutu hidup yang lebih baik sesuai dengan apa 
yang diinginkan.  
Keberadaan lahan pertanian mengalami fluktuatif setiap tahunnya, dapat 
mengalami kenaikan maupun kemerosotan yang drastis, berikut data luas lahan 








Gambar 1.1 Luas Penggunaan Lahan Pertanian (Sawah) di Indonesia 
tahun 2015-2019 
Sumber : Kementerian Pertanian, 2020 
 
Kondisi luas penggunaan lahan pertanian (sawah) yang fluktuatif juga tidak 
jauh berbeda tentunya dengan apa yang terjadi di daerah, seperti yang terjadi di 
Provinsi Jawa Timur, berikut data luas penggunaan lahan pertanian sawah di 
Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019.  
Tabel 1.1 Luas Penggunaan Lahan Pertanian Sawah (Ha) di Provinsi Jawa 




2015 2016 2017 2018 2019 
1 Pacitan 12.303 12.411 12.689 12.707 11.798 
2 Ponorogo 34.352 34.547 34.536 35.676 34.938 
3 Trenggalek 11.939 12.380 12.638 12.070 12.048 
4 Tulungagung 25.864 25.806 25.787 25.681 25.415 
5 Blitar 30.994 30.930 31.674 33.337 32.553 
6 Kediri 38.201 36.683 35.388 45.501 44.332 
7 Malang 36.824 36.447 37.322 45.734 44.735 
8 Lumajang 33.991 35.421 34.696 36.602 34.597 





2015 2016 2017 2018 2019








10 Banyuwangi 55.597 52.045 48.125 69.628 68.095 
11 Bondowoso 34.053 35.562 35.969 39,581 35.758 
12 Situbondo 31.369 29.428 29.428 33.869 32.815 
13 Probolinggo 36.138 36.200 35.955 40.537 39.771 
14 Pasuruan 39.636 39.719 40.269 37.805 35.539 
15 Sidoarjo 17.517 17.402 17.541 23.060 23.093 
16 Mojokerto 31.453 30.809 30.261 37.398 37.247 
17 Jombang 41.977 43.284 43.344 45.960 40.669 
18 Nganjuk 41.481 41.027 40.824 48.282 46.174 
19 Madiun 30.741 31.620 32.031 33.116 31.565 
20  Magetan 22.828 22.733 22.983 27.176 24.743 
21 Ngawi 47.607 47.425 47.605 50.942 50.105 
22 Bojonegoro 77.522 77.999 78.116 89.285 83.197 
23 Tuban 55.739 55.914 56.230 75.455 66.534 
24 Lamongan 85.122 83.601 83.560 105.079 99.387 
25 Gresik 37.558 37.295 35.111 43.573 41.212 
26 Bangkalan 29.180 29.180 29.180 36.022 35.384 
27 Sampang 20.215 20.587 20.587 38.466 30.848 
28 Pamekasan 18.672 17.794 17.711 27.324 24.473 
29 Sumenep 25.330 25.330 25.330 35.804 35.543 
30 Kota Kediri 1.005 1.000 927 2.655 1.988 
31 Kota Blitar 1.097 1.088 1.065 896 937 
32 Kota Malang 865 844 821 1.237 1.216 
33 Kota 
Probolinggo 
1.807 1.793 1.793 2.372 2.232 
34 Kota 
Pasuruan 
1.093 1.071 1.045 1.084 888 
35 Kota 
Mojokerto 
511 470 477 456 439 
36 Kota Madiun 887 914 871 1.077 1.039 
37 Kota 
Surabaya 
1.353 1.398 1.194 2.232 2.226 
38 Kota Batu 474 432 403 3.952 1.613 
Total 1.091.752 1.087.018 1.081.873 1.287.356 1.214.909 








Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa luas penggunaan lahan sawah di 
Provinsi Jawa Timur secara umum dikatakan mengalami naik turun dari tahun 
2015 menuju 2019, bahkan pada tahun 2018 luas penggunaan lahan mengalami 
penurunan paling banyak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut. Perbedaan 
penggunaan lahan tiap tahun disebabkan oleh pada tahun tertentu suatu lahan 
tidak digunakan untuk pertanian, tetapi untuk area budidaya lain misalnya saja 
digunakan sebagai tambak, sehingga pada hasil survey dan laporan tidak 
terhitung sebagai lahan sawah, dan sebaliknya. Tidak dapat dipungkiri bahwa 
kebutuhan untuk menunjang perekenomian semakin meningkat, sehingga 
masyarakat cenderung memilih untuk menggunakan lahan sebagai lahan non 
pertanian. Salah satu daerah yang mengalami luas penggunaan lahan  yang 
fluktuatif namun dikategorikan dengan daerah berswasembada pangan yang baik 
dan juga mengalami pembangunan yang pesat adalah Kabupaten Gresik. 
Fenomena alih fungsi lahan sudah menjadi perhatian lebih pemerintah untuk 
segera di atasi, terlebih lagi lahan yang digunakan untuk alih fungsi adalah lahan 
pertanian atau sawah yang sebagian besar masih produktif. Demi menekan laju 
alih fungsi lahan produktif yang secara terus-menerus, juga kekhawatiran akan 
lahan yang menjadi lumbung padi ikut menjadi sasaran oleh para developer, 
Pemerintah Kabupaten Gresik mengeluarkan Perda No.7 Tahun 2015 tentang 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupatem 
Gresik, cakupan luas lahan yang ditetapkan adalah 24.716 Ha (Hektar) dengan 
lahan cadangan seluas 3.005 Ha (Hektar), sehingga total Kawasan Pertanian 







Perda No.7 Tahun 2015 tersebut menjadi penjabaran lanjutan dari Undang-
Undang No. 41 Tahun 2009 yakni tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan (LP2B). Dalam UU No.41 Tahun 2009 Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan (LP2B) didefinisikan sebagai bidang lahan pertanian yang 
ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten dan berlanjut 
guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan 
pangan suatu negara. 
 Selain UU No. 41 Tahun 2009 juga terdapat PP No.1 Tahun 2011, dimana 
dalam pasal 35 ayat (2) disebutkan bahwa Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan (LP2B) hanya bisa alih fungsikan oleh pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah dalam rangka untuk kepentingan umum saja, meliputi jalan 
umum, bendungan, waduk, irigasi, drainase atau sanitasi, saluran air minum atau 
air bersih, pelabuhan, bandar udara, bangunan pengairan, stasiun dan jalan kereta 
api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, dan/ atau pembangkit dan 
jaringan listrik. Selain yang disebutkan diatas maka termasuk dalam alih fungsi 
lahan yang tidak di perbolehkan atau illegal. 
Perda No.7 Tahun 2015 diharapkan menjadi senjata pemerintah sebagai 
penekan laju kegiatan alih fungsi lahan di Kabupaten Gresik, sehingga 
pembangunan perekonomian tetap dapat berjalan tanpa mengganggu 
kestabilitasan produksi pangan. Di dalam Perda No.7 Tahun 2015 juga 
disebutkan terdapat 11 (sebelas) ruang lingkup perlindungan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan, meliputi : 













h. Sistem informasi; 
i. Perlindungan dan pemberdayaan petani; 
j. Pembiayaan; dan 
k. Peran serta masyarakat. 
 
Dilansir dari artikel online yang di publikasi oleh Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, meski pembangunan di Kabupaten 
Gresik sangat pesat, namun bukan menjadi faktor penghambat Kabupaten Gresik 
dalam memberikan sumbangsih besar bagi produksi pangan Provinsi Jawa 
Timur. Predikat penyumbang produksi pangan Jawa Timur bagi daerah-daerah 
yang berswasembada hasil pertanian khususnya di Kabupaten Gresik tidak boleh 
memberikan celah bagi suatu kegiatan alih fungsi lahan terus-menerus terjadi, 
oleh karena itu tetap harus segera diatasi dan dilindungi.  
Fenomena tersebut menuntun para ahli dan akademisi untuk menelaah lebih 
lanjut bagaimana proses manajemen strategi pemerintah dalam menangani kasus 
konversi lahan, ada pula ahli yang berfokus pada telaah sektor privat atau swasta. 
Secara konseptual, terdapat telaah dari dua sudut pandang yakni manajemen 
strategis sektor publik atau pemerintah dan juga manajemen strategis sektor 







Menurut Sondang P. Siagian, sebagaimana dikutip Novianto (2019) 
manajemen strategis adalah segala bentuk upaya (keputusan dan tindakan) yang 
dibuat untuk dipaksakan oleh seluruh anggota demi mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. Dalam proses manajemen strategis terdapat beberapa tahapan yang 
runtut, yakni perencanaan strategis, pelaksanaan atau implementasi strategi, dan 
evaluasi strategi. Secara umum di dalam ketiga tahap ini saling seimbang dan 
tidak ada yang mendominasi, kesempurnaan dalam setiap tahap selalu 
diperlukan untuk mencapai tujuan manajemen strategis sesuai dengan tujuan di 
awal.  
Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Wheelen dan Hunger 
sebagaimana dikutip Yunus (2016), salah satu tahap yang sangat krusial dan 
memerlukan perhatian ekstra adalah pada saat implementasi strategi. 
Implementasi strategi adalah serangkaian aktivitas yang perlu di lakukan untuk 
melaksanakan rencana strategis, dimana implementasi strategi juga menjadi 
kunci (key part) dari seluruh proses manajemen strategis. Dengan melihat 
pentingnya implementasi strategi dalam sebuah upaya mencapai tujuan, maka 
tidak jauh berbeda dalam upaya melestarikan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Gresik yang tidak luput dalam proses 
bagaimana pelaksanaan strategi dilakukan. 
Dengan melihat upaya pemerintah dalam melindungi eksistensi LP2B demi 
menjaga ketahanan pangan melalui berbagai regulasi dari tingkat pusat maupun 
daerah, yang dibarengi dengan adanya kegiatan konversi lahan yang terus-







strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam 
upaya melaksanakan amanat Perda No.7 Tahun 2015 khususnya pada poin 
“pengendalian” LP2B, yang mana dalam hal ini Pemda melalui BKPRD (Badan 
Koordinasi Penataan Ruang Daerah) bekerjasama dengan Pemdes untuk 
menjamin perlindungan dan ketersediaan lahan pangan berkelanjutan. 
Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk 
mengambil topik penelitian yang berjudul “Implementasi Strategi 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di 
Kabupaten Gresik” 
 
1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi strategi 
perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dijalankan 
oleh BKPRD Kabupaten Gresik? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan 
dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi strategi 
perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dijalankan 
oleh BKPRD Kabupaten Gresik.  
1.4 Kontribusi Penelitian 







I.4.1 Kontribusi teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif 
terhadap perkembangan teori bidang ilmu administrasi khususnya 
terkait dengan implementasi strategi perlindungan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan (LP2B). 
Hasil penelitian juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
studi perbandingan untuk penelitian selanjutnya agar menambah 
pengetahuan dan wawasan pembaca tentang implementasi manajemen 
strategis. 
I.4.2 Kontribusi praktis 
a. Bagi peneliti 
Penelitian ini sebagai proses untuk mendapatkan pemahaman yang  
lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia 
yang berkaitan dengan topik implementasi strategi perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selain itu, juga untuk memperluas 
serta memperdakam wawasan serta meningkatkan daya tanggap 
terhadap situasi yang ada di lapangan yang nantinya akan ditemui di 
kehidupan sehari-hari. 
b. Bagi Universitas 
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan referensi 
oleh teman sejawat juga lingkup akademis universitas agar dapat 
digunakan pada penelitian dengan tema serupa. 







Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan 
memberikan masukan atau referensi bagi BKPRD Kabupaten Gresik 
dalam mengimplementasikan strategi perlindungan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan.  
 
1.5 Sistematika Penelitian 
Pada sistematika penulisan ini berisi susunan secara keseluruhan dari 
karya ilmiah, yang disusun secara garis besar dengan tujuan agar dapat 
mengetahui isi proposal skripsi tersebut. Adapun sistematika penulisan 
penelitian ini adalah sebagai berikut:  
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, mengenai 
Implementasi Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan di Kabupaten Gresik, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini berisi penyajian berbagai teori yang relevan 
dengan pokok masalah penelitian sehingga dapat mendukung 
dan menganalisa interpretasi data yang diperoleh di lapangan. 
Adapun teori yang digunakan antara lain :  
1. Penelitian Terdahulu  
2. Manajemen Strategis 







4. Konversi Lahan 
5. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
BAB III METODE PENELITIAN 
Pada bab ini menerangkan jenis penelitian, fokus penelitian, 
pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, 
pengumpulan data, instrument penelitian, analisa yang 
digunakan, dan teknik yang digunakan penulis untuk menguji 
keabsahan data. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini membahas mengenai penyajian data yang 
diperoleh dari data primer dan sekunder berdasarkan fokus 
penelitian. Selanjutnya akan dilakukan penganalisaan data yang 
berkaitan dengan Implementasi Strategi Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Gresik. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini memberikan kesimpulan dari hasil data  penelitian 
dengan disertai saran atas Implementasi Strategi Perlindungan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Gresik. 
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BAB II  
 
KAJIAN PUSTAKA 
2.1  Tinjauan Empiris 
 Perbandingan pada penelitian terdahulu sebagai upaya untuk memperoleh 
gambaran yang lebih mendalam sebelum penelitian dilakukan. Kajian terhadap 
penelitian terdahulu digunakan guna memetakan posisi penelitian ini. Berikut 
beberapa penelitian terdahulu yang kiranya dapat mewakili kajian terhadap 
penelitian ini yang berjudul Manajemen Strategis Alih Fungsi Lahan Pertanian 
Menjadi Non-Pertanian .  
Pertama, Jurnal oleh Anna Karenina, Ernan Rustiadi, dan Yusman Syaukat,, 
tahun 2016 dengan judul Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini mengkaji mengenai 
permasalahan alih fungsi lahan sawah irigasi. Metode yang digunakan adalah 
overlay analitis dan analisis deskriptif.  Tujuan penelitian ini adalah untuk 
merumuskan strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di 
Kabupaten Tangerang. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terdapat reklamasi lahan sawah irigasi menjadi lahan non irigasi, selanjutnya 
berdasarkan hasil analisis SWOT penulis merumuskan 11 strategi yang dapat 
digunakan sebagai strategi perlindungan lahan di Kabupaten Tangerang, yakni 
mengembangkan system informasi spasial untuk lahan sawah irigasi, 
menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut pada RTRW, 







meningkatkan peran koperasi, membentuk badan usaha yang bermitra dengan 
perbankan, menghentikan berbagai perpanjangan ijin untuk pemenafaatan 
ruang di lahan pertanian, meninjau kembali dan segera merevisi Perda RTRW 
Kabupaten Tangerang, mensosialisasikan pengendalian pemanfaatan lahan 
sesuai RTRW, menetapkan NJOP sesuai dengan aturan di dalam RTRW, 
mengembangkan pelatihan sector pertanian, dan yang terakhir adalah tindakan 
pencegahan dan penindakan terhadap pihak-pihak yang melakukan 
pelanggaran.  
Kedua, Jurnal oleh Randa Nurianansyah Putra, tahun 2015 dengan judul 
Implementasi Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kota 
Batu Sebagai Kawasan Agropolitan. Penelitian ini bertujuan untuk 
memberikan gambaran mengenai masalah-masalah alih fungsi lahan yang 
krusial di Kota Batu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan 
deskriptif dengan pendekatan elaborasi teoritis dari Mazmanian dan Grindle. 
Informan dalam penelitian ini diambil melalui teknik purposive sampling. 
Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian konversi 
lahan di Kota Batu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat 
dikatakan cukup baik, namun terlepas dari ini masih banyak masyarakat yang 
perlu disadarkan untuk lebih peduli dengan lingkungan hidup di sekitar, 
pemerintah Batu juga mengajak masyarakat untuk semangat bertani agar turut 








Ketiga, Jurnal oleh Judo Satria, A. Faroby Falatehan, dan Irfan Syauqi Beik, 
tahun 2019 dengan judul Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan di Kabupaten Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan 
strategi bagi Pemerintah Kabupaten Bogor melalui strategi pengendalian alih 
fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang kemudian akan 
digunakan sebagai pemenuhan tingkat kecukupan pangan dan melindungi 
lahan dari laju konversi yang terus meningkat. Metode analisis yang digunakan 
adalah analisis deskriptif dan analisis Analitycal Hierarchy Process (AHP).  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah diperlukan adanya penguatan di 
wilayah-wilayah lahan pertanian sebelum dialihfungsikan menjadi lahan non-
pertanian, sementara itu hasil analisis dari AHP (analytical Hierarchy Process) 
yakni mengenai konsep Quadruple Helix, terdapat empat sector yang berperan 
dalam mendorong perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan terdiri 
dari pemerintah, swasta, akademisi dan juga diperlukan peran LSM/ yayasan, 
kolaborasi dari ke empat aktor ini diharapkan dapat meningkatkan harga 
komoditi pertanian, melindungi kepemilikan lahan pertanian, berjalannya 
regulasi secara dinamis dan inovatif untuk melindungi kedaulatan pangan, ada 
pula saran yang dikemukakan oleh peneliti adalah diharuskan ada komitmen 
antar aktor dalam menjalankan perannya masing-masing secara sinergi 
bersama-sama mellindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten 
Bogor. 
Keempat, Jurnal oleh Gesti Ika Janti, Edi Martono, dan Subejo Subejo, tahun 







Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, 
Daerah Istimewa Yogyakarta). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
dan juga menganalisis kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan di Kabupaten Bantul, juga untuk mengetahui kendala-kendala 
yang dihadapi serta bagaimana strategi pemecahan untuk memperkokoh 
ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Bantul. Metode penelitian yang 
digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. 
Informan di dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik purposive 
sampling dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, 
dokumentasi, dan studi pustaka.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemkab Bantul belum 
menangani masalah alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan ini 
dengan serius, tercermin dalam regulasi kebijakan yang belum 
memprioritaskan mengenai alih fungsi lahan. Ditemukan kendala dalam 
penyusunan regulasi yang baru yakni terletak pada  kebijakan penataan ruang 
yang disusun sebelumnya, terdapat juga pelanggaran hukum regulasi, dan 
berbagai masalah lainnya. Sejauh ini Pemkab Bantul telah melakukan 
peninjauan kembali terhadap regulasi penataan ruang, pengalokasian anggaran, 
juga menetapkan regulasi mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan (LP2B), melakukan kegiatan optimalisasi lahan, dan upaya 








Kelima, Jurnal oleh Hairuddin, Sumbangan Baja, dan Ria Wikantari, tahun 
2017 dengan judul Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan di 
Kawasan Mamminasata Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui lokasi terjadinya alih fungsi lahan dan faktor penyebab 
terjadinya alih fungsi lahan, juga untuk merumuskan strategi yang dapat 
digunakan sebagai upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan di 
Mamminasata Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakakn 
adalah gabungan dari metode kualitatif dan kuantitatif. Data sekunder di 
peroleh melalui proses interview kepada stake holder pemerintah, survey dan 
wawancara secara langsung kepada masyarakat setempat. Metode analisis data 
menggunakan proses overlay (union) dan juga analisis statistik.   
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lokasi terjadinya alih fungsi 
lahan berada pada 14 titik lokasi, faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan 
adalah faktor internal, faktor eksternal, dan juga faktor kebijakan. Sehingga 
diharapkan dalam upaya pengendalian harus ada perencanaan hemat lahan, 
pemberian insentif dan disinsentif kepada para pemilik lahan, juga petani atau 
penggarap lahan, serta diharapkan ada sanksi tegas bagi pelanggar yang 
berpegangan terhadap Perda dan RTRW. Saran lain yang diberikan adalah 
adanya penetapan daerah kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan di 
Mamminasata Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dijadikan fokus daerah 







Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
No Nama Peneliti/ 
Tahun/ Judul 
Penelitian 
Hasil Penelitian Kontribusi 
Penelitian 
Persamaan Perbedaan 













terdapat reklamasi lahan 
sawah irigasi menjadi lahan 
non irigasi. Berdasarkan 
hasil analisis SWOT 
penulis merumuskan 11 
strategi yang dapat 
digunakan sebagai strategi 
perlindungan lahan di 
Kabupaten Tangerang, 
yakni mengembangkan 
system informasi spasial 
untuk lahan sawah irigasi, 
menetapkan lahan 
pertanian pangan 
berkelanjutan tersebut pada 
RTRW, percepatan 
penyusunan dan penetapan 
Perda RTRW daerah 
setempat, meningkatkan 
peran koperasi, membentuk 





































perpanjangan ijin untuk 
pemenafaatan ruang di 
lahan pertanian, meninjau 
kembali dan segera 




lahan sesuai RTRW, 
menetapkan NJOP sesuai 
dengan aturan di dalam 
RTRW, mengembangkan 
pelatihan sektor pertanian, 
dan yang terakhir adalah 
tindakan pencegahan dan 
penindakan terhadap pihak-
pihak yang melakukan 
pelanggaran.  
 







Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
pengendalian konversi 
lahan di Kota Batu oleh 
Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) dapat 
dikatakan cukup baik, 
Masukan bahwa 
pengendalian 





























namun terlepas dari ini 
masih banyak masyarakat 
yang perlu disadarkan untuk 
lebih peduli dengan 
lingkungan hidup di sekitar, 
pemerintah Batu juga 
mengajak masyarakat untuk 


















Hasil dari penelitian ini 
adalah diperlukan adanya 
penguatan di wilayah-
wilayah lahan pertanian 
sebelum dialihfungsikan 
menjadi lahan non-
pertanian, sementara itu 
hasil analisis dari AHP 
(analytical Hierarchy 
Process) yakni mengenai 
konsep Quadruple Helix, 
terdapat empat sektor yang 
berperan dalam mendorong 
perlindungan lahan 
pertanian pangan 




fungsi lahan dapat 
diperkuat dengan 
menggunakan 





















akademisi dan juga LSM/ 
yayasan, kolaborasi dari ke 
empat actor ini diharapkan 
dapat meningkatkan harga 
komoditi pertanian, 
melindungi kepemilikan 
lahan pertanian, berjalannya 
regulasi secara dinamis dan 
inovatif untuk melindungi 
kedaulatan pangan, ada pula 
saran yang dikemukakan 
oleh peneliti adalah 
diharuskan ada komitmen 




melindungi lahan pertanian 
pangan berkelanjutan di 
Kabupaten Bogor. 








Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
Pemkab Bantul belum 
menangani masalah alih 
fungsi lahan pertanian 
pangan berkelanjutan ini 
dengan serius, tercermin 
dalam regulasi kebijakan 
Masukan bahwa 
pengendalian alih 


































alih fungsi lahan. 
Ditemukan kendala dalam 
penyusunan regulasi yang 
baru yakni terletak pada  
kebijakan penataan ruang 
yang disusun sebelumnya, 
terdapat juga pelanggaran 
hukum regulasi, dan 
berbagai masalah lainnya. 
Sejauh ini Pemkab Bantul 
telah melakukan peninjauan 
kembali terhadap regulasi 
penataan ruang, 
pengalokasian anggaran, 
juga menetapkan regulasi 
mengenai Perlindungan 
Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan (LP2B), 
melakukan kegiatan 
optimalisasi lahan, dan 
upaya lainnya, sehingga 
diharapkan dapat 
melindungi ketahanan 









5.  Hairuddin, 
Sumbangan 










Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa lokasi 
terjadinya alih fungsi lahan 
berada pada 14 titik lokasi, 
faktor penyebab terjadinya 
alih fungsi lahan adalah 
faktor internal, faktor 
eksternal, dan juga faktor 
kebijakan. Sehingga 
diharapkan dalam upaya 
pengendalian harus ada 
perencanaan hemat lahan, 
pemberian insentif dan 
disinsentif kepada para 
pemilik lahan, juga petani 
atau penggarap lahan, serta 
diharapkan ada sanksi tegas 
bagi pelanggar yang 


































2.2 Tinjauan Teoritis 
2.2.1 Manajemen Strategis 
2.2.1.1 Definisi Manajemen Strategis 
 Manajemen strategis berasal dari dua suku kata yakni “manajemen” 
dan “strategi” sedangkan strategis merupakan kata sifat dari strategi itu 
sendiri. Manajemen merupakan individu atau kelompok orang yang 
bertanggung jawab untuk menganalisis dan membuat suatu kebijakan yang 
akan di gunakan dalam mengarahkan tindakan di dalam sebuah organisasi 
untuk mencapai tujuan. Di dalam manajemen terdapat empat fungsi yang 
saling berkaitan dan runtut, yakni perencanaan (planning), 
pengorganisasian (organizing), pelaksanaan atau penerapan (actuating), dan 
juga pengawasan (controlling), seringkali akademisi menyebutnya dengan 
singkatan POAC agar lebih mudah diingat, sedangkan strategi adalah 
sebuah upaya atau tindakan yang disusun sedemikian rupa agar dapat lebih 
mudah mencapai tujuan yang diinginkan. 
Manajamen strategis memiliki dua elemen yakni fomulasi strategi 
dan implementasi strategi. Formulasi strategi akan ditentukan visi, misi, 
arah strategi serta sasaran dari strategi tersebut, sedangkan dalam 
implementasi strategi akan ditetapkan struktur, system organisasi, serta 
pelaksana dari strategi tersebut yaitu manusia. Berikut ruang lingkup 







Gambar 2. 1 Ruang Lingkup Manajemen Strategis 
Sumber : Susanto, A. 2014 
 
Menurut Thompson dan Martin, sebagaimana dikutip Susanto (2014) 
manajemen strategis adalah proses organisasi dalam menentukan tujuan, 
sasaran, dan memutuskan tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan 
yang diinginkan sesuai waktu yang tepat dalam lingkungan yang senantiasa 
berubah. Dalam definisi yang diungkapkan oleh Thompson dan Martin diatas, 
terdapat penyinggungan terhadap faktor lingkungan yang berubah-ubah 
sesuai dengan perkembangan zaman, hingga dimaksudkan perubahan 
lingkungan yang dinamis ini senantiasa memberikan gambaran bahwa sebuah 
perencanaan manajemen strategis akan selalu didampingi oleh faktor 
perubahan lingkungan agar bisa beradaptasi dengan baik.  
 Hitt, Ireland, dan Hoskisson sebagaimana dikutip Susanto (2014) 



















komitmen, keputusan, dan tindakan yang digunakan perusahaan untuk 
mencapai daya saing yang tinggi dan dapat memberikan hasil diatas rata-
rata. Disini Hitt, Ireland, dan Hoskisson menekankan pada hasil atau 
pengembalian diatas rata-rata, yang berarti mereka menganggap manajemen 
strategis adalah jalan untuk mendapatkan ouput (hasil) yang lebih tinggi 
daripada input (masukan), sehingga prinsip ekonomi yang dianut sangat 
terasa kali ini.  
 Pearch II dan Robinson sebagaimana dikutip Susanto (2014) 
mendefinisikan manajemen strategis sebagai seperangkat keputusan dan 
tindakan yang dihasilkan melalui perumusan sebuah rencana untuk 
mencapai tujuan organisasi. Pearch II dan Robinson mendefinisikan 
manajemen strategis lebih singkat dan padat, berfokus pada penekanan 
perencanaan sebagai inti terpenting yang digunakan dalam mengambil 
keputusan dan menentukan tindakan organisasi.  
 Selanjutnya Certo sebagaimana dikutip Yunus (2016) 
mendefinisikan manajemen strategis sebagai analisis, keputusan, dan juga 
tindakan yang dilakukan perusahaan demi menciptakan ataupun 
mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan. Keunggulan 
kompetitif adalah sebuah keunggulan lebih baik yang dimiliki oleh sebuah 
perusahaan dibandingkan dengan kompetitornya. Dalam pernyataan Certo 
mengenai manajemen strategis  mengandung dua elemen, yakni pertama 
manajemen strategis berkaitan dengan proses yang berjalan, dan kedua 






mengetahui mengapa sebuah perusahaan dapat menjadi unggul dan 
mengalahkan pesaingnya.  
 Sedikit perbedaan pandangan mengenai manajemen strategis yang 
diungkapkan oleh David sebagaimana dikutip Yunus (2016) yakni sebuah 
seni dan ilmu dalam sebuah proses fomulasi, implementasi, dan evaluasi 
keputusan untuk mencapai tujuan organisasi. David mengartikan 
manajemen strategis sebagai seni dan ilmu karena menganggap sebuah 
strategi dapat disusun dengan berbagai cara yang berbeda-beda, meski 
tujuan akhir bisa saja sama namun proses perencanaan dan pelaksanaanya 
dapat bervariasi.  
 Beberapa pengertian-pengertian dan pendapat para ahli diatas dapat 
disimpulkan secara garis besar bahwa manajemen strategis merupakan suatu 
rangkaian aktivitas, tindakan, dan juga keputusan-keputusan yang dirancang 
untuk memaksimalkan hasil yang diperoleh organisasi dengan melalui 
proses perencanaan, pengimplementasian, dan juga pengevaluasian secara 
komprehensif. Manajemen strategis juga merupakan sebuah kesatuan yang 
saling terkait satu sama lain dengan berpedoman kearah tujuan yang sama 
dan dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan.  
2.2.1.2 Manfaat Manajemen Strategis  
 Secara historis, manajemen strategis memberikan kontribusi bagi 
sebuah organisasi dalam merumuskan strategi yang lebih baik secara 
sistematis, logis, dan juga rasional. Meski begitu, manajemen strategis tidak 






tetap bergantung pada bagaimana organisasi tersebut mengeksekusi strategi 
yang telah direncanakan. Secara teoritis manfaat manajemen strategis 
mempunyai dua manfaat yakni manfaat finansial dan manfaat non finansial.  
a. Manfaat finansial 
Perusahaan yang menggunakan manajemen strategis dalam 
perencanaan dan pengimplementasian kinerjanya mayoritas 
memberikan hasil yang baik, juga menunjukkan peningkatan dalam 
segi kinerja, keuntungan, serta produktivitas perusahaan, jika 
dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan 
manajemen strategis, maka akan jauh lebih unggul bagi yang 
menggunakan, juga menunjukkan kinerja keuangan jangka panjang 
bagi perusahaan tersebut.  
b. Manfaat non- finansial 
Selain manfaat finansial yang di tawarkan, manajemen 
strategis juga menawarkan hal lain seperti meningkatkan kesadaran 
atas ancaman pesaing dari pihak eksternal, meningkatkan 
produktivitas pekerja, bahkan manajemen strategis dapat 
menghindarkan konflik dan masalah organisasi, serta yang tidak 
kalah penting manajemen strategis dapat memberikan gambaran 
mengenai bagaimana tindakan yang akan diambil dikemudian hari 
untuk memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di 







2.2.1.3 Proses Manajemen Strategis  
Menurut Wheelen dan Hunger sebagaimana dikutip Yunus (2016) 
manajemen strategis adalah seluruh rangkaian keputusan dan tindakan 
untuk menentukan kinerja perusahaan jangka panjang. Dalam seluruh 
prosesnya, manajemen strategis mempunyai tahapan-tahapan yang dapat 
digunakan, seperti yang di tulis dalam buku karangan Riva’i sebagaimana 
dikutip Yunus (2016) terdapat tiga langkah, yakni perencanaan atau 
perumusan strategi (Formulating strategy), pengimplementasin atau 
penerapan strategi (implementing strategy), dan evaluasi (evaluating). 
Lebih detailnya, jurnal The American Review of Public Administration oleh 
Poister et al., (2010) memaparkan skema proses manajemen strategis 
dengan mengikuti skema yang telah dibuat Stone et.al sebagaimana dikutip 
Poister (2010), perhatikan gambar berikut.  
 
 
Gambar 2.2 Proses Manajemen Strategis 





















Ketiga proses dalam grafik diatas memberikan gambaran apa saja 
yang perlu di lalui oleh sebuah organisasi dalam penerapan manajemen 
strategis, seluruh proses mempunyai keterkaitan satu sama lain. Menurut 
Bozeman dan Straussman sebagaimana  dikutip Poister (2010), 
Determinants (faktor penentu) menjadi titik awal terciptanya manajemen 
strategis, dimana dalam faktor penentu tersebut terdapat aspek lingkungan 
dan juga institusi/ organisasi, konteks kelembagaan tempat dimana badan 
tersebut beroperasi tentu akan berpengaruh dan berdampak besar pada 
pendekatan yang akan disusun dalam praktik manajemen strategis.  
Selanjutnya dalam praktik manajemen strategis terdapat tiga 
tahapan penting seperti yang disinggung sebelumnya, yakni perencanaan, 
konten strategi, dan implementasi. Dalam organisasi publik, rencana 
strategis dapat menjadi visi kesuksesan untuk menambah nilai dengan 
didukung tujuan yang jelas, sedangkan dilain, rencana strategi lebih 
diarahkan untuk mengidentifikasi masalah yang sedang di hadapi dan 
menentukan cara penyelesaianya, serta rencana strategis juga dimaksudkan 
untuk menjadi pendorong organisasi/ institusi menuju masa depan yang 
lebih baik.  
Sebuah rangkaian proses yang di laksanakan oleh organisasi untuk 
mengembangkan strategi juga diharapkan dapat mempengaruhi isi dari 
strategi yang dihasilkan (Strategy Content), dimana didalamnya terdapat 
dimensi utama yakni “sikap strategis” dan “tindakan strategis”, hal ini 






Hingga setelah sikap dan tindakan strategis dijabarkan secara detail maka 
pada akhirnya pula juga akan mempengaruhi pendekatan yang digunakan 
untuk mengimplementasikan strategi tersebut.  
Setelah semua telah dijabarkan dengan apik, maka tantangan 
sebenarnya sebuah badan publik adalah terletak pada implementasi strategi, 
beberapa elemen yang terdapat dalam implementasi strategi yaitu inisiatif 
strategis, ukuran kinerja, dan rencana tindakan. Poister (2010) menyebut 
bahwa manajemen strategis sebenarnya adalah proses yang berulang-ulang 
serta pengalaman organisasi dalam menerapkan strategi sebelumnya, 
sehingga dapat membantu sebuah organisasi tersebut dalam merevisi 
strategi jangka panjang dan mempengaruhi proses perencanaan strategis 
dalam putaran berikutnya.  
Rangkaian yang terakhir adalah Outcomes (dampak), setelah 
melalui tahap-tahap sebelumnya, yakni perencanaan, isi strategi, dan 
implementasi strategi diharapkan dapat memberikan hasil sesuai yang 
diinginkan. Poister (2010) memahami hasil sebagai dua tahap, yakni 
peningkatan kapasitas organisasi, yang kemudian akan muncul sebuah 
perubahan kinerja jangka panjang. Dampak yang timbul dari seluruh 
rangkaian manajemen strategis tersebut dapat berupa hubungan kemitraan 
yang lebih kuat, citra publik yang lebih positif, dukungan dari beberapa 
pemangku kepentingan semakin terjalin, peningkatan kapasitas manajemen, 




















berubah dengan cepat, serta kepemimpinan dan budaya organisasi yang 
lebih positif (Poister, 2010). 
2.2.2 Implementasi Strategi 
 Implementasi strategi adalah serangkaian aktivitas yang di pilih 
untuk dijalankan berdasarkan perencanaan strategi yang telah di susun 
sebelumnya. Sebuah implementasi strategi dapat menjadi sebuah penentu dari 
keberhasilan sebuah manajemen strategis, karena sebaik apapun rencana 
strategi hanya akan menjadi draft saja jika tidak diimplementasikan dengan 
baik. Seringkali ditemui kendala dalam sebuah organisasi atau perusahaan 
yang gagal dalam mencapai tujuan, akar permasalahannya bisa terletak pada 
“langkah” yang diambil tidak tepat. 
Certo sebagaimana dikutip Yunus (2016) menggambarkan hubungan 
antara perumusan strategi dengan implementasi strategi sebagai berikut. 
  Formulasi Strategi 















Gambar 2.3 Hubungan formulasi strategi dan implementasi strategi 







Dari gambar diatas, kemungkinan yang terjadi diantara perumusan 
strategi dan implementasi strategi adalah sebagai berikut. 
a. Success : Adalah hasil yang pasti diinginkan oleh setiap organisasi 
atau perusahaan. Kemungkinan ini dapat terjadi jika perumusan strategi 
dan implementasi strategi di susun dan di terapkan dengan baik.  
b. Trouble : Kemungkinan ini dapat terjadi jika perusahaan menyusun 
perumusan strategi dengan baik namun dalam hal implementasinya 
buruk. 
c. Roulette : Kemungkinan ini dapat terjadi jika perusahaan kurang baik 
dalam menyusun strategi nya namun dalam implementasinya cukup 
baik. 
d. Failure : Adalah sebuah kondisi yang berarti kegagalan. 
Kemungkinan ini tentu terjadi jika perusahaan tidak baik dalam 
perumusan strategi dan juga implementasi strategi nya.  
Hubungan antara formulasi strategi dengan implementasi strategi dapat 
dikatakan erat, karena saling berkaitan satu dengan yang lain sehingga saling 
mempengaruhi. Namun, meski cukup erat, terdapat pula perbedaan antara 
formulasi strategi dan implementasi strategi seperti sebagai berikut. 
Tabel 2.2 Perbedaan formulasi strategi dan implementasi strategi 
Formulasi Strategi Implementasi Strategi 
1. Formulasi strategi adalah 
merencanakan dan memposisikan 
kekuatan sebelum dilakukan 
tindakan 
1. Implementasi strategi adalah me 
“manage” kekuatan perusahaan 







2. Berfokus pada efektivitas 
(tujuan akhir) 
2. Berfokus pada efisiensi (proses) 
3. Rangkaian dari proses 
intelektual managerial 
3. Rangkaian dari proses operasional 
4. Memerlukan keahlian intuitif 
dan ketajaman dalam 
menganalisis  
4. Memerlukan motivasi dan 
keahlian kepemimpinan  
5. Hanya membutuhkan 
koordinasi dari segelintir 
5. Membutuhkan koordinasi dari 
banyak individu 
Sumber : David (dalam Yunus, 2016: 155) 
Dalam pelaksanaan strategi akan memerlukan sebuah pengambilan 
keputusan dan tindakan oleh manajer fungsional, keputusan yang diambil pun 
dapat terjadi secara mendesak dan memerlukan tindakan secara cepat, karena 
dalam pelaksanaan strategi tentu akan menemukan permasalahan yang tidak 
terprediksi sebelumnya. Dalam upaya melaksanakan strategi yang telah dibuat, 
Certo dan Peter sebagaimana dikutip Yunus (2016) memperkenalkan model 
tentang langkah-langkah utama yang harus ditempuh, model tersebut dapat 







Gambar 2.4 Model Implementasi Strategi 
Sumber : Certo (dalam Yunus, 2016: 165) 
 
Berdasarkan gambar diatas, langkah-langkah utama yang harus dilakukan 
oleh organisasi dalam mengimplementasikan strategi adalah. 
a. Menganalisis Perubahan 
Terdapat banyak aspek yang dapat memicu perubahan, baik yang 
berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Dalam hal ini, sebuah 
organisasi harus siap sedia menganalisis perubahan strategi yang akan 
terjadi pada organisasi, dengan begitu organisasi dapat secara rinci 
menghitung secara rinci seberapa besar organisasi berubah, apakah 
tidak signifikan, ataukah sampai terjadi perubahan kompleks. 
Adapun perubahan strategi yang terjadi dapat diklasifikan dalam 
5 level, yang mana akan berpengaruh terhadap tingkat 



















kompleks usaha untuk megimplementasikannya, kelima level tersebut 
adalah sebagai berikut 
1. Continuation : Level ini mengadopsi strategi yang sama 
seperti yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak 
membutuhkan kemampuan atau aktivitas yang baru, namun di 
lain sisi dengan menerapkan strategi yang sama maka akan 
mampu membuat organisasi lebih efisien melalui pengalaman 
sebelumnya 
2. Routine Change : Dalam level ini organisasi melakukan 
perubahan rutin, perubahan yang dilakukan pun tidak terlalu 
signifikan, sebab organisasi masih menekuni format yang sama 
3. Limited Change : Perubahan ini dilakukan karena organisasi 
menawarkan sesuatu yang baru, maka dalam hal ini bisa saja ikut 
merubah struktur atau format organisasi 
4. Radical Change : Dalam level ini organisasi beranggapan 
bahwa perlu melakukan reorganisasi secara besar-besaran, 
sehingga strategi yang dilakukan juga berubah secara signifikan, 
namun tetap pada orientasi yang sama  
5. Organizational Redirection : Dalam level ini suatu organisasi 
melakukan perubahan orientasi sedemikian rupa, mencakup 
perubahan struktur, misi, arah kebijakan, strategi dan lain 
sebagainya, perubahan ini merupakan level perubahan yang 






b. Menganalisis Struktur Organisasi 
Struktur organisasi adalah diagram berupa rantai yang 
menghubungkan antara peran, tanggung jawab, rentang kendali, posisi, 
dan hubungan lain dari semua tingkatan yang ada. Struktur organisasi 
digambarkan dalam 4 versi, sebagai berikut.  
1. Struktur organisasi sederhana 
Struktur ini hanya mempunyai dua tingkatan, yakni pemilik dan 
pekerja, sehingga segala bentuk keputusan akan diambil secara 
langsung oleh pemilik. Berikut format organisasi sederhana 
 
Gambar 2.5 Bagan Struktur Organisasi Sederhana 
Sumber : Certo (dalam Yunus, 2016:174) 
 
 
Tabel 2.3 Kelebihan dan Kekurangan Struktur Organisasi 
Sederhana 
Kelebihan Kekurangan 
Pengambilan keputusan cepat Cenderung berfokus pada 
pemilik saja 
Sistem tidak rumit 
(pengawasan, dll) 
Kesempatan peningkatan karir 
lebih kecil 
Tidak membutuhkan biaya 
besar 
Membutuhkan kemampuan 
lebih bagi pemilik 
 Tidak cocok diterapkan untuk 
organisasi besar 









2. Struktur organisasi fungsional 
Dalam struktur organisasi fungsional terdapat beberapa manager 
yang mempunyai spesialisasi fungsi berbeda untuk 
menggantikan peranan pemilik, sehingga pemilik tidak 
diharuskan mengelola secara pribadi namun dapat di 
delegasikan kepada para managernya. Perhatikan format berikut.  
 
 
Gambar 2.6 Bagan struktur organisasi fungsional 
Sumber : Certo (dalam Yunus, 2016: 175) 
 
 













strategi tetap berada di level 
puncak 




















output dan hasil setiap hari 
  
Sumber : Certo (dalam Yunus, 2016: 175) 
 
 
3. Struktur organisasi divisional 
Dalam struktur ini level puncak mendelegasikan tanggung jawab 
nya kepada manager divisi, dimana dalam divisi yang berbeda-
beda itulah manager mempunyai wewenang untuk 
mengembangkan strategi untuk masing-masing divisinya, para 
manager divisi ini bertanggung jawab secara langsung kepada 




Gambar 2.7 Bagan struktur organisasi divisional 



































Tabel 2.5 Kelebihan dan kekurangan struktur organisasi 
divisional 
Kelebihan Kekurangan 
Koordinasi antar fungsi 
lebih efisien 





persaingan dan konflik 
Spesialisasi setiap divisi 
dapat dipertahankan 
Pendelegasian yang besar 
dapat memicu masalah lebih 
besar 
Kesempatan peningkatan 





Beban level puncak 
berkurang  
  
Sumber : Certo (dalam Yunus, 2016: 178) 
 
4. Struktur organisasi matriks  
Struktur organisasi matriks dapat dimanfaatkan untuk 
memudahkan dalam mengembangkan pelaksanaan sebuah 
proyek, setiap departemen yang ada dikepalai oleh seorang vice 
president yang bertanggung jawab secara funsgional atas 
seluruh proyek, dan setiap manager proyek memiliki “project 









Gambar 2. 8 Bagan struktur organisasi matriks 
Sumber : Certo (dalam Yunus, 2016: 180) 
 
Tabel 2. 6 Kelebihan dan kekurangan struktur organisasi 
matriks 
Kelebihan Kekurangan 
Sesuai untuk beban kerja 
yang naik turun (fluktuatif) 
Dapat terjadi kepentingan 
ganda sehingga membutuhkan 
koordinasi 
Tujuan proyek lebih jelas Biaya tinggi 
Dapat memungkinkan untuk 
merespon lingkungan secara 
serentak 
Dapat menimbulkan tumpang 
tindih kekuasaan (dualism 
kepemimpinan) 
Komunikasi lebih luas Struktur rumit 
Tupoksi dapat dipahami 
dengan baik 
  



















c. Menganalisis Budaya Organisasi 
Sebuah organisasi tentu dirancang untuk mencapai tujuan tertentu 
dengan cara mengimplementasikan strategi yang telah dibuat 
organisasi. Diluar itu, terdapat hal penting lain yang perlu mendapat 
perhatian manajemen dalam proses mengimplementasikan strategi 
yakni budaya organisasi, sebuah budaya organisasi sama halnya dengan 
kepribadian seseorang. Budaya organisasi adalah norma dan nilai yang 
dianut bersama, dimana ia akan menjadi dasar seorang individu dalam 
bertindak di lingkup organisasinya. Semakin banyak anggota yang 
menganut nilai-nilai organisasi dan terikat padanya, maka budaya 
organisasi itu akan terbentuk lebih kuat.  
Budaya organisasi akan sangat berpengaruh terhadap perilaku 
anggota, maka juga akan berpengaruh pada kemampuan organisasi 
dalam merubah  kebijakan dan strategi. Budaya organisasi inilah yang 
juga menyebabkan mengapa suatu organisasi dapat 
mengimplementasikan sebuah strategi. 
Dapat disimpulkan bahwa dalam proses implementasi strategi, 
budaya yang dianut dalam organisasi harus dicerminkan dalam diri 
setiap anggotanya, sehingga niai-nilai yang senantiasa dijalankan akan 
membuat strategi organisasi yang direncanakan dapat 








d. Menganalisis Kepemimpinan 
Kepemimpinan dan pemimpin bukanlah hal yang sama. 
Kepemimpinan yang efektif pada organisasi publik dan organisasi non 
profit dan masyarakat merupakan pekerjaan secara bersama-sama yang 
melibatkan banyak orang yang memiliki peran berbeda-beda pada 
waktu yang berbeda sebagaimana yang dikatakan oleh Dessler (2004). 
Intinya, orang yang sama akan menjadi pemimpin pada waktu tertentu 
dan menjadi pengikut pada waktu tertentu pada saat pertukaran 
lingkaran strategi. Kepemimpinan merupakan inspirasi dan pergerakan 
sumber daya lain untuk melaksanakan tindakan secara bersama-sama 
guna mencapai nilai-nilai yang baik.  
Dalam hal memimpin suatu organisasi baik publik maupun swasta 
tentu sangat erat hubungannya dengan gaya kepemimpinan yang 
diterapkan. Menurut Hasibuan (2014) mengatakan bahwa gaya 
kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi 
bawahannya, agar mereka mau bekerja sama dan bekerja secara 
produktif untuk mencapai tujuan organisasi. 
Gaya kepemimpinan juga merupakan hal yang berkaitan erat dengan 
implementasi strategi, sebab implementasi strategi juga berkaitan erat 
dengan perubahan, sehingga seorang pemimpin harus bisa 
memposisikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan yang terus 
berubah. Terlebih lagi gaya kepemimpinan juga mempengaruhi 






Dalam menganalisis gaya kepemimpinan berdasarkan kepribadian, 
maka Robert Albanese, David D. Van Fleet sebagaimana dikutip 
Rondang (2017) mengklasifikasikan sebagai berikut.   
1. Gaya kepemimpinan kharismatik 
Gaya kepemimpinan ini mampu menarik perhatian banyak 
orang, sebab ia (pemimpin) mempunyai faktor tersendiri yang 
diberikan oleh Tuhan YME. Kepribadian pemimpin yang 
kharismatik ini dapat membuat orang lain terpesona walaupun 
hanya dengan melihat ia berbicara, kepribadian ini sangat 
menyukai perubahan dan tantangan. Namun tipe kepemimpinan 
ini mempunyai kelemahan, yakni jika ia tidak dapat konsisten 
dengan apa yang ia ucapkan, maka sebanyak apapun orang 
mempercayainya, maka akan kecewa juga, hingga jika ia 
diminta memberikan pertanggungjawaban, ia hanya akan 
membual dan memberikan alasan, permintaan maaf, dan bisa 
jadi ia akan berjanji kembali. 
2. Gaya kepemimpinan otoriter 
Gaya kepemimpinan ini selalu memusatkan semua 
keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh dirinya sendiri secara 
penuh. Segala bentuk pembagian tugas dan tanggung jawab 
dipegang penuh (mutlak) oleh pemimpin tersebut, sedangkan 






diberikan tanpa memberikan sanggahan. Gaya kepemimpinan 
ini, seorang pemimpin akan berkuasa atas semua aspek kegiatan.  
Pemimpin hanya tinggal menginstruksikan tujuan yang ingin 
dicapai dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pemimpin ini 
juga berperan dalam proses pengawasan segala aktivitas 
anggotanya sekaligus problem solver bila anggota mengalami 
masalah. Dengan kata lain, anggota hanya melaksanakan apa 
yang diputuskan oleh pemimpin. Kelebihan gaya kepemimpinan 
ini adalah prestasinya, tidak ada hal yang mampu menghalangi 
pemimpin.  
Apapun keputusan yang dibuat, itu adalah harga mati, tidak 
ada alasan apapun.  Cenderung bersifat dingin dan sedikit kejam 
adalah kelemahan pemimpin dengan gaya kepemimpinan ini, 
tujuan adalah hal yang paling penting baginya hingga tidak 
pernah peduli dengan cara yang akan dilakukan.  
Gaya kepemimpinan otoriter ini biasanya cenderung 
menekan bawahannya agar tidak menjadi ancaman baginya, 
dengan kedisiplinan yang ketat atau dengan target yang mustahil 
dicapai. Namun gaya kepemimpinan otoriter ini akan berjalan 
efektif bila ada keseimbangan antara disiplin kepada bawahan 








3. Gaya kepemimpinan demokratis 
Gaya kepemimpinan ini adalah kebalikan dari gaya 
kepemimpinan otoriter, dimana pemimpin akan memberikan 
wewenang luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan 
atau keputusan apapun akan selalu mengikutsertakan bawahan 
sebagai tim. Dalam gaya kepemimpinan ini pemimpin 
memberikan informasi tentang tupoksi dan tanggung jawab para 
bawahannya. 
Pada kepemimpinan demokrasi, anggota bisa saja memiliki 
peran yang lebih besar, karena pemimpin hanya akan 
menunjukkan sasaran yang ingin dicapai saja, dan bagaimana 
cara untuk mencapai nya adalah kebebasan anggota. Selain itu, 
anggota juga diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah 
sendiri tanpa campur tangan pemimpin. Kelebihan gaya 
kepemimpinan ini adalah penempatan perspektifnya. Banyak 
orang justru melihat dari satu sisi saja, yakni sisi keuntungan 
dirinya, dan sisanya, melihat dari sisi keuntungan lawan 
bersaingnya, hanya pemimpin ini yang melihat kedua sisinya, 
dapat dikatakan jika pemimpin ini mempunyai pandangan win-
win solution sehingga ia dapat mengetahui apa yang 
menguntungkan dan merugikan dirinya. 
Pada umumnya, kepribadian ini sangat sabar dan sanggup 






mereka menerima perlakuan yang tidak menyenangkan. Gaya 
kepemimpinan demokratis  akan efektif bila :  
1). Pemimpin mau berjuang kearah yang lebih baik 
2). Merubah pandangan bahwa hidup tidak selalu dapat win-
win solution, ada kalanya akan terjadi win-loss solution, 
dan tidak selalu mengalah, ada kalanya ia harus menjadi 
pemenang 
4. Gaya kepemimpinan moralis 
Gaya kepemimpinan ini merupakan gaya yang paling 
menghargai bawahannya, pada umumnya seorang pemimpin 
bergaya moralis akan mempunyai sifat yang hangat dan sopan 
kepada semua orang termasuk bawahannya sendiri. Pemimpin 
ini memiliki empati yang tinggi terhadap permasalahan yang 
dihadapi oleh para bawahannya, dapat dikatakan segala bentuk 
kebajikan ada dalam diri pemimpin bergaya moralis ini. 
Orang- orang disekitarnya senantiasa dating kepadanya karena 
kehangatannya, selain itu kepribadian ini sangatlah emosional 
dan tidak stabil, kadang tampak sedih dan mengerikan, kadang 
pula tampak sangat menyenangkan dan bersahabat.  
e. Implementasi dan Evaluasi Strategi 
Tahap akhir dalam proses implementasi strategi adalah tahap 
implementasi dan evaluasi strategi, pada tahap ini pengurus organisasi 






dari tahap-tahap sebelumnya, baik menyangkut struktur organisasi, 
budaya, maupun gaya kepemimpinan.  
2.2.4.1 Hambatan dalam Implementasi Strategi 
 Hunger sebagaimana dikutip Yunus (2016) telah berhasil 
melakukan survey terhadap 93 perusahaan yang termasuk dalam 
daftar Fortune 500, dan hasil yang menakjubkan adalah setengah 
dari perusahaan tersebut mendapati 10 macam kendala saat proses 
pengimplementasian strategi perusahaan yang telah dibuatnya, 
kesepuluh hambatan yang telah disusun berdasar tingkat frekuensi 
kejadian yakni sebagai berikut. 
a. Proses implementasi berjalan tidak sesuai ritme (lebih lambat) 
dibanding perencanaan 
b. Kemunculan masalah yang tidak terduga 
c. Koordinasi yang terjalin tidak efektif 
d. Perusahaan lebih berfokus pada persaingan dan penanganan 
krisis daripada proses implementasi yang sedang dijalankan 
e. Kemampuan SDM kurang  
f. Pelatihan dan pendidikan SDM yang kurang memadai 
g. Faktor eksternal yang tidak terkendali 
h. Arahan manager dan atasan yang tidak tepat 
i. Ketidakjelasan tugas dan berbagai aktivitas kunci  







2.2.4.2 Proses Implementasi Strategi 
Hunger sebagaimana dikutip Yunus (2016) juga menuturkan 
bahwa terdapat 3 pertanyaan penting yang harus di perhatikan oleh 
organisasi atau perusahaan sebelum memulai proses implementasi, 
ialah: 
1. Siapa yang melaksanakan rencana strategi tersebut ? 
Jika dibandingkan dengan pihak yang merumuskan strategi, 
maka pihak yang mengimplementasikan strategi jauh lebih 
banyak, maka seorang manager harus dapat memastikan 
pengawasan hingga lini bawah bahwa jalannya implmentasi 
sesuai pada koridor. 
Selain pengawasan yang optimal, para pihak yang terlibat 
dalam proses implementasi strategi juga harus dilibatkan dalam 
pengembangan strategi, karena banyak perusahaan yang justru 
mengabaikan hal ini hingga terjadi resistensi. Terlebih lagi jika 
terdapat perubahan tujuan, misi, strategi, dan kebijakan lainnya 
yang tidak di komunikasikan dengan baik kepada pihak 
operasional maka resistensi akan semakin terlihat jelas. Oleh 
karena itu, koordinasi dari seluruh pihak operasional, 
managerial, fungsional, dan lainnya harus berjalan dengan baik 
untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. 






Beberapa hal yang perlu dilakukan agar implementasi 
berjalan dengan baik adalah mengembangkan program, 
anggaran dan prosedur, melakukan program restrukturisasi 
perusahaan, mengembangkan periklanan, mengadakan 
pelatihan pada manager operasional, menyusun laporan 
keuangan, serta mengadakan program modernisasi. 
3. Bagaimana SDM yang terlibat dan bertanggung jawab akan 
melaksanakan aspek yang diperlukan dalam proses 
implementasi ? 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam 
implementasi adalah aspek yang krusial dalam mencapai 
kesuksesan implementasi, diantaranya adalah cara penataan staf 
yang baik (staffing), cara mengarahkan staf dengan tepat 
(directing).  
Dalam penataan staf tidaklah sulit, hanya perlu 
menyelaraskan dengan strategi yang direncanakan, sehingga 
begitu pula dengan perekrutan manager, harus disesuaikan 
dengan strategi. Sedangkan dalam mengarahkan staff bisa 
dengan cara memimpin, mengkomunikasikan norma dan 
budaya perusahaan, serta bisa juga dengan membuat 
kesepakatan dengan pegawai dan kelompok kerja. Yang tidak 






sesuai dengan tujuan perusahaan, sehingga pegawai tidak 
bekerja dengan semaunya sendiri atau menggunakan intuisi diri. 
2.2.3 Pembangunan Berkelanjutan 
World Commission on Environment and Development (WCED) 
menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang 
memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi atau mengorbankan 
kemampuan generasi mendatang. Sejalan dengan itu, Koesnadi 
Hardjasoemantri, sebagaimana dikutip Harahap (2000) menilai bahwa 
definisi tersebut secara tajam menempatkan tanggung jawab kepada generasi 
masa kini terhadap generasi-generasi mendatang, yang berarti antar generasi 
saling terhubung dengan adanya tanggung jawab didalamnya. Maka dapat 
disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan menekankan adanya 
tanggung jawab kepada generasi sekarang untuk melestarikan fungsi 
lingkungan, sehingga generasi mendatang mendapat lingkungan hidup yang 
baik dan sehat yang merupakan hak penuh mereka, begitupun generasi yang 
mendatang juga harus melestarikan fungsi lingkungan demi generasi yang 
selanjutnya 
Pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk dilakukan karena 
pelaksanaan pembangunan tidak dapat dipisahkan dari penggunaan sumber 
daya alam (resource). Sementara itu sumberdaya alam terbagi atas; 
sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (renewble resource), seperti; kayu, 
tumbuh-tumbuhan; dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (non 






Untuk sumber daya yang dapat diperbaharui, meskipun memang bisa 
diperbaharui tidak serta merta membuat manusia menjadi serakah dalam 
memanfaatkan resource tersebut, terlebih lagi untuk sumber daya yang tidak 
dapat diperbaharui, maka sudah jelas akan membuat sumber daya tersebut 
lama-kelamaan akan habis. Dalam hal ini, menurut Armida (2010) 
pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dan mengharuskan untuk 
merubah “cara pandang” yang berbeda dari konsep pembangunan 
berkelanjutan yang sebelumnya, dimana konsep pembangunan sebelumnya 
menganggap bahwa sumber daya dapat terus menerus digunakan, karena 
dianggap akan ada teknologi baru yang membantu mengatasi keterbatasan. 
Konsep tersebut berbanding terbalik dengan pembangunan berkelanjutan 
karena sumber daya dan alam memiliki batas dan juga menjadi pembatas 
kehidupan manusia. 
Tujuan dari pembangunan berkelanjutan yang diusulkan oleh SDGs 
kepada PBB, yang kemudian diadopsi oleh UN Sustainable Development 
Summit yang terdiri dari: 
1. Tanpa kemiskinan – Mengentas segala bentuk kemiskinan di seluruh 
tempat 
2. Tanpa kelaparan – Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan 
pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang 
berkelanjutan. 
3. Kehidupan sehat dan sejahtera – menggalakkan hidup sehat dan 






4. Pendidikan berkualitas – Memastikan pendidikan berkualitas yang 
layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur 
hidup bagi semua orang. 
5. Kesetaraan gender– Mencapai kesetaraan gender dan 
memberdayakan perempuan. 
6. Air bersih dan sanitasi layak – Menjamin akses atas air dan sanitasi 
untuk semua. 
7. Energi bersih dan terjangkau – Memastikan akses pada energy yang 
terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua. 
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi – Memproosikan 
pertumbuhan ekonom berkelanjutan dan inklusif, lapangan 
pekerjaan yang layak untuk semua 
9. Industri, inovasi dan infrastruktur – Membangun infrastruktur kuat, 
mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong 
inovasi. 
10. Berkurangnya kesenjangan – Mengurangi kesenjangan di dalam dan 
di antara negara-negara. 
11. Kota dan komunitas berkelanjutan – Membuat perkotaan menjadi 
inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. 
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab – Memastikan pola 
konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. 
13. Penanganan perubahan iklim – Mengambil langkah penting untuk 






14. Ekosistem laut – Perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan 
sumber daya kelautan secara berkelanjutan. 
15. Ekosistem darat – Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan 
perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi 
kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati. 
16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh – Mendorong 
masyarakat adil, damai, dan inklusif. 
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan– Menghidupkan kembali 
kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan. 
2.2.4 Konversi Lahan 
Alih fungsi lahan atau lazimnya biasa disebut konversi lahan adalah 
sebuah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya 
semula. Lestari (2009) mengartikan alih fungsi lahan sebagai perubahaan 
penggunaan lahan kearah negatif (masalah) terhadap lingkungan sekitar dan 
disebabkan oleh faktor-faktor yang kemungkinan besar meliputi keperluan 
untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah serta tuntutan 
mutu kehidupan yang lebih baik. 
Salah satu faktor yang mendesak petani untuk menjual lahannya 
adalah kemajuan pembangunan yang semakin pesat, menuntut para pemilik 
lahan untuk melepas demi mendukung pembangunan, yang kemudian lahan 
tersebut diubah menjadi permukiman, jalan tol, industri, ruko, kantor, dan 
berbagai fasilitas lainnya, sehingga hal ini dapat menjadi dampak negatif alih 






dampak positif jika lahan tersebut mampu diubah untuk menghasilkan 
manfaat yang lebih banyak, misalnya saja lahan yang diubah menjadi waduk, 
yang kemudian waduk tersebut akan digunakan untuk memfasilitasi warga 
dalam pengairan, mengairi lahan sawah, dialirkan ke pemukiman warga 
untuk aktivitas sehari-hari, bahkan dapat digunakan sebagai pembangkit 
listrik tenaga air. Sehingga walaupun warga kehilangan salah satu wilayah 
lahannya, tetapi dapat merasakan manfaat lainnya yang lebih banyak dan 
mampu mensejahterakan mereka. 
2.2.5 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 
2.2.5.1 Pertanian Berkelanjutan (Sustainable Agriculture) 
Sabiham sebagaimana dikutip Arsyad (2012) mendefinisikan 
pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture) sebagai sebuah 
pengelolaan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, 
meliputi sandang, pangan, dan papan, juga sekaligus mempertahankan 
serta meningkatkan kualitas lingkungan yang ada disekitar dengan cara 
melestarikannya.  Pertanian berkelanjutan merupakan usaha untuk 
memanfaatkan sumber daya yang dapat diperbaharui dan tidak dapat 
diperbaharui untuk keberlangsungan produksi pertanian dengan 
meminimaslisir dampak negative terhadap lingkungan. Keberlangsungan 
diatas mencakup pada kualitas dan kuantitas produksi pangan, penggunaan 
sumberdaya, serta menjaga kelestarian lingkungannya. Kasumbogo (1997) 






(sustainable agriculture) akan mengarah pada pelestarian dengan cara 
menggunakan produk-produk hayati yang ramah lingkungan. 
2.2.5.2 Pentingnya Pertanian Berkelanjutan 
Sejatinya pertanian berkelanjutan adalah upaya untuk meningkatkan 
ketersediaan produksi pangan dan pendapatan, untuk itu terdapat faktor 
yang penting dalam mewujudkan orientasi tersebut meliputi peningkatan 
produktivitas, peningkatan kapasitas, optimalisasi efisiensi usaha, serta 
optimalisasi nilai dan daya saing.  
Visi dalam pembangunan pertanian berkelanjutan adalah 
mewujudkan kondisi yang ideal dan makmur bagi semua kalangan 
sehingga mencegah terjadinya kemelaratan pangan. Prinsip global ini telah 
diterima secara universal di berbagai negara termasuk Indonesia dan 
menjadi dasar pembangunan pertanian di dunia (Suryana, 2005). Terlebih 
karena Indonesia adalah sebuah negara agraris, maka pembangunan 
pertanian berkelanjutan ini menjadi misi utama untuk menghindarkan diri 
dari terjadinya kemerosotan pangan.   
Lahan yang merupakan faktor terpenting dalam produksi pangan dan 
ekonomi yang lain, menimbulkan pengaruh besar bagi kelangsungan dan 
ketersediannya. Faktor topografi serta letak yang strategis juga merupakan 
ancaman bagi keberadaannya, oleh karena itu lahan menjadi sasaran para 
investor dan pengusaha untuk diperjualbelikan sehingga fenomena alih 







2.2.5.3 Dampak Konversi Lahan Terhadap Ketahanan Pangan 
Alih fungsi lahan yang terus menerus terjadi merupakan suatu 
ancaman bencana di kemudian hari, karena dampak negatif yang 
ditimbulkan bukan hanya mengancam masyarakat namun juga dapat 
mengancam perekonomian secara nasional, bahkan sekarang dampak yang 
mulai ditimbulkan sudah mulai terlihat. Upaya yang dilakukan untuk 
mengatasi dampak alih fungsi lahan adalah adanya program pencetakan 
lahan sawah baru, yang bertujuan untuk memepertahankan dan 
memperluas area tanam, dengan perluasan area tanam maka di harapkan 
dapat menggantikan produksi yang hilang sebelumnya. 
Menurut Winoto (2005), lahan pertanian merupakan lahan yang 
paling rentan terhadap alih fungsi lahan dibandingkan dengan jenis lahan 
lainnya, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut. 
a. Kepadatan penduduk di desa yang di dominasi oleh lahan sawah 
umumnya jauh lebih tinggi jika di bandingkan dengan lahan kering, 
sehingga permintaan penduduk atas lahan semakin tinggi. 
b. Lokasi persawahan yang dekat dengan perkotaan, sehingga 
mempunyai ketertarikan tersendiri bagi penduduk kota.  
c. Adanya pola pembangunan infrastruktur lahan sawah di masa 







d. Pembangunan sarana dan prasarana yang cenderung lebih cepat 
dilakukan di wilayah yang bertopografi datar, dimana di Pulau Jawa 
(termasuk) didominasi oleh area persawahan.  
Selain itu Sumaryanto (2001) mengungkapkan terdapat dampak 
negatif lainnya dari konversi lahan, yakni sebagai berikut. 
a. Adanya penurunan daya dukung ketahanan pangan nasional  
b. meningkatnya kemiskinan yang disebabkan oleh penurunan 
pendapatan. 
c. Rusaknya ekosistem persawahan. 
d. Perubahan budaya lokal, dari agraris ke budaya urban. 
Firman sebagaimana dikutip Widjianarko (2006) juga menuturkan 
beberapa dampak yang ditimbulkan lainnya, yaitu 
a. Secara langsung 
Hilangnya lahan pertanian yang subur, hilangnya infrastruktur 
irigasi, serta masalah lingkungan lainnya yang akan timbul.  
b. Tidak langsung 
Dampak tidak langsung dari alih fungsi lahan adalah inflasi 
penduduk, yang bergeser dari wilayah perkotaan ke tepi kota (desa). 
2.2.5.4 Perlindungan Alih Fungsi Lahan 
Fenomena alih fungsi lahan yang semakin marak terjadi harus 
segera di kendalikan dengan melakukan perlindungan terhadap lahan-lahan 
pertanian, beberapa alasan utama harus adanya perlindungan lahan yang 






a. Sudut pandang finansial 
Ancaman terhadap ketahanan pangan nasional. Sehingga diperlukan 
adanya upaya pembukaan sawah baru dan perbaikan fasilitas irigasi 
di persawahan, namun hal ini dapat terkendala akibat dana yang 
diperlukan sangat besar serta membutuhkan waktu yang cukup lama. 
b. Sudut pandang pelestarian lingkungan  
Sawah dianggap sebagai suatu system pertanian berkelanjutan karena 
ekosistemnya yang relative stabil. Serta tingkat efisiensi air sawah 
juga relative tinggi karena terdapat lapisan kedap air.  
c. Sudut pandang struktur sosial budaya 
Alih fungsi lahan akan dapat mengganggu keseimbangan sistemik 
antara petani dengan lahannya.  
Sejauh ini, upaya pemerintah dalam mengendalikan dan melindungi 
lahan pertanian yakni berfokus pada pendekatan hukum dengan menekankan 
pada peraturan perundang-undangan, aturan pelarangan konversi lahan 
pertanian khususnya adalah lahan pertanian berkelanjutan. Mengacu pada dua 
instrument hukum yang digunakan yaitu (1) RTRW (Rancangan Tata Ruang 
Wilayah) yang mengatur lokasi pembangunan, juga adanya aturan mengenai 
lahan pertanian yang dapat di alih fungsi kan ke non-pertanian dan (2) 




BAB III  
 
METODE PENELITIAN 
3.1   Jenis Penelitian 
Secara umum, sebuah penelitian adalah rangkaian dari tahapan-tahapan 
yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan analisis data, 
sehingga akan diperoleh sebuah pemahaman atas suatu topik atau isu tertentu. 
J.R Rico (2010) menegaskan bahwa tahapan umum dalam sebuah penelitian 
harus dijalankan secara sistematis, logis, dan rasional. Sistematis berarti sesuai 
dengan sistem yang berlaku, logis berarti penelitian tersebut sejalan dengan alur 
pemikiran ilmiah pada umumnya, dan juga rasional yang berarti penelitian 
tersebut dapat diterima dengan pikiran sehat atau masuk akal, selain definisi 
penelitian para ahli juga mengemukakan banyak persepsi mengenai jenis-jenis 
penelitian, dimana salah satunya adalah jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini yakni penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam 
penelitian kualitatif, peneliti mendapatkan posisi sebagai instrumen kunci 
dalam penelitiannya sendiri, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 
menggabungkan dan menganalisis data yang bersifat induktif (Sugiyono, 2010). 
Menurut Bogdan dan Steven J Taylor sebagaimana dikutip Nursapiah 
(2020), bahwa penelitian kualitatif mempunyai karakteristik sebagai berikut: 
1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, yaitu langsung ke sumber data 









2. Bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berupa kata-kata atau gambar, 
sehingga tidak menekankan pada angka.  
3. Lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome.  
4. Melakukan analisis data secara induktif  
5. Lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati) 
Pada penelitian mengenai “Implementasi  Strategi Perlindungan Alih 
Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Gresik” peneliti 
menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini 
dipilih karena peneliti ingin memberikan gambaran khususnya mengenai 
bagaimana Implementasi  Strategi Perlindungan Alih Fungsi Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Gresik secara lebih lengkap, lebih 
mendalam, dan lebih bermakna sehingga tujuan dalam penelitian ini dapat 
tercapai. Dalam penelitian kualitatif, jenis penelitian deskriptif ini merupakan 
salah satu yang popular digunakan diantara lainnya. Penelitian kualitatif 
deskriptif memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut. 
1) Mampu menggambarkan proses serta kondisi dari waktu ke waktu 
tanpa adanya rekayasa. 
2) Memungkinkan pendokumentasian sistematis tentang pelaksanaan 
suatu program. 












3.2   Fokus Penelitian 
Fokus penelitian merupakan hal yang sangat penting guna membatasi studi 
dan bidang kajian penelitian. Fokus adalah menetapkan suatu masalah yang 
menjadi pusat perhatian. Hal ini yang akan menjadi langkah awal untuk 
menjelaskan tujuan  dan analisa penelitian. Sehingga dapat memperjelas arah 
dan sasaran sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti. Fokus penelitian akan 
membantu peneliti dalam memperoleh data yang diperlukan dari obyek dan 
situasi yang akan diteliti oleh peneliti agar peneliti tidak terjebak pada 
melimpahnya volume data yang diperoleh di lapangan, kemudian informasi 
dilapangan dapat dipilah-pilah sesuai dengan kebutuhan dan konteks 
permasalahan penelitian. Sehingga data yang diperoleh akan menjadi informasi 
yang utuh dan dapat menjawab rumusan masalah yang ditentukan.  
Fokus penelitian akan membatasi peneliti dalam menggali informasi agar 
penelitian ini bisa lebih terarah dan terinci, tidak terlalu luas dan tidak terlalu 
menyimpang Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka fokus 
penelitan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan model 
teori dari Samuel C. Certo & J. Paul Peter untuk mengetahui implementasi 
strategi pemerintah daerah melalui BKPRD dalam melindungi Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Gresik.  Maka berdasarkan uraian tersebut 
yang menjadi pilar fokus penelitian ini adalah: 
1.  Struktur organisasi :  
Struktur organisasi BKPRD Kabupaten Gresik dibentuk dengan 









terdapat lintas fungsi yang dijalankan oleh OPD anggota, disamping 
menjalankan fungsinya sebagai Tim BKPRD juga tetap menjalankan 
fungsi dari instansi masing-masing. 
2. Budaya organisasi : 
Budaya organisasi yang terdapat di BKPRD Kabupaten Gresik ialah 
kerjasama, baik dari anggota maupun dari pihak luar yaitu pemerintah 
desa 
3. Gaya kepemimpinan : 
Pemimpin BKPRD Kabupaten Gresik ialah Bupati, dengan menerapkan 
gaya kepemimpinan demokratis 
3.3   Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian 
   Moleong (2009) menyatakan bahwa lokasi penelitian merupakan tempat 
dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena 
atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka 
mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Lokasi penelitian adalah suatu 
daerah yang memiliki batasan yang jelas, dengan tujuan agar tidak menimbulkan 
ketidakjelasan wilayah penelitian.  Dengan mempertimbangkan hal tersebut 
penentuan lokasi yang digunakan oleh peneliti adalah Kabupaten Gresik dengan 
situs penelitian BKPRD Kabupaten Gresik. Alasan pemilihan lokasi ialah untuk 
efisiensi waktu dan tempat serta ketertarikan peneliti terhadap objek penelitian 
pada fokus penelitian dan juga karena Kabupaten Gresik sebagai salah satu 
lumbung pangan Jawa Timur namun tetap dapat melakukan pembangunan 









3.4   Sumber Data 
   Sumber data dalam penelitian merupakan salah satu faktor yang dijadikan  
pertimbangan untuk menentukan metode-metode pengumpulan data. Sumber  
data merupakan tempat, orang, atau benda dimana peneliti dapat mengamati,  
bertanya, membaca hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian  
(Sugiyono, 2016). Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif 
dengan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti memilih penelitian deskriptif 
dengan pendekatan kualitatif dikarenakan peneliti ingin menjelaskan dan 
memaparkan lebih detail mengenai fokus penelitian serta menjawab rumusan 
masalah. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh  melalui 
sumber-sumber data primer dan sekunder, yang kemudian data akan di 
kompulasi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapat kesimpulan yang 
akurat. 
a. Data primer 
Data primer merupakan  data yang didapat peneliti dari adanya 
narasumber atau informan (Sugiarto, 2017). Data primer adalah sumber data 
pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian melalui 
pengamatan di lokasi penelitian, wawancara secara langsung, mencatat hal-
hal yang terjadi dilapangan, dan juga menggunakan dokumen pendukung. 
Pada penelitian ini, adapun data primer diperoleh dari hasil wawancara 
peneliti dengan narasumber serta observasi langsung dengan tujuan untuk 
mengetahui proses implementasi strategi perlindungan lahan pertanian 









informan pada penelitian ini ialah snowball sampling, peneliti memilih 
snowball sampling karena dalam penentuan sampel, peneliti pertama-tama 
hanya menentukan satu atau dua orang saja tetapi karena dirasa data yang 
didapat belum lengkap maka peneliti mencari orang lain yang untuk 
melengkapi data tersebut, informan dalam penelitian ini ialah sebagai 
berikut: 
a. Ibu Silky, Staff Sub Bidang Pengembangan Wilayah pada 
Bappeda Kabupaten Gresik sebagai key informan 
b. Bapak Rohman, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengaturan Tata 
Ruang Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 
Ruang Kabupaten Gresik sebagai informan kedua 
c. Bapak Rizal, Kepala Seksi Perizinan Tata Ruang pada Dinas 
PTSP Kabupaten Gresik sebagai informan ketiga 
d. Bapak Khozin, Kepala Seksi Pengelolaan Lahan Bidang Sarana 
Prasarana pada Dinas Pertanian Kabupaten Gresik sebagai 
informan keempat 
e. Bapak Siswadi, anggota Gapoktan dari Kecamatan 
Balongpanggang sebagai informan kelima 
b. Data sekunder 
Menurut Sugiarto (2017), data sekunder diperoleh secara tidak 
langsung. Dimana data sekunder dibutuhkan sebagai pendukung data 
primer, sehingga data sekunder dalam penelitian ini tidak dijadikan sebagai 









tentang penelitian orang lain, tinjauan, ringkasan, kritikan, dan tulisan-
tulisan serupa mengenai hal-hal yang tidak langsung disaksikan atau dialami 
sendiri oleh penulis. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari 
dokumentasi, berita artikel, peraturan perundang-undangan, dan berbagai 
literature lain yang dapat menunjang proses penelitian terkait dengan proses 
implementasi strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 
Data sekunder dalam penelitian ini antara lain: 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
b. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 41 Tahun 2009 
tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan 
d. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
e. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
f. Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor 
050/200/HK/437.12/2018 tentang Badan Koordinasi Penataan 












3.5   Teknik Pengumpulan Data 
  Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah strategis dalam 
sebuah penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk  
memperoleh data (Sugiyono, 2018). Teknik pengumpulan data dapat dilakukan 
melalui beberapa cara yaitu dengan wawancara (interview), observasi 
(pengamatan), dan juga dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik 
pengumpulan data yang digunakan terdiri dari : 
1. Wawancara  
Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk 
mengkompilasi data penelitian dengan cara interview secara langsung dengan 
narasumber yang terkait dengan topik penelitian. jenis wawancara yang 
digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur, dimana peneliti 
menentukan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. 
Wawancara dilakukan kepada narasumber yang berkaitan dengan fokus 
penelitian yang sudah ditentukan melalui interview guide.  
Kegiatan wawancara dilakukan oleh peneliti dengan cara datang langsung 
ke OPD terkait untuk melakukan interview dengan narasumber yang telah 
ditentukan. Adapun narasumber yang akan diwawancarai adalah anggota dari 
BKPRD yaitu Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan 
Pembangunan Daerah), Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang), 
Dinas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan juga Dinas Pertanian selaku 









mengenai bentuk implementasi strategi yang dilaksanakan oleh OPD terkait 
dengan bercermin pada peraturan yang berlaku. 
2. Observasi  
   Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara mengamati berbagai kegiatan yang dilakukan selama proses 
penelitian kemudian mencatatnya secara terstruktur dan sistematis. Observasi 
yang dilakukan oleh peneliti menyangkut berbagai kegiatan yang dilakukan 
oleh OPD terkait dalam rangka pelaksanaan proses implementasi strategi. 
Jenis observasi yang digunakan peneliti adalah observasi tidak terstruktur, hal 
ini dikarenakan peneliti melakukan pengamatan langsung dan 
mengembangkan daya pengamatannya tanpa adanya guide observasi.  
3. Dokumentasi  
  Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
cara mengumpulkan dan melihat dokumen-dokumen penting yang terkait 
dengan topik penelitian. Dokumentasi dapat berupa buku laporan kegiatan, 
peraturan perundang-undangan, foto, berita, artikel, ataupun literatur lain 
yang dapat digunakan sebagai data untuk melengkapi penelitian. 
Dokumentasi dilakukan dengan mencatat dan memanfaatkan data yang ada 
pada instansi terkait dan data-data lain terkait penelitian. Selain itu, 
dokumentasi juga berupa perekaman proses wawancara, pengambilan foto, 











3.6   Instrumen Penelitian 
Menurut Sugiyono (2018) terdapat dua hal yang mempunyai pengaruh 
besar terhadap kualitas data hasil penelitian kualitatif yaitu, kualitas instrumen 
penelitian dan kualitas pengumpulan data. Instrumen penelitian berguna untuk 
memudahkan peneliti ketika melakukan penelitian di lapangan. Dalam 
penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Peneliti  
Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama atau kunci yang 
sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Tugas dari peneliti dalam 
penelitian kualitatif adalah untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan 
melaporkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.  
2. Pedoman Wawancara  
Pedoman wawancara berfungsi sebagai panduan bagi peneliti pada saat 
melakukan interview atau wawancara dengan narasumber. Pedoman 
wawancara membantu peneliti untuk melakukan wawancara dengan 
narasumber secara terstruktur dan sistematis. Selain itu peneliti juga 
menggunakan alat perekam berupa handphone untuk merekam hasil 
wawancara dengan narasumber selama penelitian. 
3. Catatan Lapangan  
Catatan lapangan berguna untuk membantu peneliti dalam mencatat hasil 
wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Dengan adanya catatan lapang 
tersebut akan memudahkan peneliti untuk mencari informasi dan menyusun 









3.7   Metode Analisis 
Metode analisis data adalah sebuah proses untuk mencari dan menyusun 
data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta 
dokumentasi penelitian yang telah selesai dilakukan. Data tersebut kemudian 
disusun berdasarkan kategori yang telah ditentukan dan dipilah-pilah mana 
data yang dianggap penting. Selanjutnya data tersebut dipelajari oleh peneliti 
secara lebih mendalam untuk kemudian dibuat sebuah kesimpulan agar lebih 
memudahkan peneliti dalam memahami permasalahan yang menjadi fokus 
dalam penelitian. Analisis data kualitatif dilakukan mulai dari sebelum 
memasuki proses penelitian lapangan, selama proses penelitian lapangan dan 
juga setelah proses penelitian lapangan. Analisis data dapat dilakukan mulai 
dari merumuskan masalah penelitian sampai dengan proses penulisan hasil 
penelitian. 
Metode analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis 
menurut Creswell, Creswell (2018) menggambarkan dan menjelaskan tahap 










Gambar 3 1 Analisis Data Penelitian Kualitatif Creswell 
Sumber : Creswell, 2018: p.269 
 
Langkah 1. Mengorganisir dan menyiapkan data untuk analisis. Hal ini 
melibatkan transkrip wawancara, men-scanning materi, mengetik data 
lapangan atau memilah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang 
berbeda tergantung pada sumber informasi. Pada langkah ini, peneliti akan 
mempersiapkan data yang relevan dengan topik penelitian terkait 
implementasi strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di 
Kabupaten Gresik. 
Langkah 2. Memeriksa dan membaca kembali data secara keseluruhan. 
Langkah ini adalah untuk mencari informasi umum dari keseluruhan data, 
sehingga terbangun general sense atas informasi yang diperoleh dan 
merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Pada langkah kedua, peneliti 









implementasi strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di 
Kabupaten Gresik. 
Langkah 3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Coding 
merupakan proses mengorganisasikan data dengan mengumpulkan potongan 
(bagian teks atau bagian gambar) dan menuliskan kategori dalam batas-batas. 
Langkah ini melibatkan beberapa tahap meliputi: mencari pemahaman 
umum, membuat daftar mengenai topik (topik utama, topik khusus, dsb.), 
meringkas topik-topik menjadi kode-kode, mensegmentasi kalimat-kalimat 
atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori, lalu meringkas 
kategori-kategori yang ada dengan mengelompokkan topik-topik yang saling 
berhubungan, dan terakhir meringkas semuanya menjadi istilah-istilah 
khusus. Pada langkah ini, peneliti memilah dan meringkas data terkait 
implementasi strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di 
Kabupaten Gresik. 
Langkah 4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, 
orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis. Peneliti 
menjelaskan kode dalam mendeskripsikan penerjemahan detail dalam sebuah 
kasus, didukung dengan berbagai perspektif dari masing-masing narasumber 
dan bukti spesifik. Pada langkah ini, peneliti menyampaikan informasi secara 
detail mengenai orang, lokasi, atau peristiwa dalam keadaan tertentu yang 
terkait dengan implementasi strategi perlindungan lahan pertanian pangan 









Langkah 5. Menjelaskan hubungan antara deskripsi dan topik dalam analisis 
naratif kualitatif. Pendekatan ini bisa meliputi pembahasan tentang kronologi 
peristiwa, tema-tema tertentu (lengkap dengan sub tema, ilustrasi-ilustrasi 
khusus, perspektif-perspektif, dan kutipan-kutipan) atau tentang 
keterhubungan antar tema. Pada langkah ini, peneliti menyajikan hasil 
analisis melalui pendekatan naratif terkait implementasi strategi perlindungan 
lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Gresik. 
Langkah 6. Langkah terakhir adalah membuat interpretasi kualitatif dalam 
simpulan penelitian. Dalam hal ini, peneliti menegaskan apakah hasil 
penelitiannya membenarkan atau justru menyangkal informasi sebelumnya. 
Interpretasi atau pemaknaan ini dapat berupa pertanyaan baru yang ada perlu 
dijawab. Selanjutnya pertanyaan yang muncul dari data  dan analisis, serta 
bukan dari hasil ramalan peneliti. Dalam langkah ini, peneliti akan 
memberikan interpretasi pribadi dan mengaitkannya dengan teori terkait 
implementasi strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di 
Kabupaten Gresik. 
3.8    Uji Keabsahan Data 
Keabsahan data dalam penelitian kualitatif berhubungan dengan validitas 
dan realibitas data hasil penelitian. Validitas kualitatif merupakan upaya 
pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-
prosedur tertentu. Sementara reliabilitas kualitatif mengindikasikan bahwa 
pendekatan yang digunakan peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti-









data diperlukan untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan data yang telah 
terkumpul.  Para peneliti kualitatif harus mendokumentasikan prosedur-
prosedur studi kasus mereka dan mendokumentasikan sebanyak mungkin 
langkah-langkah dalam prosedur tersebut.  
Peneliti memilih teknik triangulasi untuk menentukan keabsahan data. 
Triangulasi digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek data 
hasil penelitian dari berbagai sumber dengan berbagai macam cara dan 
pemilihan waktu yang tepat (Sugiyono, 2018).   Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan triangulasi sumber/data dan triangulasi teknik. Model triangulasi 
data mengarahkan peneliti dalam mengambil data harus menggunakan 
beragam sumber data yang berbeda-beda, artinya data yang sama atau sejenis 
akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari beberapa sumber data yang 
berbeda. Oleh karena itu, triangulasi data sering disebut juga sebagai 
triangulasi sumber.  Sedangkan triangulasi teknik berarti bahwa peneliti 
menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 




BAB IV  
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum 
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Gresik 
4.1.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Gresik  
Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten yang sudah 
dikenal sejak abad ke-11, saat itu Gresik sudah tumbuh dengan pesat 
menjadi pusat perdagangan yang meluas ke berbagai negara, sempat 
dijuluki sebagai Kota Bandar, Gresik banyak menarik perhatian para 
pedagang dari berbagai negara pada masa itu seperti Cina, Gujarat, Arab, 
Bengali, Campa, Kalkuta, dan negara lainnya. Setelah berkembangnya 
agama Islam di tanah jawa, menjadikan Gresik semakin menonjol dalam 
sejarah peradaban ekonomi maupun religi, terutama sejak adanya 
pembawa dan penyebar agama islam yakni Syekh Maulana Malik 
Ibrahim yang bersama-sama dengan Fatimah Binti Maimun pada awal 
abad ke-11. 
Lahir dan berkembangnya Kabupaten Gresik tidak hanya di awali 
oleh masuknya agama islam saja, namun juga terdapat nama yang tidak 
dapat dilepaskan yakni Nyai Ageng Pinatih, seorang janda kaya raya 
yang merupakan syahbandar, inilah yang kemudian menjadi tonggak 
berdirinya Kabupaten Gresik. Dahulu terdapat kisah seorang bayi asal 









dibuang ke laut oleh orang tuanya dan kemudian ditemukan oleh anak 
buah Nyai Ageng Pinatih, bayi tersebut diberi nama Jaka Samudra, saat 
beliau beranjak dewasa kemudian ia mendapat gelar Raden Paku dan 
menjadi penguasa pemerintah yang berpusat di Giri Kedato, bermula dari 
tempat inilah kemudian beliau dikenal dengan sebutan Sunan Giri. 
Kedudukan dari kedua tokoh diatas pun berbeda, jika Syekh 
Maulana Malik Ibrahim merupakan seorang penguasa, tiang para raja dan 
menteri, sedangkan kedudukan Sunan Giri adalah sebagai Sunan/ Wali 
yang bertugas menyebarkan Agama Islam, juga dikenal sebagai Sultan 
atau Prabu yang merupakan salah satu tokoh Wali Songo. Pada 1478 M 
beliau dinobatkan sebagai pengusaha pemerintahan, yang kemudian 
dijadikan hari lahirnya Gresik, beliau memerintah selama 30 tahun dan 
dilanjutkan oleh keturunannya sampai kurang lebih 200 tahun.  
Bupati yang pertama kali menjabat di Kabupaten Gresik adalah 
Kyai Ngabehi Tumenggung Poesponegoro pada tahun 1617 saka, 
kemudian saat beliau meninggal jasadnya dimakamkan di komplek 
makam Poesponegoro di Jln. Pahlawan Gresik, yang juga merupakan 
komplek makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beberapa julukan 
Kabupaten Gresik yang terkenalm yakni sebagai Kota Wali, hal ini 
dikarenakan adanya makam Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik 
Ibrahim yang menjadi tokoh sejarah perkembangan di Gresik, selain itu 
julukan Kota Santri juga disematkan kepada Kabupaten Gresik karena 









bernuansa Islami seperti Madrasah Ibtida’iyah, Tsanawiyah, dan Aliyah, 
tidak luput juga perguruan tinggi yang cukup banyak di Gresik, selain itu 
hasil kerajinan Kabupaten Gresik banyak mengandung unsur islami.  
Menurut sejarah yang tercatat semula kabupaten Gresik bernama 
Kabupaten Surabaya, hingga adanya PP Nomer 38 Tahun 1974 seluruh 
kegiatan pemerintahan  berangsur-angsur pindah ke Gresik dan namanya 
pun diganti menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang 
kegiatannya berpusat di Kota Gresik. Kabupaten Gresik juga merupakan 
SWPB (Sub Wilayah Pengembangan Bagian) dari pengembangan 
Gerbang Kertasusila (Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, 
Lamongan), juga merupakan bagian  dari 9 sub wilayah pengembangan 
Provinsi Jawa Timur yang kegiatannya diarahkan untuk fokus pada 
sektor pertanian, perdagangan, industri, pendidikan, dan industri wisata. 
Dengan ditetapkannya Kabupaten Gresik sebagai bagian dari 
wilayah pengembangan Gerbang Kertasusila dan juga sebagai wilayah 
industri, maka bukan hal yang tidak mungkin jika Gresik menjadi 
terkenal di bidang bidang tertentu daripada daerah lain. Bahkan Gresik 
menjadi satu-satunya yang mempunyai kawasan industri terbesar, 
terintegrasi, dan patut dibanggakan oleh Indonesia yakni JIIPE (Java 
Integrated and Ports Estate) yang berkembang dengan pesat di pusat 











4.1.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Gresik 
Kabupaten Gresik merupakan daerah dengan mayoritas dataran 
rendah yang sebagian besar wilayahnya adalah daerah pesisir, wilayah 
Kabupaten Gresik berada pada ketinggian 0-500 meter dari permukaan 
laut. Berdasarkan ketinggiannya Kabupaten Gresik dibagi menjadi tiga 
kriteria yakni wilayah dengan ketinggian 0-10 Mdpl sebesar 692.843 Ha 
atau terhitung 79,08% dari luas wilayah seluruhnya. Ketinggian 10-20 
tercatat 618.246,00 Ha yaitu sebesar 15,54% sedangkan untuk ketinggian 
lebih dari 20 Mdpl hanya sebesar 66.318,00 atau 5,38% wilayah saja.  
Kabupeten Gresik memiliki luas daratan sebesar 1.191,25 km2 
yang berada tepat pada barat laut dari Ibukota Propinsi Jawa Timur yaitu 
Surabaya. Kabupaten Gresik terbagi dalam 18 kecamatan dan terdiri dari 
330 desa serta 26 kelurahan, jika ditinjau dari segi astronomis letak 
Kabupaten Gresik berada antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7°- 
8° Lintang Selatan, secara administratif Kabupaten Gresik dibatasi oleh: 
a. Sebelah Utara  :Laut Jawa 
b. Sebelah Selatan  :Kota Surabaya; Kabupaten Sidoarjo; 
Kabupaten Mojokerto 
c. Sebelah Timur  :Selat Madura 











Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Gresik 
Sumber : Pemerintah Kabupaten Gresik, 2020 
 
4.1.1.3 Kondisi Demografis Kabupaten Gresik 
Berdasarkan proyeksi penduduk yang di publikasi oleh Badan 
Pusat Statistik, Kabupaten Gresik selalu mengelami kenaikan setiap 




Gambar 4. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2010-
2020 































Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Gresik ialah 
sebanyak 1.326.420 jiwa yang terdiri dari 657.721 jiwa laki-laki dan 
668.699 jiwa penduduk perempuan. Maka jika dihitung kepadatan 
penduduk di Kabupaten Gresik tahun 2020 mencapai 1.113 jiwa/km2, 
dengan  rata-rata jumlah penduduk  per atap rumah tangga  adalah 3-4 
orang. Kepadatan Penduduk di 18 (delapan belas) kecamatan tidak 
merata dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan 
Gresik yaitu sebesar 14.882 jiwa/km2, sedangkan kepadatan 
penduduk terendah  berada di  Kecamatan Tambak sebesar 413 
jiwa/km2.  
Kepadatan penduduk yang cukup tinggi dengan diiringi oleh 
kebutuhan lahan akan berpengaruh pada kegiatan alih fungsi lahan. 
Dengan kata lain, lahan yang terbatas diperebutkan untuk berbagai 
kepentingan, terlebih lagi Gresik menjadi salah satu Kabupaten yang 
memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, sehingga lahan pertanian 
pangan (sawah) akan menjadi korban dari berbagai kepentingan untuk di 
alih fungsikan menjadi lahan non pertanian.  
4.1.1.4 Visi dan Misi Kabupaten Gresik 
1)    Visi 
Visi Kabupaten Gresik tahun 2020-2025 berdasarkan visi Bupati 
dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik yakni Gus Yani (Fandi Ahmad 
Yani) dan Bu Min (Aminatun Habibah) adalah “Mewujudkan Gresik 









Akhlakul Karimah”. Dari intisari visi tersebut kemudian akan di 
jabarkan menjadi program 99 hari kerja pertama, Gus Yani dan Bu Min 
juga memaparkan bahwa visi tersebut akan mengusung 9 misi di 
dalamnya, yang dikenal dengan Nawakarsa Gresik Baru, sehingga 
harapannya dapat menciptakan kondisi warga yang ayem, tentram, dan 
juga dapat menerima serta merasakan manfaat pembangunan secara 
langsung demi kemajuan bersama.  
Visi kepemimpinan yang baru ini berkomitmen untuk mengajak 
seluruh kompoen dari warga Gresik untuk berkolaborasi, bekerjasama, 
serta saling bahu membahu membantu dengan naungan semangat 
religius yang kuat, mulai dari Ulama’, habib beserta pemuka agama lain 
dan para santri, para pejabat negara dan jajaran birokrasi, tokoh 
masyarakat, masyarakat sipil, pemuda serta kalangan milenial yang 
mempunyai semangat perubahan luar biasa. Visi ini diharapkan 
membawa perubahan untuk memberdayakan potensi daerah Gresik 
yang beranekaragam 
2) Misi 
Misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi diharapkan dapat membantu 
memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan 
upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Untuk mewujudkan visi 









Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah” dirumuskanlah 5 
(lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut: 
a. Misi 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, 
akuntabel serta dapat mewujudkan kepemimpinan yang 
inovatif dan kolaboratif. 
Pembangunan diprioritaskan untuk mewujudkan pelaksanaan 
reformasi birokrasi dan kualitas, pelayanan publik yang profesional 
pemimpin yang dapat membawa perubahan atau gagasan baru 
dengan cara melibatkan kerjasama semua komponen warga Gresik. 
b. Misi 2. Membangun infrastruktur yang mampu berdaya saing, 
memakmurkan desa dan menata kota. 
Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas serta 
daya saing daerah dengan meningkatkan infrastruktur desa serta 
menertibkan tata ruang kota. 
c. Misi 3. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang seimbang 
antar sektor dan wilayah. 
Pembangunan diprioritaskan pada perataan dan peningkatan 
kemampuan ekonomi daerah dengan memanfaatkan kearifan lokal 
agar dapat secara mandiri memberikan manfaat bagi warga. 
d. Misi 4. Membangun insan Gresik unggul yang cerdas, mandiri, 
sehat, dan berakhlakul karimah.  
Pembangunan diprioritaskan untuk mendukung pemuda dan 









aktualisasi diri, menggali wawasan lebih luas, serta tidak 
melupakan jati diri Kabupaten Gresik sebagai Kota Santri dengan 
membangun akhlak yang baik.  
e. Misi 5. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan 
menciptakan lapangan kerja, dan menjamin pemenuhan 
kebutuhan dasar masyarakat Gresik. 
Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan lapangan kerja 
serta kualitas sumberdaya manusia dengan menjamin  aksesibilitas, 
pemerataan pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan dan 
kebutuhan mendasar lainnya.  
4.1.2 Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah 
4.1.2.1 Sejarah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah 
Dalam rangka perumusan kebijakan penataan ruang di Kabupaten 
dengan apik dari segi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian 
pemanfaatan ruang daerah yang serasi, tertata dan terpadu dengan 
kebijaksanaan penataan ruang Nasional dan Provinsi, maka diperlukan 
pengoptimalan koordinasi antar Dinas/ Intansi terkait.  
Demi mewujudkan tujuan penyelarasan antar Nasional dan Daerah 
maka dibentuklah sebuah badan koordinasi yang bersifat ad hoc untuk 
mensinergikan antar keduanya yang disebut Badan Koordinasi Penataan 
Ruang Daerah (BKPRD). Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah 









Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pedoman Koordinasi 
Penataan Ruang Daerah. 
Berdasarkan peraturan tersebut Kabupaten Gresik pun membentuk 
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Gresik yang 
ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 
050/200/HK/437.12/2018. Tim BKPRD tersebut di Ketuai oleh 
Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik dengan Sekretaris Tim yakni 
Kepala Bappeda Kabupaten Gresik, serta bertanggung jawab secara 
langsung kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab I 
dan II.  
4.1.2.2 Gambaran Umum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah 
Kabupaten Gresik 
Sebagaimana yang tertuang dalam SK Bupati Nomor 
050/200/HK/437.12/2018 Badan Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten 
Gresik mempunyai tugas perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata 
ruang, dan pengendalian tata ruang. Untuk membantu pelaksanaan tugas 
yang diemban oleh BKPRD maka dibentuk sekretariat BKPRD 
Kabupaten yang bertempat pada Bappeda Kabupaten Gresik, Kelompok 
Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang Daerah. 
Tim BKPRD bukanlah sebuah OPD yang mempunyai instansi 
tersendiri, melainkan sebuah gabungan dari Kepala Bappeda Kabupaten 









Kabupaten Gresik, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (PM & PTSP) Kabupaten Gresik, Kepala Dinas 
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, Kepala Dinas 
Pertanian Kabupaten Gresik, Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten 
Gresik, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, Kepala Dinas 
Perhubungan Kabupaten Gresik, Kepala Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Gresik, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, 
Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik, Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Kepala Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Gresik, Kepala Satpol PP Kabupaten Gresik, 
Kepala Bagian Hukum Kabupaten Gresik, Kepala Kantor BPN 
Kabupaten Gresik, Kepala Departemen Perencanaan Wilayah & Kota 
ITS Surabaya, Ketua Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota Universitas 
Brawijaya Malang, dan Ketua IAP Jawa Timur.  
Dalam BKPRD terdapat Tim Pokja (kelompok kerja) yang berada 
dibawah BKPRD sendiri, sehingga segala permasalahan yang terjadi 
maka akan dibahas didalam lingkup Pokja terlebih dahulu sebelum 
dibawa ke BKPRD yang dinamakan Forum Penataan Ruang jika Pokja 
dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Forum Penataan 











4.1.2.3 Visi dan Misi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah 
Kabupaten Gresik 
Visi Misi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) 
Kabupaten Gresik tidak dijelaskan secara gamblang dalam SK Bupati 
Nomor 050/200/HK/437.12/2018, namun didalamnya terdapat alasan 
pembentukan BKPRD adalah untuk melaksanakan koordinasi penataan 
ruang nasional dan daerah, yang di dalamnya mencakup perumusan 
kebijakan penataan ruang di kabupaten dari segi perencanaan, 
pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah yang serasi, 
tertata dan terpadu dengan kebijaksanaan penataan ruang nasional. 
4.1.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Koordinasi Penataan Ruang 
Daerah Kabupaten Gresik 
Didalam SK Bupati Nomor 050/200/HK/437.12/2018 
sebagaimana disebutkan bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas 
BKPRD, dibentuklah sekretariat BKPRD Kabupaten yang berada di 
Bappeda, Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan Tata Ruang Daerah dan 
Kelompok Kerja (Pokja) Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Daerah, 
dengan tugas sebagai berikut. 
Tabel 4. 1 Tugas dan Fungsi Sekretariat BKPRD 
a. Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas 
BKPRD Kabupaten 









c. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD 
Kabupaten 
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok 
kerja BKPRD Kabupaten 
e. Mengolah data dan informasi untuk mendukung 
pelaksanaan tu8gas-tugas BKPRD Kabupaten 
f. Menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang 
Kabupaten 
g. Menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan 
ruang Kabupaten 
h. Menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan 
terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan 
ruang 
  Sumber : SK Bupati Gresik, 2018 
 
Tabel 4. 2 Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja Perencanaan Tata 
Ruang 
a. Memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten dalam 
rangka pelaksanaan kebijaksanaan penataan ruang 
Kabupaten 
b. Melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang 
dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan 









c.  Melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan 
dalam rangka penerapan rencana tata ruang 
d. Melakukan fasilitasi pengintegrasian program 
pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang 
dengan rencana pembangunan jangka panjang dan 
menengah 
e. Menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan 
substansi teknis rencana tata ruang Kabupaten 
f. Mengiventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam 
perencanaan serta memberikan alternative pemecahannya 
untuk dibahas dalam siding pleno BKPRD Kabupaten 
Sumber : SK Bupati Gresik, 2018 
 
Tabel 4. 3 Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang 
a. Memberikan masukan kepada Ketua BKPRD Kabupaten/ 
Kota dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan 
pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten 
b. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 
dan pelaporan terhadap penegakkan peraturan daerah 
tentang rencana tata ruang 










d. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam 
pemanfaatan ruang serta memberikan alternative 
pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD 
Kabupaten 
Sumber : SK Bupati Gresik, 2018 
4.1.2.5 Susunan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah 
Kabupaten Gresik 
 Susunan keanggotaan BKPRD sebagaimana yang diatur 














Gambar 4. 3 Susunan Keanggotaan BKPRD Kabupaten Gresik 









Berdasarkan gambar 4.3 susunan jabatan dalam Tim BKPRD 
adalah Bupati sebagai Penanggung Jawab I, Wakil Bupati sebagai 
Penanggung Jawab II, Sekretaris Daerah sebagai Ketua, Kepala Bappeda 
sebagai Sekretaris, dan mempunyai 17 (tujuh belas) anggota yang 
meliputi para Kepala Dinas, Satpol PP, dan juga kalangan akademisi.  
Selain susunan keanggotaan BKPRD juga terdapat susunan 
Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan juga Kelompok Kerja 
Pengendalian Pemanfaatan Ruang, berikut adalah susunan kelompok 
kerja pada BKPRD.  
Tabel 4. 4   Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Perencanaan 
Tata Ruang 
No Jabatan dalam 
Pokja 
Jabatan Pokok 
1. Ketua Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, 
Infrastuktur dan Lingkungan Hidup 
Bappeda Kabupaten Gresik 
2. Wakil Ketua Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas 
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 
Kabupaten Gresik 
3. Sekretaris I Kasubbid Pengembangan Wilayah pada 
Bappeda Kabupaten Gresik 
4. Sekretaris II Kepala Seksi Perencanaan dan Pengaturan 
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 
Kabupaten Gresik 












b. Sekretaris pada Dinas Pertanian 
Kabupaten Gresik 
c. Sekretaris pada Dinas 
Perhubungan Kabupaten Gresik 
d. Sekretaris pada Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan Kabupaten 
Gresik 
e. Sekretaris pada Dinas Koperasi 
Usaha Kecil Menengah 
Perindustrian dan Perdangangan 
Kabupaten Gresik 
f. Sekretaris pada Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Gresik 
g. Sekretaris pada Badan 
Lingkungan Hidup Kabupaten 
Gresik 
h. Kepala Bidang Pelayanan 
Perizinan Tata Ruang, Bangunan 
dan Lingkungan pada Dinas 
Penanaman Modal dan PTSP 
Kabupaten Gresik 
i. Kepala Bidang Administrasi 
Pertanahan pada Dinas Pertanahan 
Kabupaten Gresik 
j. Kepala Seksi Survey, Pengukuran, 
dan Pemetaan pada Kantor 
Pertanahan Kabupaten Gresik 
k. Kasubbag Penyusunan Produk 









Hukum Sekretariat Daerah 
Kabupaten Gresik 
Sumber : SK Bupati Gresik, 2018 
 
Tabel 4. 5 Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang 
No Jabatan dalam 
Pokja 
Jabatan Pokok 
1. Ketua Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 
Ruang Kabupaten Gresik 
2. Sekretaris Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik 
3. Sekretaris II Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, 
Infrastruktur, dan Lingkungan Hidup pada 
Bappeda Kabupaten Gresik 
4. Anggota  a. Kepala Bidang Pelayjanan 
Perizinan Tata Ruang, Bangunan 
dan Lingkungan pada Dinas 
Penanaman Modal dan PTSP 
Kabupaten Gresik 
 b. Kepala Bidang Tata Lingkungan 
Hidup pada Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Gresik 
c. Kepala Bidang Kawasan 
Permukiman pada Dians 
Perumahan dan Kawasan 









d. Kepala Bidang Prasarana dan 
Sarana Utilitas Umum pada Dinas 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 
e. Kepala Bidang Penegakan 
Perundang-undangan Penyidikan 
dan Penindakan pada Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Gresik 
f. Kepala Seksi Pengaturan dan 
Penataan Pertanahan pada Kantor 
Pertanahan Kabupaten Gresik 
g. Kasi Seksi Pengendalian dan 
Pengawasan Pemanfaatan Ruang 
pada Dinas Pekerjaan Umum dan 
Tata Ruang Kabupaten Gresik 
h. Kepala Sub Bidang 
Pengembangan Wilayah pada 
Bappeda Kabupaten Gresik 
Sumber : SK Bupati Gresik, 2018 
4.1.2.6 Lahan Pertanian Pangan Berkekanjutan (LP2B) di 
Kabupaten Gresik 
Menurut Perda No.7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupatem Gresik, cakupan 









(Hektar) dengan lahan cadangan seluas 3.005 Ha (Hektar), sehingga total 
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) ialah 27.721 Ha.  
LP2B dan LCP2B ini terletak di 13 Kecamatan di Kabupaten 
Gresik yang tersebar hingga di Pulau Bawean. Sehingga dari total 18 
kecamatan yang berada di Kabupaten Gresik, 5 diantaranya tidak 
termasuk dalam KP2B.  Berikut letak LP2B dan LCP2B Kabupaten 










Gambar 4. 4 Lokasi LP2B dan LCP2B Kabupaten Gresik 
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, 2021 


























LP2B 3,921 3,601 667 2,563 2,354 3,309 648 1,278 795 810 1,585 3,186
LCP2B 0 0 629 57 1,279 496 0 229 178 0 92 45
KP2B 3,921 3,601 1,296 2,620 3,632 3,805 648 1,508 973 810 1,676 3,231










Dari gambar diatas, diketahui bahwa di Kabupaten Gresik yang 
memiliki KP2B paling luas ialah Kecamatan Balongpanggang, diurutan 
kedua diduduki oleh Kecamatan Dukun, dan ketiga adalah Kecamatan 
Duduk Sampeyan. Sedangkan yang mempunyai KP2B paling sedikit ialah 
Kecamatan Kedamean. Diketahui pula bahwa terdapat 2 kecamatan yang 
juga ditetapkan sebagai KP2B dan terdapat di Pulau Bawean yaitu 
Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak. 
4.1.2.7 Rekapitulasi Luas Penggunan Sawah, Luas Panen, Produktivitas 
Dan Produksi Padi Kabupaten Gresik 
Berbicara mengenai lahan pertanian (sawah) tentu tidak lepas dari 
seberapa besar luas lahan sawah yang ada, berapa luas panen dan seberapa 
tinggi produksi padi yang dihasilkan oleh suatu daerah tersebut. Yang 
dimaksud dengan Luas lahan sawah adalah luas area lahan yang ditanam 
(nilainya tetap), sedangkan luas panen adalah luas tanaman padi pada suatu 
lahan dalam 1 tahun, sehingga jika ingin mengetahui berapa kali suatu lahan 
sawah dapat panen dalam setahun atau biasa disebut IP (Indeks Penanaman) 
maka dihitung dengan membagi Luas Panen (dalam 1 tahun) dengan Luas  
Baku Sawah. Berikut rekapitulasi data per Kecamatan di Kabupaten Gresik 









Tabel 4. 6 Luas Sawah di Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020 
(Ha) 
Kecamatan 2016 2017 2018 2019 2020 
Wringinanom 2.181,0 2.181,0 2.181,0 2.181,0 2.181,0 
Driyorejo 1.640,0 1.640,0 1.640,0 1.640,0 1.640,0 
Kedamean 3.577,0 3.577,0 3.577,0 3.577,0 3.577,0 
Menganti 2.838,0 2.647,0 2.647,0 2.647,0 2.647,0 
Cerme 3.635,0 3.559,0 3.986,0 3.986,0 3.986,0 
Benjeng 4.606,0 3.816,0 4.033,0 4.171,0 4.357,0 
Balongpanggang 4.818,0 4.270,0 4.385,0 4.612,0 4.612,0 
Duduksampeyan 1.974,0 1.979,0 1.979,0 2.014,4 2.014,4 
Kebomas 456,0 431,5 436,0 425,5 445,5 
Gresik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Manyar 387,5 293,5 293,5 259,1 269,3 
Bungah 1.226,0 1.360,0 1.361,0 1.372,0 1.372,0 
Sidayu 1.347,0 1.347,0 1.347,0 1.347,9 1.347,9 
Dukun 3.760,0 3.760,0 3.760,0 3.760,0 3.760,0 
Panceng 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.442,8 
Ujungpangkah 876,0 876,0 1.068,0 1.068,0 1.068,0 
Sangkapura 1.940,0 1.533,0 1.936,0 1.936,0 1.936,0 
Tambak 1.295,0 1.009,0 1.295,0 1.295,0 1.295,0 
Jumlah 38.056,5 35.779,0 37.424,5 37.791,9 37.950,9 









Tabel 4. 7 Rekapitulasi Luas Panen, Produktivitas Dan Produksi Padi Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020 
NO Kecamatan 









































1 Wringinanom  2.790,6   65,38   18.243,4   3.762,4   65,50   24.643,7   2.816,9   62,90   17.718,6   2.816,9   65,52   18.455,3   3.115,2   64,92   20.224,3  
2 Driyorejo  2.246,7   63,65   14.301,2   2.569,2   65,50   16.828,3   2.387,9   65,26   15.584,5   2.321,7   61,83   14.355,2   2.123,0   61,61   13.080,8  
3 Kedamean  5.857,9   64,52   37.792,5   5.743,9   65,50   37.622,5   6.723,4   65,35   43.936,6   6.723,6   60,24   40.504,2   6.342,4   63,71   40.404,7  
4 Menganti  3.999,2   63,65   25.456,8   4.086,8   65,00   26.564,2   4.668,8   66,96   31.260,1   4.655,2   64,77   30.153,5   4.526,4   61,81   27.975,5  
5 Cerme  7.117,5   63,65   45.306,6   6.970,1   67,00   46.699,7   6.195,2   71,38   44.223,0   6.603,6   61,37   40.527,0   6.461,3   65,11   42.071,4  
6 Benjeng  8.951,6   63,65   56.981,5   9.126,2   66,50   60.689,2   7.578,3   66,79   50.614,4   8.022,7   62,94   50.494,6   8.027,6   63,96   51.345,6  
7 Balongpanggang  9.163,2   64,52   59.116,1   9.098,9   66,00   60.052,7   8.216,8   65,96   54.198,9   8.376,5   65,57   54.923,0   8.899,0   60,08   53.466,2  
8 
Duduk 
Sampeyan  3.839,3   63,65   24.439,3   3.943,7   65,00   25.634,1   4.050,8   66,91   27.105,7   4.019,7   74,39   29.902,1   3.532,3   65,77   23.232,1  
9 Kebomas  704,8   64,52   4.547,2   695,6   64,52   4.487,7   697,6   67,34   4.697,7   703,3   71,71   5.043,6   724,2   62,84   4.550,8  
10 Gresik  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
11 Manyar  437,6   61,07   2.672,9   428,9   64,75   2.777,1   365,5   69,10   2.525,5   350,7   63,56   2.229,1   340,0   65,60   2.230,5  









13 Sidayu  3.229,2   63,65   20.555,3   3.097,4   66,00   20.442,8   3.123,8   71,00   22.177,8   2.991,6   59,38   17.763,2   3.276,1   57,98   18.996,5  
14 Dukun  7.592,9   65,38   49.638,8   8.076,5   67,00   54.112,6   7.151,3   70,75   50.597,3   6.992,5   71,47   49.972,7   7.629,0   66,14   50.457,0  
15 Panceng  1.423,1   63,65   9.058,5   2.065,5   64,50   13.322,5   2.265,2   60,83   13.780,1   2.197,0   63,28   13.903,0   2.199,8   63,84   14.042,7  
16 Ujung Pangkah  2.067,2   63,65   13.159,0   1.938,6   65,00   12.600,9   2.010,1   70,19   14.109,3   2.156,7   75,33   16.247,0   2.615,1   59,13   15.462,1  
17 Sangkapura  2.783,7   56,77   15.804,2   2.611,2   59,75   15.601,9   2.902,7   52,08   15.115,8   2.549,8   50,23   12.808,1   2.547,9   56,49   14.393,6  
18 Tambak  1.862,7   55,05   10.254,4   1.874,3   58,85   11.030,3   1.600,5   52,01   8.323,6   1.818,8   50,64   9.209,9   1.818,8   55,70   10.130,9  
 Total 66.393,9 63,61 422.337,7 67.963,6 65,55 445.481,2 64.669,0 66,31 428.837,5 65.310,3 64,18 419.167,5 66.196,7 62,54 413.995,6 










Dari data luas lahan sawah diatas, diketahui bahwa luasan lahan 
sawah mengalami fluktiatif, dimana pada tahun 2017 turun sebesar 2.277 
Ha dari 2016, kemudian naik kembali pada 2018 sebesar 1.645 Ha, 
sedangkan di tahun 2019 dan 2020 luasan lahan sawah tetap berada pada 
37 ribu Ha namun cenderung mengalami kenaikan secara perlahan. 
Sedangkan dari data luas panen dan produksi padi, terlihat data 
mengalami fluktuatif namun cenderung turun, terlebih lagi pada tahun 
2018 hingga 2020, luas panen turun secara perlahan dan diikuti oleh 
turunnya produksi padi.  
Daerah yang memiliki produksi padi tertinggi di Kabupaten 
Gresik ialah Kecamatan Balongpanggang yang memiliki total produksi 
281.755 ton dalam kurun waktu 5 tahun dari 2016-2020, dengan rata-rata 
produksi padi sebesar 56.351 ton pertahun. Sejauh ini tidak 
mengherankan jika Balongpanggang memiliki produksi dan luas panen 
tertinggi dari 17 kecamatan lainnya, karena Balongpanggang sendiri 
merupakan daerah Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) 
terluas di Kabupaten Gresik. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa 
total produksi panen tersebut merupakan campuran dari hasil LP2B dan 
lahan sawah biasa, karena Pemerintah Kabupaten Gresik tidak 
membedakan secara khusus hasil produksi dari lahan yang memang 
dilindungi maupun lahan sawah pada umumnya. 
Jika dihitung Indeks Penanaman (IP) Kabupaten Gresik, maka 









Tabel 4. 8 Indeks Penanaman (IP) Kabupaten Gresik 
Tahun 2016-2020 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Luas Lahan 
Sawah 
38.056,5 35.779,0 37.424,5 37.791,9 37.950,9 
Luas Panen 66.393,9 67.963,6 64.669,0 65.310,3 66.196,7 
Indeks 
Penanaman 
1,7 1,9 1,7 1,7 1,7 
Sumber : Hasil olahan penulis, 2021 
Dari data diatas, maka dapat diketahui bahwa rata-rata sawah di 
Kabupaten Gresik hanya panen 1-2 kali saja pertahun, hal ini cukup 
menjadi perhatian karena seharusnya lahan yang terdapat di Pulau Jawa 
termasuk dalam kategori subur sehingga sangat memungkinkan untuk 
bisa meningkatkan produksi panen hingga 3x masa panen. Dari hasil 
diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jika jumlah penduduk terus 
meningkat serta kebutuhan pangan yang juga pasti meningkat, tetapi 
tidak diimbangi dengan peningkatan hasil produksi beserta luas lahan 
yang terus dikonversi, maka masyarakat diperkirakan akan mengalami 
kekurangan pasokan pangan.  
4.2  Penyajian Data 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan 
suatu upaya untuk menjaga fungsi utama dari sebuah lahan pertanian dari 
kegiatan alih fungsi lahan demi mancapai tujuan (a) melindungi kawasan dan 
lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; (b) menjamin tersedianya lahan 









ketahanan, dan kedaulatan pangan; (d) melindungi kepemilikan lahan pertanian 
pangan milik petani; (e) meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani 
dan masyarakat; (f) meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; (g) 
meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan  yang layak; (h) 
mempertahankan keseimbangan ekologis; dan (i) mewujudkan revitalisasi 
pertanian. 
Dalam pelaksanaan perlindungan tersebut, tentu sebelumnya telah dibuat 
sebuah strategi atau rencana untuk mengontrol alih fungsi lahan terutama 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Gresik. Dalam upaya 
melindungi LP2B ini  Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik membentuk 
sebuah badan untuk menangani LP2B yang disebut Badan Koordinasi Penataan 
Ruang Daerah (BKPRD).    Perlindungan yang diberikan pemerintah sendiri 
telah diatur dalam Perda No.7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan.  
Di dalam Perda No.7 Tahun 2015  disebutkan bahwa ruang lingkup 
perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  (LP2B) dan juga  Lahan 
Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)  meliputi  (a) Perencanaan 
dan Penetapan; (b) Peneliitan; (c) Pemanfaatan; (d) Pembinaan; (e) 
Pengendalian; (f) Pengawasan; (g) Pengembangan; (h) Sistem Informasi; (i) 
Perlindungan & Pembedayaan petani; (j) Pembiayaan; dan (k) Peran serta  
masyarakat. Dari kesebelas ruang lingkup perlindungan LP2B yang telah 
disebutkan, peneliti memfokuskan pada poin “Pengendalian”, yang mana 









dilakukan oleh Bupati melalui BKPRD. Untuk menganalisis bagaimana 
implementasi strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya 
perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),  peneliti 
menggunakan teori implementasi strategi dari Samuel C. Certo & J. Paul Peter 
dimana dalam proses implementasi strategi terdapat langkah-langkah yang 
harus dilakukan yaitu menganalisis struktur organisasi, budaya organisasi, dan 
kepemimpinan. 
4.2.1 Struktur Organisasi pada Badan Koordinasi Penataan Ruang 
Daerah (BKPRD) Kabupaten Gresik  
Didalam Perda No.7 Tahun 2015 disebutkan bahwa pengendalian 
LP2B dan LCP2B dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah 
Daerah   dan Pemerintah Desa, koordinasi yang dimaksud adalah 
dilakukan oleh Bupati melalui BKPRD. BKPRD sendiri merupakan 
badan yang sengaja dibentuk dalam rangka melaksanakan koordinasi 
penataan ruang di daerah. BKPRD bukanlah sebuah dinas melainkan 
sebuah gabungan OPD yang terdiri dari 17 (tujuh belas) anggota, 
termasuk ketua, sekretaris, dan penanggung jawab. Berikut susunan 
keanggotaan BKPRD Kabupaten Gresik. 
Tabel 4. 9 Susunan Keanggotaan BKPRD Kabupaten Gresik 
No Jabatan dalam 
Tim 
Jabatan Pokok 
1. Penanggungjawab I Bupati Gresik 
2. Penanggungjawab 
II 
Wakil Bupati Gresik 









4. Sekretaris  Kepala Bappeda Kabupaten Gresik 
5. Anggota a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum 




b. Kepala Dinas Pertanian 
Kabupaten Gresik 
c. Kepala Dinas Perhubungan 
Kabupaten Gresik 
d. Kepala Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Gresik 
e. Kepala Dinas Koperasi Usaha 
Kecil Menengah Perindustrian 
dan Perdangangan Kabupaten 
Gresik 
f. Kepala Dinas Perikanan 
Kabupaten Gresik 
g. Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Gresik 
h. Kepala Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Gresik 
i. Kepala Dinas Pertanahan 
Kabupaten Gresik 
j. Kepala Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman 
Kabupaten Gresik 
k. Kepala Badan Penanggulangan 










 l. Kepala Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Gresik 
m. Kepala Bagian Hukum 
Kabupaten Gresik 
n. Kepala Kantor BPN Kabupaten 
Gresik 
o. Kepala Departemen 
Perencanaan Wilayah dan Kota 
ITS Surabaya 
p. Ketua Jurusan Perencanaan 
Wilayah dan Kota Universitas 
Brawijaya Malang 
q. Ketua IAP Jawa Timur 
Sumber : SK Bupati Gresik, 2018 
Dari susunan keanggotaan BKPRD ini jelas terlihat bahwa 
terdapat lintas fungsi antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) 
Kabupaten Gresik yang memiliki tujuan yang sama yakni melindungi 
tata ruang daerah sesuai dengan peruntukannya. Dari ketujuh belas 
anggota BKPRD, terdapat anggota yang berperan penting terhadap 
pengendalian LP2B yakni Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 
Ruang (PUTR), dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (PTSP), serta 
juga tidak lepas dari OPD teknis yaitu Dinas Pertanian.  
4.2.1.1 Peran Bappeda, Dinas PUTR, Dinas PTSP, dan Dinas 
Pertanian 
Pembentukan BKPRD yang disusun sedemikian rupa dengan 









hanya strukturisasi saja, namun terdapat peran-peran yang mendasari 
terbentuknya susunan keanggotaan, sehingga kolaborasi antar peran yang 
terjadi akan membentuk suatu komponen kuat untuk melindungi Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Silky 
selaku staff  Subbidang Pengembangan Wilayah di Bappeda selaku staff  
Subbidang Pengembangan Wilayah di Bappeda, yang mengungkapkan 
bahwa: 
“BKPRD itu bukan dinas, melainkan BKPRD hadir sebagai 
forum daerah untuk menentukan tindak lanjut dari sebuah izin 
yang ada, jadi misalnya ada permohonan izin untuk suatu lahan di 
Kecamatan Balongpanggang, kemudian ternyata 
Balongpanggang sendiri itu lumbung padinya Gresik, kan jelas 
tidak boleh. Jadi kita sebagai Bappeda salah satu tugasnya adalah 
untuk membuat Perda 7 tahun 2015 itu, itu sebenarnya dibantu 
oleh Tim Teknis oleh unsur Pemerintah Daerah seperti PU, PTSP, 
Dinas Pertanian sebagai OPD teknis yang terjun langsung jika hal 
itu menyangkut pada LP2B dan juga Bagian Hukum, karena itu 
kan akan menjadi produk legal jadi ada hubungannya dengan 
bagian hukum.” (Wawancara pada 7 Juni 2021, di Kantor 
Bappeda Kabupaten Gresik) 
 
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 
kolaborasi antar OPD yang saling melengkapi dengan peran yang 
melekat masing-masing.  Hal ini diungkapkan oleh masing-masing 
perwakilan dari OPD, peran Bappeda sebagaimana yang disampaikan 
oleh Ibu Silky selaku staff  Subbidang Pengembangan Wilayah di 
Bappeda, beliau mengungkapkan bahwa : 
“Kita penyusun si sebenarnya, jadi kita penyusun Perdanya, tapi 
penyusun tuh dalam artian gini, kita punya peta nya kita punya 
Perdanya tapi tetap yang ngerjain kan pihak ketiga, mereka yang 









sampai keluar delinasinya. Kita disini kan lebih kepada 
perencanaan. Jadi kalau dalam penyusunan RTRW atau Perda 
yang berhubungan dengan akomodasi memang kita” (Wawancara 
pada 7 Juni 2021, di Kantor Bappeda Kabupaten Gresik) 
 
Pernyataan diatas menyimpulkan bahwa peran Bappeda adalah 
sebagai  penyusun. Sebagaimana produk yang telah dibuat oleh 
Bappeda adalah Perda No.7 Tahun 2015  dan menyusun RTRW 
(Rencana Tata Ruang Wiayah),  dengan menggandeng Dinas PUTR 
sebagai pihak yang turun langsung  ke lapangan untuk melakukan 
survey.   Pernyataan ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh 
Bapak Rohman selaku  Kepala Seksi Perencanaan dan Pengaturan Tata 
Ruang  pada Dinas PUTR  yang menjelaskan bahwa peran Dinas PUTR 
salah satunya adalah untuk memonitoring pemanfaatan ruang di 
lapangan, beliau mengatakan bahwa : 
“Kita ada namanya Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata 
Ruang yang bertugas melakukan monitoring penataan ruang di 
daerah, jadi terdapat tugas rutin dan berkala untuk memonitor 
pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat. Jadi jika ada izin 
penataan ruang mereka akan turun ke lapangan untuk mengecek 
RTRW nya seperti apa, sesuai atau tidak, jika tidak sesuai maka 
akan dibahas di Pokja pengendalian yang ketuanya Kabid Tata 
Ruang dari Dinas PU, anggotanya ada  DPM PTSP, Bappeda, dan 
Satpol PP.” (Wawancara pada 5 Juni 2021, di Kantor Dinas PUTR 
Kabupaten Gresik) 
Pentingnya peran Dinas PUTR dalam memonitoring lapangan 
secara berkala, tidak lepas dari besarnya peran Dinas PTSP dalam 
melindungi dan mencegah alih fungsi LP2B, karena PTSP sebagai pintu 
utama dalam hal pemberian izin. Sehingga jika ada  pemohon yang 









pertama kali adalah Dinas PTSP.  Sesuai pernyataan yang diungkapkan 
oleh Ibu Silky selaku staff  Subbidang Pengembangan Wilayah di 
Bappeda, bahwa: 
“Sebenarnya yang pertama kali itu ya PTSP, di awal harus dicegah 
dulu perizinannya. Jadi kalau ada permohonan izin ya mereka yang 
merapatkan.” (Wawancara pada 7 Juni 2021, di Kantor Bappeda 
Kabupaten Gresik) 
 
Lalu Ibu Silky menambahkan bahwa pentingnya peran Dinas PTSP 
dalam pengendalian ruang yang dapat meminimalisir kemerosotan lahan 
(tidak hanya LP2B saja). Berikut pemaparan beliau: 
“Kemerosotan lahan itu sebenarnya tidak akan terjadi selama 
pengendaliannya ketat, jadi selama izinnya dari PTSP ga keluar, itu 
otomatis tidak akan ada kemerosotan lahan, cuman di perkotaan itu 
kena PSN itu susah kadang.” (Wawancara pada 7 Juni 2021, di 
Kantor Bappeda Kabupaten Gresik) 
 
Pernyataan tersebut berhubungan dengan peran Dinas PTSP  
sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rizal selaku Kepala Seksi 
Perizinan Tata Ruang pada Dinas PTSP  selaku Kepala Seksi Perizinan 
Tata Ruang, beliau memaparkan bahwa: 
“Kalau di PTSP sendiri ini kan perannya dalam pelayanan izin 
pemanfaatan ruang, izin pemanfaatan ruang itu berdasarkan Perda, 
Perda No. 8 Tahun 2011 tentang RTRW dan Perda no 7 tahun 2015 
itu LP2B. Dengan dasar itu kami menertibkan izin pemanfaatan 
ruang.  Nah LP2B ini kan lahan yang benar-benar dilindungi hanya 
untuk pertanian, selama ini kami belum pernah mengeluarkan izin 
yang notabene pengajuannya itu untuk perumahan, industri, jasa, 
dan apapun itu di pola ruang LP2B. ” (Wawancara pada 4 Juni 










Dari pernyataan Bapak Rizal selaku Kepala Seksi Perizinan Tata 
Ruang pada Dinas PTSP  dapat diketahui bahwa peran Dinas PTSP 
adalah sebagai filterisasi izin, karena jika seseorang ingin 
mengalihfungsikan lahan maka harus melalui mekanisme perizinan 
terlebih dahulu. Diketahui juga bahwa setelah ada Perda No. 7 Tahun 
2015, Dinas PTSP tidak pernah mengeluarkan izin mengenai alih fungsi 
lahan di lokasi LP2B, apapun permohonanya akan ditolak sedari awal 
jika itu mencakup dalam pola ruang LP2B.  Namun jika pengalihfungsian 
lahan tersebut tidak mencakup LP2B tetapi masuk kedalam tatanan 
RTRW yang tidak sesuai peruntukannya, maka Pokja akan merapatkan 
lebih dahulu. Seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Rohman selaku  
Kepala Seksi Perencanaan dan Pengaturan Tata Ruang  pada Dinas 
PUTR, beliau mengatakan bahwa: 
“Jika ada pelanggaran pemanfaatan ruang, akan dibahas bagaimana 
pelanggarannya ditingkat Pokja, ada ringan sedang dan berat, 
ringan cukup diberikan surat teguran saja, jika berat akan dinaikkan 
ke BKPRD. Hasil temuan dari tim pengendali nantinya akan di 
bahas di BKPRD yang kemudian BKPRD merumuskan 
rekomendasi terkait pelanggaran yang ditemukan.” (Wawancara 
pada 5 Juni 2021, di Kantor Dinas PUTR Kabupaten Gresik) 
 
Sebelum sebuah topik dibawa dalam Forum BKPRD, maka 
sebelumnya pasti telah dibahas didalam Pokja terlebih dahulu yakni 
Pokja Pengendalian, yang mana dalam Pokja Pengendalian ini di ketuai 
oleh Dinas PUTR. Namun jika dalam Pokja dianggap tidak dapat 
menyelesaikan permasalahan yang terjadi maka akan dinaikkan ke forum 









selaku  Kepala Seksi Perencanaan dan Pengaturan Tata Ruang  pada 
Dinas PUTR  dikuatkan oleh penyataan yang disampaikan oleh Ibu Silky 
selaku staff  Subbidang Pengembangan Wilayah di Bappeda, beliau 
mengatakan bahwa: 
“Jadi BKPRD ini kan levelnya sudah tinggi, jadi ada masalah 
kemudian kita tarik masalah itu ke tempat tinggi yang hadir para 
kepalanya. Intinya kalau ada permohonan izin ya Pokja dulu yang 
merapatkan, tapi kalau izin uda keluar dan ada masalah baru 
BKPRD.” (Wawancara pada 7 Juni 2021, di Kantor Bappeda 
Kabupaten Gresik) 
Dinas Pertanian selaku OPD teknis yang berhubungan langsung 
dengan para pemilik lahan dan petani, juga memiliki peran yang tidak 
kalah penting, yakni  mengembangkan lahan LP2B agar tetap bisa 
berproduksi dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Khozin 
selaku Kepala Seksi Pengelolaan Lahan pada Dinas Pertanian Kabupaten 
Gresik, beliau mengungkapkan bahwa: 
“Kalau dari sisi kita kan sisi pengembangan, salah satunya adanya 
insentif berupa infrastruktur, ini kita arahkan ke LP2B. Jadi 
mungkin peran atau strategi kita ya penyalur insentif dan 
sosialisasi.” (Wawancara pada 18 Juni 2021, di Kantor Dinas 
Pertanian Kabupaten Gresik) 
 
Peran Dinas Pertanian dalam hal melindungi LP2B diketahui 
adalah sebagai penyalur insentif yang diberikan oleh daerah kepada para 
petani atau pemilik lahan, juga sebagai penyedia asset berupa 
infrastruktur dan alat-alat pertanian. Salah satu bentuk infrastruktur yang 
diberikan adalah berupa irigasi, sehingga mendukung para petani untuk 









berupa bibit, pupuk, dan produk habis pakai lainnya, namun insentif 
habis pakai ini tidak hanya diberikan kepada lahan yang berstatus LP2B 
saja melainkan semua lahan sawah, sehingga daerah tetap 
memprioritaskan pemberian asset (irigasi dan alat pertanian) kepada 
lahan LP2B saja. 
Selain itu Dinas Pertanian juga berperan penting dalam 
mensosialisasikan LP2B kepada masyarakat terutama pemilik lahan dan 
petani, terutama dengan memberikan wawasan apa yang dimaksud 
LP2B, apa saja manfaat yang mereka dapatkan dari pemerintah daerah 
jika lahannya ditetapkan sebagai LP2B, dan sebagainya. Sehingga 
masyarakat akan paham dengan peraturan-peraturan LP2B yang dibuat 
dan tidak melanggarnya. Sosialisasi ini sangat penting dikarenakan 
memang banyak masyarakat yang belum paham mengenai LP2B dan 
menganggap bahwa hal tersebut akan merugikan mereka sehingga 
menimbulkan konflik dengan pemerintah.   
Dari pernyataan-pernyataan yang telah dipaparkan, jika diurutkan 
mengenai peranan masing-masing OPD maka ditarik kesimpulan bahwa  
Bappeda sebagai penyusun legalitas dan regulasi, Dinas PUTR sebagai 
pihak yang memonitoring dan mengajukan hasil survey lapangan kepada 
Bappeda sesuai dengan RTRW, sedangkan Dinas PTSP sebagai lembaga 
yang berperan paling depan dalam pencegahan alih fungsi lahan yakni 
mengenai pelayanan perizinan, sehingga jika terdapat permohonan pada 









mengeluarkan izin maka alih fungsi lahan yang menggangu kestabilan 
daerah tidak akan terjadi, serta peran Dinas Pertanian adalah pihak yang 
berhubungan langsung dengan pemilik lahan atau petani sebagai 
penyalur insentif yang diberikan oleh daerah melalui anggaran yang 
sudah ditetapkan. 
Pertama kali Kabupaten Gresik menetapkan beberapa lokasi 
sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah di tahun 
2015, yakni semenjak Perda No.7 disusun. Alur penetapannya pun 
melalui proses yang rumit, seperti yang dipaparkan oleh Ibu Silky selaku 
staff  Subbidang Pengembangan Wilayah di Bappeda, bahwa: 
“Sebenarnya kalau bicara LP2B alurnya kan ada survey ke 
lapangan, ada inventarisasi data juga, sebenarnya menyusun Perda 
itu kan ga ujug-ujug, ada inventarisasi data kira-kira lahan sawah 
sekabupaten Gresik ini berapa? jumlah Gapoktan di Gresik berapa? 
yang produktif 3x panen berapa yang 2x panen berapa yang 1x 
panen berapa. Kemudian itu ditumpangi lagi oleh kira-kira disitu 
penduduknya masih agraris atau engga ? lalu kemudian dilihat 
pakai citra satelit, kalau memang kelihatannya dia hijau ya kita 
tetapkan.” (Wawancara pada 7 Juni 2021, di Kantor Bappeda 
Kabupaten Gresik) 
 
Dari berbagai proses penetapan LP2B yang telah dijelaskan, 
ternyata masih ditemukan permasalahan yakni adanya perbedaan kondisi 
pada dokumen LP2B yang telah ditetapkan dengan kondisi eksisting 
dilapangan. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Silky selaku staff  Subbidang 
Pengembangan Wilayah di Bappeda yang mengatakan bahwa: 
“Jadi kadang dilihat secara citra tuh keliatan hijau kaya sawah 









kan apa adanya yah, dulu GIS (Geographic Information System) ga 
terlalu banyak dan pengetahuan tentang LP2B juga masih jarang 
jadi mungkin dilihatnya hijau oh ini cocok untuk LP2B padahal 
aslinya itu tumpangsari, padahal tumpangsari kan harusnya 
cadangan dan bukan LP2B murni. Ada juga tambak yang dijadikan 
LP2B, keliatan dari citra tuh kaya tambak ternyata malah 
ditetapkan LP2B. Ga kaya sekarang, sekarang ada ketelitian citra 
1:5000,  kalau dulu BIG (Badan Informasi Geospasial) masih 
belum punya data seteliti itu, dan kita sebagai manusia gabisa 
memprediksi seteliti itu, jadi wajar sih kalau penetapan dulu itu ga 
sesuai kondisi eksistingnya.” (Wawancara pada 7 Juni 2021, di 
Kantor Bappeda Kabupaten Gresik) 
 
Pernyataan serupa mengenai perbedaan kondisi LP2B juga 
diperkuat oleh Pak Rohman selaku Kepala Seksi Perencanaan dan 
Pengaturan Tata Ruang Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang (PUTR), beliau mengungkapkan bahwa : 
“Jadi mengamatinya itu secara citra saja, ada yang tidak layak di 
tetapkan LP2B, malah ada yang harusnya masuk LP2B itu malah 
tidak masuk, itu makanya kekurangannya adalah metode 
penetapannya kurang terinci. Kendalanya ya bisa juga sektor 
penganggaran, karena mendata kan anggarannya besar, butuh 
waktu yang lama tidak mungkin dicapai dalam 1 tahun saja, 
sehingga tidak sampai tahap mengkroscek lapangan.” (Wawancara 
pada 5 Juni 2021, di Kantor Dinas PUTR Kabupaten Gresik) 
Dari kedua pernyataan mengenai ketidaksesuaian kondisi yang 
ditetapkan di LP2B dengan kondisi eksisting dilapangan, maka dapat 
diketahui bahwa hambatan-hambatan pada saat penetapan LP2B di tahun 
2015 adalah tidak dilakukannya pendataan secara terinci dan 
komprehensif, dikarenakan pengetahuan mengenai LP2B masih sangat 









sangat singkat, dan dengan menggunakan sarana (citra) yang belum 
secanggih saat ini.  
Selain faktor-faktor penghambat yang telah disebutkan diatas, 
ketidaksesuaian kondisi yang ditetapkan dalam LP2B dengan kondisi 
eksistingnya juga dapat disebabkan oleh faktor lain, yaitu perubahan 
kondisi dari waktu ke waktu. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Silky 
selaku staff  Subbidang Pengembangan Wilayah di Bappeda, bahwa: 
“Mungkin dulu pada saat penetapan LP2B lahan-lahannya masih 
dianggap produktif, jadi setahun mereka bisa memproduksi 3x 
panen, ga campuran, cuma sawah saja tidak seperti sekarang yang 
kondisinya bisa saja kekeringan atau bagaimana, jadi sudah 
berbeda keadaan eksistensinya.” (Wawancara pada 7 Juni 2021, di 
Kantor Bappeda Kabupaten Gresik) 
 
Pemaparan Ibu Silky diatas dapat dikatakan logis serta sesuai 
dengan fakta, karena Kabupaten Gresik memang dikenal dengan 
pembangunannya yang pesat terutama dikawasan perkotaan. Selain 
masalah terkait perbedaan kondisi eksisting, permasalahan lain mengenai 
LP2B adalah kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan 
para pemilik lahan yang menyebabkan para pemilik lahan melakukan 
complain. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Rohman bahwa: 
“Sebenarnya masyarakat sendiri ini banyak yang complain karena 
anggapannya kalau lahan LP2B itu kan gabisa dialihfungsikan, 
padalah ini lahannya mereka sendiri. Artinya mereka tidak bisa 
memanfaatkan lahan untuk kepentingan sendiri, tetapi jika dijual 
atau diwariskan kepada anak cucunya bisa, asal tidak di alih 
fungsikan. Sedangkan yang saya amati sendiri itu penetapan LP2B 
tidak mempertimbangkan hal-hal seperti itu, jadi tidak ada 
rembugan antara pemerintah dengan pemilik lahan. Memang 
mereka dilibatkan dalam proses penyusunan tetapi hanya 
perwakilan saja biasanya, diwakili oleh kepala desa dan Gapoktan 









bawah tau mana yang benar-benar harus di tetapkan LP2B, tetapi 
kan prosesnya lama. Jadi masyarakatnya tau-tau ditetapkan, 
makanya banyak complain waktu penetapan LP2B.” (Wawancara 
pada 5 Juni 2021, di Kantor Dinas PUTR Kabupaten Gresik) 
 
Melalui pemaparan Pak Rohman diketahui juga bahwa pada saat 
proses penetapan LP2B tidak dilakukan dengan melibatkan langsung 
para pemilik lahan, hanya melibatkan para pejabat desa serta perwakilan 
dari Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) setempat.  
Pemaparan pendukung juga diungkapkan oleh Bapak Khozin 
selaku Kepala Seksi Pengelolaan Lahan pada Dinas Pertanian, beliau 
mengatakan bahwa: 
“Jadi perda ini kan perda inisiatif dewan, kemudian meminta 
Bappeda untuk memproses dan membuat perdanya ini, mungkin 
dewan bersikeras ini karena kuatir dengan lahan yang ada di 
Kabupaten Gresik ini kan alih fungsinya sangat tinggi, jadi 
penetapannya lewat top down saja, bukan dari bawah dari petani, 
kalau nunggu itu kan lama, dan butuh proses sosialisasi, itupun 
belum tentu mereka mau. Masalahnya kan nanya, mereka nanya 
apa timbal baliknya kalau lahannya ditetapkan sebagai LP2B ? 
kalau dikatakan insentif mereka akan nanya mana insentifnya gitu 
kan repot. Maka kita tetapkan dulu secara top-down baru kita 
sosialisasikan.” (Wawancara pada 18 Juni 2021, di Kantor Dinas 
Pertanian Kabupaten Gresik) 
Dari pemaparan Bapak Khozin selaku Kepala Seksi Pengelolaan 
Lahan pada Dinas Pertanian diketahui bahwa karena terdesak oleh 
permintaan Dewan untuk segera menetapkan Perda LP2B, maka 
Pemerintah Daerah mengambil langkah cepat untuk menetapkan secara 









Pemaparan Pak Rohman dan Pak Khozin memang dibenarkan oleh 
Pak Siswadi selaku anggota Gapoktan dari Kecamatan Balongpanggang, 
beliau mengatakan bahwa: 
“Harusnya itu sistem pendataan dari LP2B itu belum melibatkan 
para pemilik lahan karena kan produk hukumnya itu keluar dulu, 
produk hukum inisiatif dewan pada waktu itu kan Perda itu, lah 
yang dimasukkan dalam LP2B itu masih dari dinas terkait, bisa dari 
Dinas Pertanian, bisa dari Bappeda, tanpa ada konfirmasi dari yang 
punya lahan” (Wawancara pada 16 Juli 2021, via telepon) 
 
Bahkan Pak Siswadi juga membenarkan bahwa tidak ada 
persetujuan dari petani/ pemilik lahan, dan bisa menjadikan 
petani/pemilik lahan justru mengalami kerugian. Seperti yang 
diungkapkan Pak Siswadi selaku anggota Gapoktan, sebagai berikut: 
“Iya mba seperti yang saya jelaskan bahwa petani tidak 
menghendaki itu sampai adanya sosialisasi, jaminan. Misalkan 
kalau masuk LP2B itu apa yang didapat oleh petani kompensasinya 
apa seperti itu, lah ini kalau tidak disosialisasikan atau tidak 
dikomunikasikan dengan petani sendiri, kan artinya bisa jadi 
merugikan petani. Jangan main kavling, maksutnya kan kavling itu 
asal di petakan dan dimasukkan LP2B nah ini tidak boleh. Sampai 
hari ini kita belum final tentang hal itu. Dan data itu harus 
profesional, jadi tidak hanya balongpanggang saja yang banyak 
ditetapkan LP2B misalnya seperti itu, jadi nanti misalkan targetnya 
berapa hektar nah itu dibagi dengan sekabupaten Gresik dengan 
cara professional seperti itu” (Wawancara pada 16 Juli 2021, via 
telepon) 
 
Menganai bagaimana dampak terhadap penetapan LP2B secara 
Top-Down juga diungkapkan oleh Pak Siswadi selaku anggota Gapoktan 
dari Kecamatan Balongpanggang, beliau mengatakan bahwa: 
“Dampak masuk LP2B itu tidak ada jaminan yang jelas itu kan 
gimana ya, ya rugi jelas rugi, kita mau menjual saja susah, dipecah 
pun susah padahal tidak ada pengalihfungsian. Ini yang belum ada 
komitmen bersama kalau pemerintah daerah menetapkan LP2B 









dari bawah harus dijelaskan juga bagaimana dampaknya nanti 
prioritasnya apa seperti itu harusnya. (Wawancara pada 16 Juli 
2021, via telepon) 
 
Memang diketahui bahwa penetapan LP2B yang masih jauh dari 
kata standar membuat banyak petani/ pemilik lahan “kaget” dengan 
aturan dan dampak yang mereka dapatkan akibat lahan mereka 
ditetapkan sebagai LP2B, setelah proses penetapan selesai maka barulah 
diadakan sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan mengenai LP2B, 
terutama jika LP2B tersebut ditetapkan dilahan milik mereka. Sehingga 
hal inilah yang kemudian menimbulkan komplain dari para pemilik 
lahan. 
4.2.1.2 Strategi Kabupaten Gresik dalam Melindungi LP2B  
Anggota Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten 
Gresik tidak hanya menjalankan perannya masing-masing, tetapi juga 
menjalankan strategi yang ditetapkan oleh Kabupaten Gresik 
sebagaimana yang tertuang didalam Perda No.7 Tahun 2015 BAB VI. 
Didalamnya disebutkan bahwa pengendalian LP2B adalah dengan cara: 
a. Insentif  
b. Disinsentif 
c. Mekanisme Perizinan 
d. Proteksi  
e. Penyuluhan  
Insentif yang dimaksud yaitu meliputi: 









b. Pengembangan infrastruktur pertanian; 
c. Hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul 
d. Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; 
e. Fasilitasi prasarana dan sarana produksi pertanian; 
f. Jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian 
pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan 
sistematik; dan/atau 
g. Penghargaan bagi petani berprestasi. 
Menurut Perda No.8 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten 
Gresik, Insentif ialah: 
“Pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap 
kegiatan seiring dengan penataan ruang.” 
 
Jadi dapat disimpulkan bahwa insentif ialah sebuah sesuatu yang 
diberikan daerah kepada penerima (sesuai peraturan) yang bertujuan 
untuk merangsang kegiatan yang berhubungan dengan penataan ruang, 
sehingga penerima akan merasa diberi kemudahan atau manfaat dari 
adanya kegiatan yang ia lakukan. 
Adanya pemberian insentif kepada pemilik lahan, petani 
penggarap, dan/atau kelompok tani juga didukung oleh pernyataan dari 
Bapak Rohman selaku  Kepala Seksi Perencanaan dan Pengaturan Tata 
Ruang  pada Dinas PUTR  bahwa: 









yang diberikan, seperti keringanan pajak, akan dibangun fasilitas-
fasilitas infrastrukturnya, ada juga subsidi bantuan dari 
pemerintah, kemudian ada penghargaan juga.” (Wawancara pada 
5 Juni 2021, di Kantor Dinas PUTR Kabupaten Gresik) 
 
Begitupun dengan Ibu Silky selaku staff  Subbidang 
Pengembangan Wilayah di Bappeda yang membenarkan dan 
memperkuat bahwa adanya hibah bagi petani atau pemilik lahan sebagai 
bentuk insentif yang diberikan oleh daerah, beliau mengatakan bahwa: 
“Jadi di Perda No.7 itu kita sampaikan bahwa lahan yang 
dijadikan sebagai LP2B itu harus mendapat insentif dari daerah, 
contohnya adalah ketika kita Bappeda menganggarkan untuk 
hibah petani, mereka harus diarahkan pada daerah-daerah yang 
ditetapkan sebagai LP2B, pasti hibah itu berupa alat pertanian, 
uang pupuk, bibit, dansebagainya itu pasti ada setiap tahun secara 
reguler.” (Wawancara pada 7 Juni 2021, di Kantor Bappeda 
Kabupaten Gresik) 
 
Pernyataan Ibu Silky menjelaskan bahwa insentif diberikan secara 
regular disetiap tahunnya yang berupa pemberian  alat-alat pertanian, 
pupuk, juga bibit unggul bagi para petani. Pernyataan dari Bapak 
Rohman selaku  Kepala Seksi Perencanaan dan Pengaturan Tata Ruang  
pada Dinas PUTR  dan Ibu Silky selaku staff  Subbidang Pengembangan 
Wilayah di Bappeda juga dibenarkan oleh Bapak Khozin selaku Kepala 
Seksi Pengelolaan Lahan pada Dinas Pertanian, yang mana beliau 
mengatakan bahwa: 
“Ada insentifnya dan ini kita arahkan ke LP2B, kalau bukan LP2B 
ya ngga akan kita rekomendasi, karena itu usulan APBN. Nah 
untuk yang APBD memang ada kebijakan meski bukan LP2B tapi 
kalau lahan sawah tetap di rekom dengan syarat membuat 
pernyataan kalau tidak dialihfungsikan.” (Wawancara pada 18 Juni 









Pemberian hibah kepada petani pun tidak semata-mata langsung 
diberikan, tetapi terdapat alur pemberian hibah melalui sistem Bottom-
Up agar daerah tidak salah sasaran. Demikian penjelasan alur yang 
diutarakan oleh Ibu Silky selaku staff  Subbidang Pengembangan 
Wilayah di Bappeda: 
“Jadi alurnya hibah kan dari desa mengusulkan proposal yang 
dikirim dari volunteer dewan kalau memang lewat jalur 
musrenbang yang ditingkat desa dibawa ke Bappeda, kira-kira 
mana Gapoktan yang harus diberikan insentif tadi. Nah salah satu 
syarat yang harus dipenuhi adalah surat keterangan bahwa dia 
ditetapkan sebagai LP2B, kalau itu ada otomatis akan kita notice 
bahwasannya alat pertanian ini diserahkan pada orang yang benar 
tempat yang benar, karena kan dia adalah Gapoktan dan berada di 
lokasi LP2B.” (Wawancara pada 7 Juni 2021, di Kantor Bappeda 
Kabupaten Gresik) 
 
Tidak hanya  bantuan berupa bibit dan pupuk saja, tetapi terdapat 
juga insentif fasilitas dan sarana prasarana bagi petani berupa irigasi, 
sehingga lahan yang kurang subur tetap dapat mendapatkan pengairan 
yang cukup. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Bapak Khozin 
selaku Kepala Seksi Pengelolaan Lahan pada Dinas Pertanian bahwa: 
“Mengenai insentif itu kan sebenarnya sudah ada Perda nya, tetapi 
untuk PerBup pelaksanaannya kan belum ada, jadi yang kita 
prioritaskan adalah lahan-lahan yang memang LP2B, misalnya 
terutama untuk infrastruktur, jaringan irigasi, dan sebagainya itu 
diprioritaskan untuk lahan-lahan atau wilayah yang masuk LP2B.” 
(Wawancara pada 18 Juni 2021, di Kantor Dinas Pertanian 
Kabupaten Gresik) 
 
Namun pernyataan mengenai adanya insentif berupa pupuk dan 
irigasi ini kurang didukung oleh Pak Siswadi selaku anggota Gapoktan 









“Setau saya ya ini setau saya belum ada kalau irigasi, kalau kita 
konfirmasi tentang masalah alat pertanian itu memang ada prioritas 
ke LP2B sekitar 60-70% selebihnya diluar LP2B, untuk yang lain 
belum ada insentif apa apa. Pupuk pun masih standart, malah jauh 
dari cukup ini masih kurang, standart maksutnya ya tidak ada 
prioritas, jadi kalau petani biasa mendapat 2kg petani LP2B juga 
mendapat 2kg, jadi belum di prioritaskan untuk LP2B pupuknya. 
Bahkan pemerintah pusat dalam hal ini kan mampu untuk 
memsubsidi hanya kurang dari 50% lo, seperti halnya Jet A dan 
SP36 tidak ada, untuk Ponstan nya kurang malah 47%, kalau Urea 
nya itu agak maksimal 90%, masih belum lah kalau pupuk.” 
(Wawancara pada 16 Juli 2021, via telepon) 
Bantuan alat pertanian, bibit, pupuk, dan fasilitas jaringan irigasi, 
yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini memang belum 
memenuhi standart, yang mana lahan petani LP2B masih banyak yang 
tidak diprioritaskan untuk pemberian pupuk, bahkan untuk fasilitas 
irigasi masih belum diperoleh oleh sebagian pemilik lahan, tetapi untuk 
alat pertanian diakui oleh Pak Siswadi bahwa sudah ada prioritas bagi 
lahan LP2B. 
 Terlepas dari kurangnya optimalisasi pemberian insentif berupa 
pupuk dan iriigasi. Petani juga mendapatkan insentif berupa keringanan 
pajak,  hal ini diungkapkan oleh Bapak Khozin selaku Kepala Seksi 
Pengelolaan Lahan pada Dinas Pertanian, beliau berkata bahwa: 
“Kalau kita sosialisasi biasanya kita selalu menekankan apa saja 
keuntungan yang didapat kalau lahannya ditetapkan LP2B, ada 
keringanan pajak, bantuan infrastruktu, dan sebagainya.” 
(Wawancara pada 18 Juni 2021, di Kantor Dinas Pertanian 
Kabupaten Gresik) 
 
Dengan adanya berbagai insentif dan kemudahan yang diberikan 









terbebani dengan status lahannya sebagai lahan yang dilindungi, dan 
justru dapat memanfaatkan berbagai keuntungan yang didapatkan 
sebagai upaya peningkatan hasil produksi. Selain adanya insentif juga 
terdapat disinsentif. Menurut Perda No.8 Tahun 2011 Tentang RTRW 
Kabupaten Gresik, disinsentif ialah: 
“Pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau 
mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan penataan ruang.” 
Disinsentif yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 
Gresik sebagai upaya penghambat alih fungsi LP2B, diatur didalam 
Perda No.8 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Gresik pada Pasal 
67 Ayat 5 Huruf (a) dan (b), tertulis bahwa: 
a. area lahan sawah beririgasi harus dipertahankan agar tidak 
berubah fungsi menjadi peruntukan yang lain;   
b. jika areal tersebut terpaksa harus berubah fungsi maka harus 
disediakan lahan areal baru yang menggantikannya dengan 
ditambah biaya investasi pembangunan prasarana irigasi di 
lokasi tersebut;  
Penggantian luasan LP2B yang dialihfungsikan sebagaimana yang 
disebutkan dalam Ayat 5 huruf (b), terjawab pada Ayat 6 Huruf (a) dan 
(b), tertulis bahwa: 
a. apabila yang dialihfungsikan adalah lahan beririgasi (sawah 
beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi 
sederhana, sawah pedesaan) maka penggantiannya paling 
sedikit sebanyak 3 (tiga) kali luas lahan; dan  
b. apabila yang dialihfungsikan adalah lahan tidak beririgasi 
(lahan kering) maka penggantiannya paling sedikit adalah 1 
(satu) kali luas lahan.  
Penjelasan serupa mengenai disinsentif juga diungkapkan oleh Ibu 









sekaligus menjadi penguat apa yang tertulis didalam Perda No 8 Tahun 
2011, beliau mengatakan bahwa: 
“Disinsentif nya juga ada, jadi kalau pemohon yang mau mengubah 
LP2B dia harus mengganti 3x lipat dari luas lahan dan dilokasi lain, 
jadi harus ada jarak minimal dari lahan yang diambil. Tapi kalau 
dijadikan rumah tidak apa-apa kan cuman satu petak dua petak 
(benar-benar untuk rumah tinggal dan bukan kegiatan usaha), 
ketika dia ngomong 1000 atau 5000 itu yang jadi masalah, tapi 
kalau tanahnya cuman 1 bidang sawah untuk jadi rumah itu tidak 
apa apa, mau gimana lagi wong dia cuma punya tanah itu.” 
(Wawancara pada 7 Juni 2021, di Kantor Bappeda Kabupaten 
Gresik) 
Berdasarkan peraturan dan ungkapan Ibu Silky diatas diketahui 
bahwa lahan yang ditetapkan sebagai LP2B boleh dialihfungsikan oleh 
si pemilik lahan asalkan hanya menjadi tempat tinggal dan bukan untuk 
kegiatan usaha baik perdangangan ataupun jasa.  Begitupula dengan 
disinsentif yang ditetapkan jika seseorang ingin mengalihfungiskan 
LP2B maka ia harus menggantinya  sebesar 3x lipat dari luasan lahan 
(sawah irigasi) atau sebesar 1x lipat dari luasan (lahan kering) yang 
diambil serta berada dilokasi yang berjarak dengan lahan yang diminta. 
Strategi ini sebagai usaha agar  pemilik lahan, developer atau pengusaha 
tidak berani untuk mengambil lahan LP2B karena harus memberikan 
ganti yang sangat besar kepada pihak pemerintah daerah. 
Selanjutnya setelah adanya insentif dan disinsentif yang 
ditetapkan, terdapat pula proteksi terhadap lahan yang berstatus LP2B, 
proteksi yang dibuat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal 









berbasis online dengan menggunakan website yang dinamakan OSS 
(Online Single Submission). Website tersebut digunakan oleh lembaga 
perizinan di seluruh daerah termasuk Kabupaten Gresik untuk 
mendaftarkan perizinan bagi pemohon yang ingin mengalihfungsikan 
lahan, yang didalamnya sudah terdapat basis data mengenai lahan 
disetiap daerah, sehingga jika lahan yang diminta tersebut masuk 
kedalam LP2B maka permohonan akan ditolak secara otomatis oleh 
sistem. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Rizal selaku Kepala 
Seksi Perizinan Tata Ruang pada Dinas PTSP  selaku Kepala Seksi 
Perizinan Tata Ruang pada Dinas PM PTSP Kabupaten Gresik, beliau 
mengatakan bahwa: 
“Kalau kemarin manual pakai rapat, kalau sekarang by system, 
sekarang ada OSS (Online Single Submission) yang sudah 
dimasukkan data mengenai LP2B ini, nah nanti ketika ada pelaku 
pelaku usaha yang akan mengajukan rencana membangun industri 
maupun perusahaan dan kebetulan titik koordinatnya masuk di 
LP2B maka secara sistem akan menolak, jadi tidak ada tawar 
menawar.” (Wawancara pada 4 Juni 2021, di Kantor Dinas PTSP 
Kabupaten Gresik) 
 
Dari pernyataan Pak Rizal maka dapat diketahui bahwa Dinas 
PTSP Kabupaten Gresik telah menggunakan website OSS pada 
pelayanan perizinannya, sehingga memudahkan para pemohon untuk 
langsung menginput permohonan yang diajukan di website tersebut. 
Namun tidak berarti bahwa Dinas PTSP tidak perlu merapatkan 









pengajuan izin saja, sehingga untuk keputusan persetujuan atau 
penolakan akan tetap didiskusikan lebih lanjut.  
 
Gambar 4. 5 Tampilan Main Menu OSS (Online Single 
Submission) 
Sumber : Data Sekunder Penulis, 2021 
 
Penetapan LP2B yang secara Top-Down telah membuat banyak 
masyarakat khususnya para pemilik lahan geram,  sebab seperti yang 
sudah disebutkan diatas bahwa sebagian besar dari mereka tidak 
dilibatkan dalam proses penetapannya sehingga adanya keberatan atau 
penolakan tidak dapat disalurkan secara langsung.  Dengan itu 
pemerintah daerah harus mensosialisasikan mengenai LP2B kepada para 
pemilik lahan sebagai salah satu strategi yang dilakukan, hal ini berkaitan 
dengan  peran dari Dinas Pertanian yang telah dipaparkan sebelumnya, 
bahwa Dinas Pertanian sebagai pihak yang berhubungan langsung 
dilapangan dengan para pemilik lahan. Bapak Khozin selaku Kepala 










“Jadi mungkin peran atau strategi kita ya sebagai penyalur insentif 
dan sosialisasi, tapi ya sosialisasinya bertahap gabisa langsung. 
Dulu tahun 2017-2018 kita undang di balai desa, petani, pemilik 
lahan, untuk sosialisasi. Cuma strategi itu kita hentikan dulu karena 
salah satunya keterbatasan dana. Jadi kita fungsikan penyuluh-
penyuluh yang ada di lapangan itu untuk mensosisialisasikan LP2B 
kepada masyarakat, dan memang namanya sosialisasi itu gak bisa 
langsung, jadi bertahap” (Wawancara pada 18 Juni 2021, di Kantor 
Dinas Pertanian Kabupaten Gresik) 
 
Dari pernyataan Pak Khozin dapat diketahui bahwa sosialisasi 
yang dilakukan oleh Dinas Pertanian  adalah dengan menyelenggarakan 
secara langsung di Balai Desa yang kemudian mengundang para petani 
dan pemilik lahan.  Namun karena keterbatasan dana shingga saat ini 
sosialisasi dihentikan, dan lebih memfungsikan penyuluh dilapangan. 
Bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah dengan memberi tahu apa saja 
insentif dan manfaat yang didapatkan jika lahannya berstatus LP2B. 
Pernyataan Pak Khozin ini dibenarkan oleh Pak Siswadi selaku 
anggota Gapoktan dari Kecamatan Balongpanggang, beliau mengatakan 
bahwa: 
“Benar memang sempat sosialisasi, tetapi hal itu setelah penetapan 
LP2B dan bukan pada saat penetapannya, jadi ya balik lagi petani 
tidak tau menau pada awalnya” (Wawancara pada 16 Juli 2021, via 
telepon) 
 
Namun bukan hanya Dinas Pertanian yang melakukan sosialisasi 
mengenai LP2B, tetapi Dinas PU juga melakukan hal yang sama namun 










“Kita juga masang peta peta RTRW di masing-masing kecamatan 
agar mereka tau mana mana saja yang dilindungi.” (Wawancara 
pada 5 Juni 2021, di Kantor Dinas PUTR Kabupaten Gresik) 
 
Jika Dinas Pertanian mensosialisasikan LP2B secara langsung 
kepada pemilik lahan dan petani, maka Dinas PU melakukan sosialisasi 
dengan memasang peta RTRW di masing-masing kecamatan mengenai 
lahan atau lokasi mana yang dilindungi dan tidak boleh dialihfungsikan, 
meskipun belum juga secara merata namun usaha sosialisasi semacam 
ini tetap perlu dilakukan sehingga meski bukan sebagai pemilik lahan 
masyarakat secara umum pun bisa mengetahui bagaimana tata ruang 
wilayah didaerah mereka.  
4.2.2 Budaya Organisasi pada Badan Koordinasi Penataan Ruang 
Daerah (BKPRD) Kabupaten Gresik 
Budaya organisasi adalah norma dan nilai yang dianut bersama, 
dimana ia akan menjadi dasar seorang individu dalam bertindak di 
lingkup organisasinya. Semakin banyak anggota yang menganut nilai-
nilai organisasi dan terikat padanya, maka budaya organisasi itu akan 
terbentuk lebih kuat. 
Sesuai yang disebutkan didalam Surat Keputusan Bupati No 
050/200/HK/437.12/2018 yang berbunyi 
“bahwa berdasatkan ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 22 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 Tentang 
Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dalam rangka 
melaksanakan koordinasi penataan ruang dibentuk Badan 
Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang bersifat ad hoc.” 
 









organisasi yang sengaja dibentuk dalam rangka menjalankan atau 
melaksanakan program khusus, maka dapat disimpulkan bahwa 
BKPRD Kabupaten Gresik memang dibentuk dengan tujuan tertentu 
saja yakni mengkoordinasi penataan ruang sesuai dengan RTRW yang 
berlaku. 
Nilai budaya yang terdapat BKPRD Kabupaten Gresik adalah 
budaya kerjasama. Kerjasama yang dibangun dan dimiliki oleh antar 
anggota membuat BKPRD Kabupaten Gresik ini tidak hanya sebuah 
badan yang dibentuk secara susunan strukturisasi saja, tetapi benar 
melakukan kerjasama untuk menjalankan misi dan tujuan yang sama. 
Hubungan kerjasama yang terjalin antar OPD tercermin dengan 
adanya peran masing-masing anggota yang terkait dalam menangani 
tata ruang, dimana khususnya dalam hal pengendalian Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan OPD yang menangani adalah Bappeda, Dinas 
PTSP, Dinas PUTR, dan Dinas Pertanian. Tidak hanya itu, kerjasama 
juga terjalin dengan adanya forum pertemuan yang diadakan pada saat 
terdapat permohonan izin dari masyarakat dan jika terdapat 
permasalahan  yang harus di selesaikan dengan forum. Hal ini 
disampaikan oleh Ibu Silky selaku staff  Subbidang Pengembangan 
Wilayah di Bappeda, beliau menyampaikan bahwa: 
“Rapatnya itu setiap ada permohonan tadi. Beda kalau ada masalah 
ya, jadi kalau ada permohonan yang merapatkan biasanya PTSP 
dulu sebagai bagian dari Pokja, PTSP mengundang Bappeda, PU, 
dan yang lain, tapi kalau izinnya sudah keluar dari PTSP, kemudian 









BKPRD.” (Wawancara pada 7 Juni 2021, di Kantor Bappeda 
Kabupaten Gresik) 
 
Pernyataan  serupa juga diungkapkan oleh Bapak Khozin selaku 
Kepala Seksi Pengelolaan Lahan pada Dinas Pertanian, beliau 
mengungkapkan bahwa: 
“Kalau ada pemohon itu kita rapat. Kalau masuk LP2B kita mesti 
tolak, jadi tidak akan disetujui kalau untuk perumahan, industri, 
dan sebagainya, yang boleh ya untuk kepentingan umum/ PSN, 
contoh tol deket ini kan motong LP2B ini, tapi ya boleh karena 
untuk kepentingan umum.” (Wawancara pada 18 Juni 2021, di 
Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Gresik) 
 
Dari kedua pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
hubungan kerjasama memang benar adanya, melalui rapat yang 
diselenggarakan baik dalam lingkup Pokja ataupun lingkup yang lebih 
tinggi yakni BKPRD, hasil keputusan dari forum rapat ini nantinya akan 
dijadikan sebagai acuan penentuan perizinan. 
Sebenarnya hubungan kerjasama tidak hanya dilakukan oleh OPD 
yang telah disebutkan diatas saja, tetapi BKPRD juga bekerjasama 
dengan pemerintah desa, seperti yang disebutkan dalam  Perda No.7 
Tahun 2015 Bab Pengendalian Pasal 15 Ayat 1 yang berbunyi: 
“Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan 
Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara 
terkoordinasi antara Pemerintah Daerah  dan Pemerintah Desa.” 
 
Bentuk peran  pemerintah desa dalam hal pengendalian LP2B 
dipaparkan oleh Ibu Silky selaku staff  Subbidang Pengembangan 
Wilayah di Bappeda, beliau mengatakan bahwa: 









lahan LP2B, jadi kalau misalkan akan mengajukan rekom hibah 
itu mereka uda punya mana saja yang memungkinkan terus 
dikasih insentif secara regular, kan hibah itu setiap tahun asalkan 
gapoktan disana aktif dan punya laporan pertanggungjawaban 
yang jelas, dan memang produksinya tinggi.” (Wawancara pada 7 
Juni 2021, di Kantor Bappeda Kabupaten Gresik) 
 
Salah satu peran pemerintah desa diketahui sebagai penyedia data 
pemilik lahan, khususnya jika terdapat lahan yang ditetapkan sebagai 
LP2B. Pernyataan ini didukung oleh pernyataan yang diungkapkan oleh 
Pak Siswadi selaku anggota Gapoktan dari Kecamatan 
Balongpanggang, beliau mengatakan bahwa: 
“Nah ini didesa-desa ini dikirimi peta. kepala desa disuruh 
menggaris mana yang  dimasukkan lahan hijau, mana lahan 
kuning, dan sebagainya. Mana yang ditetapkan LP2B seperti itu.” 
(Wawancara pada 16 Juli 2021, via telepon)  
 
Selain itu terdapat peran lain dari pemerintah desa seperti yang 
diungkapkan oleh Bapak Rohman selaku  Kepala Seksi Perencanaan 
dan Pengaturan Tata Ruang  pada Dinas PUTR , beliau mengatakan 
bahwa: 
“Peran desa disini biasanya memberi masukan jika ada 
pelanggaran di lapangan, karena kita ada grub WA, yang dibuat 
oleh Kasi Trantib (Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban) 
wilayah Kecamatan, khusus untuk itu. Tetapi itu untuk instansi 
pemerintah saja di grub itu, jika masyarakat biasa bisa di 
Lapor.go.id.” (Wawancara pada 5 Juni 2021, di Kantor Dinas 
PUTR Kabupaten Gresik) 
 
Dari pernyataan Bapak Rohman selaku  Kepala Seksi Perencanaan 
dan Pengaturan Tata Ruang  pada Dinas PUTR  diketahui bahwa terdapat 
Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Dinas PU, yang salah satu 









sebuah grub  aplikasi pesan yaitu Whatsapp untuk memudahkan para 
pejabat desa dalam melaporkan pelanggaran tata ruang yang terjadi 
didaerahnya, dimana dalam lingkup ini adalah wilayah kecamatan.  
Bukan hanya para pejabat desa saja namun masyarakat umum pun 
dapat melaporkan tindak pelanggaran apapun yang mereka ketahui lewat 
situs resmi yang telah disediakan yakni Lapor.go.id. Sebenarnya tidak 
hanya mengenai tata ruang saja namun dapat melaporkan tindak 
pelanggaran apapun, karena situs resmi yang khusus untuk ketataruangan 
saat ini sedang dinonaktifkan, sehingga segala laporan dari masyarakat 
dapat diajukan melalui Lapor.go.id. Kedua upaya ini dilakukan untuk 
memudahkan para pejabat maupun masyarakat sipil untuk turut serta 
berkontribusi menjaga ketataruangan yang sudah ditetapkan oleh 
pemerintah daerah didalam Perda No.8 Tahun 2011 Tentang RTRW 
Kabupaten Gresik.  
 
Gambar 4. 6 Tampilan Laman Awal Aplikasi Go.PUTAR 











Gambar 4. 7 Tampilan Awal Laman Lapor.go.id Kabupaten 
Gresik 
Sumber: Data Sekunder Penulis, 2021 
 
Pada bulan Januari 2021 silam, Direktorat Jenderal Tata Ruang 
melalui Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I 
mengadakan rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali 
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kota di wilayah 
Sumatera, Jawa dan Bali Tahun Anggaran 2021 dengan melaksanakan 
Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan secara daring. Tujuan 
diadakan kegiatan ini ialah untuk memberikan sosialisasi awal kepada 
Pemerintah Provinsi dan Kota terkait prinsip baru penyelenggaraan 
penataan ruang di daerah sekaligus memetakan progres revisi Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kota di wilayah Sumatera, 
Jawa dan Bali. 
Perintah untuk merevisi Perda RTRW tersebut tentu juga sedang 
dilaksanakan oleh Tim BKPRD Kabupaten Gresik, dimana saat ini tim 









eksisting sesuai dengan aturan yang ditetapkan.  Hal ini sesuai dengan 
apa yang diungkapkan oleh Ibu Silky selaku staff  Subbidang 
Pengembangan Wilayah di Bappeda, bahwa: 
“Makanya kita ada revisi RTRW sebagai jawaban atas perubahan-
perubahan ini, RTRW ya bukan Perda LP2B, karena nantinya 
Perda LP2B akan menjadi satu digabung sama RTRW nanti 
muatan didalamnya akan direvisi terhadap Perda 7 ini, bisa jadi 
daerah-daerah perkotaan yang awalnya ada LP2B dan sekarang 
sudah industrialisasi, perdagangan jasa yang tumbuh, jadi kota itu 
akan berubah dari kota agraris menuju industrialis, otomatis itu 
akan membuat alih fungsi lahan terutama daerah-daerah yang dekat 
dengan perkotaan, misalnya dengan adanya tol ini kan otomatis 
motong lahan.” (Wawancara pada 7 Juni 2021, di Kantor Bappeda 
Kabupaten Gresik) 
Pernyataan Ibu Silky didukung oleh pernyataan yang diungkapkan 
oleh Bapak Rizal selaku Kepala Seksi Perizinan Tata Ruang pada Dinas 
PTSP , beliau mengatakan bahwa: 
“Jadi nanti LP2B akan dijadikan 1 dengan RTRW, saat ini pisah 
tetapi masih tahap revisi dan akan dijadikan 1 dengan RTRW.” 
(Wawancara pada 4 Juni 2021, di Kantor Dinas PTSP Kabupaten 
Gresik) 
Dari kedua pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Tim BKPRD 
Kabupaten Gresik sedang merevisi kembali pola tata ruang yang ada, 
yang nantinya Perda LP2B yakni Perda No.7 Tahun 2015 akan dijadikan 
satu dengan Perda No.8 Tahun 2011 yakni tentang RTRW. Diketahui 
pula bahwa nantinya muatan LP2B akan dimasukkan kedalam Perda 
RTRW . Pernyataan lanjutan dari Ibu Silky selaku staff  Subbidang 
Pengembangan Wilayah di Bappeda  mengenai arah perubahan Rencana 









“ Ini masih tahap revisi RTRW, jadi merujuk pada Permen ATR 
No 1 Tahun 2018, bahwa seluruh peta-peta yaitu peta tematik. Nah 
di Permen 1 itu seluruh peta tematik itu harus jadi 1, jadi ada peta 
tematik rencana pola ruang ,struktur ruang,  tematik khusus itu 
contohnya gitu. Ada yang misalnya jaringan jalan seluruh 
kabupaten, dll itu namanya tematik. Nah itu sekarang harus ada 
baik itu eksisting dan rencana, eksisting adalah apa yang ada saat 
ini dan rencana adalah apa yang diprediksikan kedepan.” 
(Wawancara pada 7 Juni 2021, di Kantor Bappeda Kabupaten 
Gresik) 
 
Mengenai kapan terselesaikannya RTRW yang baru, Ibu Silky 
selaku staff  Subbidang Pengembangan Wilayah di Bappeda 
memaparkan bahwa: 
“Waduh kalau kapan terselesaikannya belum tau, soalnya ini masih 
tahap revisi, apalagi prosesnya panjang dari pusat ada aturan ini 
harus begini terus kondisinya ternyata begini, ada yang ngga sesuai 
diterapkan di daerah kita, begitu, jadi kompleks banget kalau udah 
bilang masalah ketataruangan, memakan waktu yang tidak 
sebentar.” (Wawancara pada 7 Juni 2021, di Kantor Bappeda 
Kabupaten Gresik) 
 
Pernyataan Ibu Silky diatas diperkuat oleh pernyataan dari Bapak 
Khozin selaku Kepala Seksi Pengelolaan Lahan pada Dinas Pertanian, 
beliau mengatakan bahwa: 
“Gaktau  untuk kapannya, ini terkendala pandemic juga, virtual 
juga kan menghambat. Perda itu gakbisa 1 bulan 2 bulan selesai 
karena tahapnya banyak. Nanti juga akan menggabungkan peta, 
karena ga hanya pertanian aja, ada pemukiman, industri, perikanan, 
semua jadi 1 klop baru. Lama memang kalau Perda.” (Wawancara 
pada 28 Juni 2021, di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Gresik) 
 
Proses penyelesaian Revisi RTRW memang tidak cukup hanya 
beberapa bulan saja, karena berbagai aturan dan tekanan dari pusat 
sehingga banyak yang harus diakomodir oleh daerah dengan tetap 









satu tahap yang memerlukan lebih banyak waktu. Sehingga untuk 
meresmikan RTRW yang baru Tim BKPRD belum dapat memastikan 
secara tepat.  
4.2.3 Kepemimpinan pada Badan Koordinasi Penataan Ruang 
Daerah (BKPRD) Kabupaten Gresik 
Dalam sebuah organisasi tentunya diperlukan seorang pemimpin 
untuk mengatur jalannya organisasi serta mengarahkan bagaimana 
organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik.  Begitupun gaya 
kepemimpinan yang diterapkan dalam memimpin sebuah organisasi akan 
berpengaruh terhadap strategi yang sedang dijalankan. 
Pada strukturisasi BKPRD Kabupaten Gresik tergambar jelas 
bahwa pemimpin dari BKPRD ini adalah Bupati sebagai 
penanggungjawab I, serta diketuai oleh Sekretaris Daerah sebagai Ketua. 
Sesuai yang tertuang dalam Perda No.7 diketahui bahwa Gapoktan yang 
telah menerima hibah insentif harus memberikan laporan kepada 
pimpinan yakni Bupati melalui dinas, Perda No.7 Tahun 2015 tentang 
LP2B,Pasal 31 Ayat (1), (2), dan (3) yaitu: 
1. Pemerintahan Desa/Kelurahan berkewajiban menyampaikan 
laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf 
a kepada Dinas paling sedikit satu kali dalam satu Tahun. 
2. Dinas berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a kepada Bupati 
paling sedikit satu kali dalam satu Tahun. 
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 










Sesuai dengan aturan didalam Perda yang berlaku, hal tersebut juga 
dipaparkan oleh Ibu Silky selaku staff  Subbidang Pengembangan 
Wilayah di Bappeda, beliau mengatakan bahwa: 
“kan hibah itu ada setiap tahun asalkan Gapoktan disana aktif dan 
punya laporan pertanggungjawaban kepada Pemda yang jelas.” 
(Wawancara pada 7 Juni 2021, di Kantor Bappeda Kabupaten 
Gresik) 
 
Dalam penjelasan Ibu Silky diketahui bahwa laporan tersebut 
dibuat oleh Gapoktan yang telah menerima hibah dari Pemerintah Daerah 
yaitu Bupati, sehingga pemerintah daerah mempunyai bukti konkrit 
bahwa hibah tersebut disalurkan kepada petani yang aktif dan berperan 
dalam menjaga ketahanan pangan daerah. 
Ketika Forum BKPRD diadakan, Bupati selaku penanggungjawab 
I, Wakil Bupati selaku penanggungjawab II, maupun Sekretaris Daerah 
selaku Ketua BKPRD jarang sekali turut menghadiri pertemuan tersebut, 
dikarenakan terbentur dengan kesibukan sehingga Forum BKPRD lebih 
sering dihadiri oleh para Kepala Dinas yang tergabung dalam anggota 
serta dipimpin oleh Kepala Bappeda sebagai Sekretaris BKPRD. Hal ini 
diungkapkan oleh Ibu Silky selaku Staff  Subbidang Pengembangan 
Wilayah di Bappeda, beliau mengatakan bahwa: 
“Kalau Pak Bupati sama Pak Sekda jarang sih ikut rapat, karena 
kan beliau sibuk banyak yang diurusin, ya paling biasanya sama 
Kepala Bappeda.” (Wawancara pada 7 Juni 2021, di Kantor 










Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Khozin selaku 
Kepala Seksi Pengelolaan Lahan pada Dinas Pertanian, beliau 
mengatakan bahwa: 
“yah tiap kali rapat ga mesti hadir, lebih sering engga nya, karena 
kan beliau sibuk banyak urusan. Tapi biasanya minimal ada Pak 
Kepala Bappeda.” (Wawancara pada 28 Juni 2021, di Kantor Dinas 
Pertanian Kabupaten Gresik) 
 
Pada saat Forum BKPRD diselenggarakan, seluruh anggota rapat 
diperbolehkan untuk berpendapat. Hal ini disampaikan oleh Bapak 
Khozin selaku Kepala Seksi Pengelolaan Lahan pada Dinas Pertanian, 
beliau mengatakan bahwa: 
“Semua diberi kesempatan untuk ngomong pendapatnya di forum, 
jadi bebas mau berpendapat apa. Dan Bappeda juga sangat berhati-
hati dalam mengijinkan suatu perusahaan berdiri. Jadi semu harus 
setuju, kalau ada salah satu yang engga setuju ya kayanya nggabisa. 
Kalau misalnya ada beda pendapat 1 orang aja, biasanya itu 
keputusan akhir di mereka, misalnya ada opsi diijinkan dengan 
bersyarat, atau diijinkan secara terbatas, pokoknya harus sesuai 
RTRW. Jadi pada dasarnya semua diberi kesempatan 
berpendapat.” (Wawancara pada 28 Juni 2021, di Kantor Dinas 
Pertanian Kabupaten Gresik) 
Dari pernyataan Pak Khozin diketahui bahwa dalam Forum 
BKPRD, semua anggota diberi kesempatan untuk mengutarakan 
pendapatnya. Dalam tahap akhir penentuan, akan diberi kesempatan pula 
untuk memberi suara setuju atau tidaknya pada topik yang sedang 
dibahas. Namun jika terdapat 1 perbedaan pendapat, maka keputusan 
akhir tetap berada di pimpinan dengan menggunakan 2 cara yaitu 









bangunan tersebut nanti sudah didirikan maka akan terdapat konsekuensi 
dan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh si pemohon.  
4.3 Analisis dan Interpretasi 
 
4.3.1 Struktur Organisasi pada Badan Koordinasi Penataan Ruang 
Daerah (BKPRD) Kabupaten Gresik 
Struktur organisasi adalah diagram berupa rantai yang 
menghubungkan antara peran, tanggung jawab, rentang kendali, posisi, 
dan hubungan lain dari semua tingkatan yang ada. Peran tersebut yang 
dijalankan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Didalam 
Perda No.7 Tahun 2015 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
disebutkan bahwa pengendalian LP2B dan LCP2B dilakukan secara 
terkoordinasi antara Pemerintah Daerah   dan Pemerintah Desa, 
koordinasi yang dimaksud adalah dilakukan oleh Bupati melalui 
BKPRD. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sendiri 
adalah badan yang sengaja dibentuk dalam rangka melaksanakan 
koordinasi penataan ruang di daerah, merupakan gabungan dari berbagai 
OPD (Organisasi Perangkat Derah). 
Susunan BKPRD  terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati sebagai 
Penanggung Jawab I dan II, Sekretaris Daerah sebagai Ketua, Kepala 
Bappeda sebagai Sekretaris, serta anggotanya meliputi   Kepala Dinas 
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik, Kepala Dinas 









Gresik, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik, 
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan 
Perdangangan Kabupaten Gresik, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten 
Gresik, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Gresik, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Gresik, Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik, Kepala Dinas 
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, Kepala Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik, Kepala Satuan 
Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik, Kepala Bagian Hukum 
Kabupaten Gresik, Kepala Kantor BPN Kabupaten Gresik, Kepala 
Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota ITS Surabaya, Ketua 
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya Malang, 
dan Ketua IAP Jawa Timur.  
BKPRD dibagi menjadi 2 pokja (kelompok kerja) yaitu Pokja 
Perencanaan Tata Ruang dan Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang, 
kedudukan Pokja ialah dibawah BKPRD, sehingga jika terdapat suatu 
hal yang perlu dikoordinasikan melalui rapat maka akan 
diselenggarakan dilingkup Pokja terlebih dahulu, dan jika masalah tidak 
dapat terselesaikan maka akan diangkat dalam forum yang lebih tinggi 
yaitu Forum BKPRD. 
Dari susunan keanggotaan BKPRD ini jelas terlihat bahwa 
terdapat lintas fungsi antar OPD yang dibentuk untuk mencapai tujuan 









Tata Ruang Daerah (RTRW) yang berlaku. OPD yang berperan penting 
dalam pengendalian LP2B di Kabupaten Gresik ialah Bappeda, Dinas 
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR),  Dinas Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu  (PTSP), serta juga tidak lepas dari OPD teknis yaitu Dinas 
Pertanian. 
Peran Bappeda adalah sebagai  penyusun, sebagaimana produk 
yang telah dibuat oleh Bappeda adalah Perda No.7 Tahun 2015 
mengenai LP2B dengan mensinkronisasikan terhadap RTRW 
Kabupaten Gresik. Selajutnya peran Dinas PUTR  salah satunya adalah 
untuk memonitoring pemanfaatan ruang di lapangan sesuai dengan 
peruntukkannya di Perda RTRW. Peran Dinas PTSP pun tidak kalah 
penting, karena ia sebagai lembaga filterisasi izin pengalihfungsian 
lahan, terlebih lagi setelah ditetapkannya Perda No. 7 Tahun 2015, 
Dinas PTSP tidak pernah mengeluarkan izin mengenai alih fungsi lahan 
di tatanan pola ruang khususnya LP2B. Sedangkan Dinas Pertanian 
selaku OPD teknis yang berhubungan langsung dengan para pemilik 
lahan dan petani berperan mengembangkan lahan produktif, penyalur 
insentif yang diberikan oleh daerah melalui anggaran yang sudah 
ditetapkan, serta mensosialisasikan LP2B kepada petani atau pemilik 
lahan. 
Dalam upaya melindungi dan mengendalikan LP2B tidak lepas 
dari perlunya sebuah strategi, strategi yang digunakan oleh Kabupaten 









hal yaitu insentif, disinsentif, mekanisme perijinan, proteksi, dan 
penyuluhan. Kelima hal tersebut yang digunakan oleh BKPRD dalam 
melindungi LP2B Kabupaten Gresik. Pertama. Insentif ialah perangkat 
atau upaya untuk mendorong terwujudnya pemanfaatan ruang yang 
sejalan dengan rencana tata ruang, insentif diberikan kepada petani/ 
pemilik lahan dalam bentuk pupuk, bibit, bantuan alat pertanian, serta 
jaringan irigasi, untuk bibit dan pupuk diberikan kepada semua lahan 
sawah meski bukan LP2B dan dalam takaran yang sama sehingga tidak 
ada prioritas kepada lahan yang masuk didalam LP2B, tetapi untuk alat 
pertanian sudah dinilai petani cukup baik karena terdapat prioritas 
kepada LP2B, namun yang masih belum didapatkan oleh sebagian 
petani/ pemilik lahan ialah jaringan irigasi karena terkendala anggaran 
yang kurang.  
Kedua ialah disinsentif, disinsentif merupakan perangkat atau 
upaya untuk mencegah, membatasi, atau mengurangi kegiatan yang 
tidak sejalan dengan rencana tata ruang, disinsentif terhadap 
pengalihfungsian lahan produktif diatur didalam Perda No.8 Tahun 
2011 tentang RTRW Kabupaten Gresik, yaitu jika seseorang ingin 
mengalihfungsikan lahan sawah produktif maka ia harus menggantinya  
sebesar 3x lipat dari luasan lahan (sawah irigasi) atau sebesar 1x lipat 
dari luasan (lahan kering) yang diambil serta berada dilokasi yang 
berjarak dengan lahan yang diminta. 









sebagai LP2B maka pemilik lahan akan dimudahkan dalam mengurus 
perizinan, bahkan pengurangan atau pembebasan pajak. Keempat 
adalah proteksi, proteksi yang dimaksud adalah proteksi perizinan, 
terdapat situs online resmi yang dibuat oleh Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik) bernama OSS (Online Single Submission), yang mana situs 
tersebut sudah digunakan oleh seluruh dinas perizinan di Indonesia 
termasuk Dinas PTSP Kabupaten Gresik, didalamnya sudah terdapat 
basis data mengenai tata ruang termasuk LP2B diseluruh daerah, 
sehingga jika seseorang mendaftar izin pengalihfungsian lahan dan 
ternyata titik koordinatnya berada di area LP2B maka akan tertolak 
secara otomatis melalui sistem.  
Keempat ialah mekanisme perizinan dalam pemohonan hibah 
akan dipermudah bagi petani/pemilik lahan yang memang lahannya 
ditetapkan sebagai LP2B namun dengan menyertakan bukti bahwa 
lahannya benar-benar sebagai LP2B. Kelima ialah penyuluhan, 
penyuluhan dilakukan oleh Dinas Pertanian dalam bentuk sosialisasi 
kepada masyarakat, petani, dan pemilik lahan mengenai LP2B, meliputi 
manfaat yang diterima oleh pemilik lahan jika lahannya ditetapkan 
sebagai LP2B, serta konsekuensi apa saja yang diterima jika lahan 
tersebut dialihfungsikan, kegiatan sosialisasi telah dilakukan pada tahun 
2017-2018 dengan cara mengundang petani dan pemilik lahan di Balai 









terdapat cara lain yang dilakukan oleh Dinas PUTR, yaitu dengan 
memasang peta RTRW disetiap kecamatan yang terdapat LP2B, 
sehingga tidak hanya pemilik lahan dan petani namun masyarakat 
umum juga dapat mengetahui lokasi mana saja yang dilindungi.  
Menurut Certo dalam mengimplementasikan strategi terdapat 
beberapa tipe struktur organisasi yaitu struktur organisasi sederhana, 
struktur organisasi fungsional, struktur organisasi divisional, dan 
struktur organisasi matrik. Keempat tipe struktur organisasi diatas 
mempunyai bentuk, kelebihan, serta kekurangan masing-masing, 
sehingga setelah menelaah strukturisasi yang ada di BKPRD Kabupaten 
Gresik, maka akan terlihat susunan BKPRD mirip dengan stuktur 
organisasi matriks.  
Penulis mengatakan ”mirip” dan bukan “sama” dikarenakan 
dalam struktur organisasi yang digambarkan oleh Certo menggunakan 
objek organisasi swasta sedangkan BKPRD merupakan organisasi 
publik yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan jika susunan 











Gambar 4. 8 Ringkasan Struktur BKPRD Kabupaten Gresik 
Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Gresik, 2021 
 
Struktur organisasi matriks merupakan struktur organisasi 
gabungan dari struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi 
divisional. Struktur organisasi matriks biasa juga disebut struktur 
organisasi proyek, karena para anggota ditugaskan untuk mengerjakan 
sebuah proyek atau fungsi khusus lain disamping tugas dan fungsi dari 
organisasinya sendiri. Sehingga jika ditelisik lebih jauh maka susunan 
BKPRD juga menerapkan hal demikian, para anggota dibentuk untuk 
menjalankan suatu tujuan tertentu yaitu melaksanakan koordinasi 
penataan ruang nasional dan daerah, yang didalamnya mencakup 
perumusan kebijakan penataan ruang di kabupaten dari segi perencanaan, 
pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah yang serasi, 









Didalam struktur organisasi matriks juga terdapat kelebihan dan 
kekurangan sebagai berikut. 
Kelebihan Kekurangan 
Sesuai untuk beban kerja yang 
naik turun (fluktuatif) 
Dapat terjadi kepentingan ganda 
sehingga membutuhkan koordinasi 
Tujuan proyek lebih jelas Biaya tinggi 
Dapat memungkinkan untuk 
merespon lingkungan secara 
serentak 
Dapat menimbulkan tumpang 
tindih kekuasaan (dualism 
kepemimpinan) 
Komunikasi lebih luas Struktur rumit 




Jika kelebihan dan kekurangan struktur organisasi matriks 
dianalisis dengan menggunakan objek BKPRD Kabupaten Gresik 
secara lebih jauh, maka : 
• Kelebihan :  
Sesuai untuk 
beban kerja yang 
naik turun 
(fluktuatif) 
Hal ini cocok untuk menggambrakan 
BKPRD, karena dalam melindungi dan 
mengendalikan LP2B tidaklah butuh kinerja 
setiap waktu, karena segalanya sudah 
dijelaskan dalam Perda No.7 Tahun 2015. 
Misalnya dalam hal pengajuan alih fungsi 
lahan dapat mendaftar secara online melalui 
situs OSS, dan jika terdapat pegajuan lahan 
LP2B jelas akan tertolak secara otomatis. 
Saat terdapat permasalahan maka akan 









terselesaikan maka akan diangkat ke Forum 
BKPRD. Namun kinerja lebih dibutuhkan 
pada saat penetapan Perda, dan juga pada 
saat revisi RTRW seperti sekarang 
Tujuan proyek 
lebih jelas 
Hal ini jelas tercermin dalam tujuan 







Hal ini dapat tercermin karena adanya 
kerjasama dan peran masing-masing OPD 
yang saling melengkapi, sehingga 
permasalahan maupun hambatan dapat 
direspon dengan baik.  
Komunikasi 
lebih luas 
Hal ini tercermin karena memang BKPRD 
dibentuk dengan menggabungkan beberapa 
OPD, sehingga komunikasi antar anggota 
tidak terbatas pada organisasinya saja. 
Namun tetap terjalin dengan organisasi lain 




Hal ini digambarkan dengan pembagian tugas 
dan fungsi masing-masing dari Sekretariat 
BKPRD, Pokja Perencanaan Tata Ruang, dan 
Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang, 
sesuai dengan yang tertulis didalam SK 
Bupati  
Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2021 
 
• Kekurangan : 













adalah gabungan dari beberapa OPD, maka 
tumpang tindih kepentingan bisa saja terjadi 
karena seseorang tidak selalu bisa 
memposisikan dirinya, misalnya saja saat 
rapat Pokja digelar, tentu terdapat perbedaan 
pendapat dari masing-masing OPD terkait 
karena berasal dari instansi yang berbeda 
maka cara pandang dan berpikir pun dapat 
berbeda pula, sehingga perlu adanya 
koordinasi agar dapat mengakomodir 
kepentingan yang memang tepat 
Biaya tinggi Hal ini tercermin sesuai dengan pernyataan 
dari narasumber bahwa dalam 
mensosialisasikan LP2B kepada masyarakat 
membutuhkan biaya yang besar, terlebih lagi 
untuk memberikan fasilitas irigasi kepada 
pemilik lahan, tidak heran jika belum semua 








Hal ini tercermin pada kepemimpinan pokja 
dan kepemimpinan BKPRD itu sendiri, 
karena juga terdapat  dua forum didalamnya. 
Meski kedudukannya berbeda, namun bisa 
saja terdapat perbedaan pandangan 
didalamnya. Terlebih lagi kepemimpinan 
BKPRD dengan kepemimpinan OPD juga 
berbeda, sehingga anggota harus dapat 
memposisikan diri dirinya saat menjalankan 









Struktur rumit Hal ini tergambar pada struktur BKPRD 
dimana didalamnya juga terdapat 
strukturisasi dari Pokja 
Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2021 
 
 
4.3.2 Budaya Organisasi pada Badan Koordinasi Penataan Ruang 
Daerah (BKPRD) Kabupaten Gresik 
Budaya organisasi adalah norma dan nilai yang dianut bersama, 
dimana ia akan menjadi dasar seorang individu dalam bertindak 
dilingkup organisasinya. Semakin banyak anggota yang menganut 
nilai-nilai organisasi dan terikat padanya, maka budaya organisasi itu 
akan terbentuk lebih kuat. Nilai budaya yang terdapat BKPRD 
Kabupaten Gresik adalah budaya kerjasama. Kerjasama yang dibangun 
oleh antar anggota membuat BKPRD Kabupaten Gresik ini tidak hanya 
sebuah badan yang dibentuk secara susunan strukturisasi saja, tetapi 
benar-benar melakukan hubungan kerjasama untuk menjalankan misi 
dan tujuan yang sama. 
Hubungan kerjasama yang terjalin antar OPD tercermin dengan 
adanya peran masing-masing anggota dalam upaya mengendalikan dan 
melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, selain itu koordinasi 
terjalin sangat baik sehingga peran dari setiap OPD tidak bertabrakan 
satu sama lain. Tidak hanya itu, kerjasama juga tergambar dengan adanya 
forum-forum pertemuan atau rapat dilingkup Pokja yang diadakan pada 









BKPRD sebagai bentuk konsistensi BKPRD dalam mengatur tata ruang 
daerah, sehingga hasil keputusan dari forum-forum rapat ini nantinya 
akan dijadikan sebagai acuan penentuan perizinan. 
Sebagaimana yang sempat disinggung bahwa hubungan 
kerjasama tidak hanya dilakukan oleh anggota OPD saja, tetapi BKPRD 
juga berkolaborasi dengan pemerintah desa. Salah satu peran 
pemerintah desa adalah sebagai penyedia data pemilik lahan, khususnya 
jika terdapat lahan yang ditetapkan sebagai LP2B, maka pemerintah 
desa berperan melakukan pendataan secara mandiri mengenai lahan-
lahan di desanya sehingga jika pemerintah daerah memerlukan data 
tersebut untuk memberikan hibah, maka desa sudah mempunyai data 
siapa saja yang berhak untuk diberikan hibah tersebut.  
Selain itu terdapat peran lain dari pemerintah desa yang diwadahi 
oleh Dinas PU, dimana pada Dinas PU terdapat Seksi Ketentraman dan 
Ketertiban, yang salah satu kontribusinya adalah dengan mengumpulkan 
para pejabat desa dalam sebuah grub  aplikasi pesan yaitu Whatsapp 
untuk memudahkan para pejabat desa dalam melaporkan pelanggaran 
tata ruang yang terjadi didaerahnya, dimana dalam lingkup ini adalah 
wilayah kecamatan.  
Bukan hanya para pejabat desa saja namun masyarakat umum pun 
dapat melaporkan tindak pelanggaran ketataruangan yang mereka 
ketahui lewat situs resmi yang telah disediakan yakni Lapor.go.id. 









melaporkan berbagai tindak pelanggaran. Sebenarnya Dinas PUTR 
sudah mempunyai aplikasi untuk melaporkan tindak pelanggaran tata 
ruang yang bernama Go.PUTAR, namun aplikasi tersebut saat ini 
sedang dinonaktifkan dengan adanya alasan tertentu, sehingga segala 
laporan dari masyarakat dapat diajukan melalui Lapor.go.id. Kedua 
aplikasi dan situs berbasis online ini dilakukan untuk memudahkan para 
pejabat desa maupun masyarakat sipil untuk turut serta berkontribusi 
menjaga ketataruangan yang sudah ditetapkan. 
Diketahui juga pada bulan Januari 2021 yang lalu, Direktorat 
Jenderal Tata Ruang melalui Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang 
Daerah Wilayah I mengadakan rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis 
Peninjauan Kembali Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan 
Kota di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali Tahun Anggaran 2021 dengan 
melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 
secara daring. Tujuan diadakan kegiatan ini ialah untuk memberikan 
sosialisasi awal kepada Pemerintah Provinsi dan Kota terkait prinsip 
baru penyelenggaraan penataan ruang di daerah sekaligus memetakan 
progres revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kota 
di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali. 
Perintah untuk merevisi Perda RTRW tersebut tentu juga sedang 
dilaksanakan oleh Tim BKPRD Kabupaten Gresik, dimana saat ini tim 
sedang memetakan dan menyusun ulang pola ruang dengan kondisi 









perubahan RTRW Kabupaten Gresik nantinya adalah dengan 
memasukkan peta-peta tematik didalam RTRW yang baru serta 
menggabungkan Perda LP2B yakni Perda No.7 Tahun 2015 dengan 
Perda No.8 Tahun 2011 yakni tentang RTRW, selain itu muatan LP2B 
akan dimasukkan kedalam Perda RTRW sehingga bisa dikatakan bahwa 
Perda khusus LP2B tidak ada lagi. 
Proses penyelesaian Revisi RTRW tidak dapat dicapai begitu saja, 
karena berbagai aturan dan tekanan dari pusat sehingga banyak yang 
harus diakomodir oleh daerah dengan tetap mempertimbangkan 
kemampuan daerah, hal tersebut juga menjadi salah satu tahap yang 
memerlukan lebih banyak waktu. Sehingga untuk timeline peresmian 
RTRW yang baru Tim BKPRD belum dapat memastikan secara jelas.  
Dari teori Certo yang mengatakan bahwa budaya organisasi adalah 
norma dan nilai yang dianut bersama, dimana ia akan menjadi dasar 
seorang individu dalam bertindak dilingkup organisasinya, maka dapat 
diketahui bahwa budaya organisasi yang diterapkan dalam BKPRD 
Kabupaten Gresik adalah kerjasama, kolaborasi, dan koordinasi dari 
setiap peran yang dijalankan oleh pihak-pihak terkait.  
4.3.3 Kepemimpinan pada Badan Koordinasi Penataan Ruang 
Daerah (BKPRD) Kabupaten Gresik 
Menurut Dessler (2004), kepemimpinan yang efektif pada 
organisasi publik dan organisasi non profit dan masyarakat merupakan 









memiliki peran berbeda-beda pada waktu yang berbeda. Dari hasil yang 
diperoleh penulis, sudah jelas bahwa terdapat kerjasama yang dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah melalui BKPRD  dan juga masyarakat dalam 
mengendalikan LP2B di Kabupaten Gresik.  
Begitupula dengan peran yang melekat pada masing-masing pihak 
baik dinas-dinas yang tergabung dalam anggota, bupati dan wakil bupati, 
serta masyarakat. Peran tersebut dilakukan dalam waktu yang berbeda-
beda pula, jika para anggota berperan pada saat penetapan Perda, survey, 
pengaturan insentif,  perizinan, serta jika ada permasalahan yang harus 
dibahas secara bersama, masyarakat berperan dalam pencegahan alih 
fungsi dan perlindungan LP2B, sedangkan Bupati sebagai 
penanggungjawab kepada pusat dengan adanya laporan 
pertanggungjawaban yang telah dibuat.  
Dalam hal memimpin suatu organisasi baik publik maupun swasta 
tentu sangat erat hubungannya dengan bagaimana gaya kepemimpinan 
yang diterapkan. Menurut Hasibuan (2014) dalam bukunya Manajemen 
Sumber Daya Manusia  mengatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah 
suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya, agar mereka 
mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan 
organisasi. Terlebih lagi gaya kepemimpinan juga mempengaruhi 
bagaimana pemimpin dalam berkomunikasi dan mengambil keputusan.  
Menurut Robert Albanese, David D. Van Fleet (1994) terdapat 4 









gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan demokratis, dan gaya 
kepemimpinan moralis. Setiap gaya kepemimpinan mempunyai sifat dan 
ciri khas masing-masing. Jika dilihat dari bagaimana Bupati dalam 
memimpin BKPRD maka akan cenderung dikatakan sebagai gaya 
kepemimpinan demokratis.  
Gaya kepemimpinan BKPRD yang demokratis dapat tercermin 
pada saat forum rapat diselenggarakan, semua anggota diberi kesempatan 
dan kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya. Sehingga dari anggota 
yang hadir akan melihat dari sisi bidang nya sendiri yang kemudian 
dicompare dengan pendapat dan usulan yang lain. 
Dalam tahap akhir penentuan, akan diberi kesempatan pula untuk 
memberi suara setuju atau tidaknya pada topik yang sedang dibahas. 
Namun jika terdapat 1 perbedaan pendapat dari anggota, maka keputusan 
akhir tetap berada di pimpinan dengan menggunakan 2 cara yaitu 
perizinan bersyarat atau pemberian izin secara terbatas, sehingga jika 
bangunan tersebut nanti sudah didirikan maka akan terdapat konsekuensi 
dan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh si pemohon. 
Selain itu, pada saat Forum BKPRD diselenggarakan, Bupati 
selaku penanggungjawab I, Wakil Bupati selaku penanggungjawab II, 
maupun Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRD jarang sekali turut 
menghadiri pertemuan dikarenakan terbentur dengan kesibukan sehingga 
Forum BKPRD lebih sering dihadiri oleh para Kepala Dinas yang 









Sekretaris BKPRD. Sehingga hal ini membuktikan bahwa adanya 
keluwesan dalam menggelar forum, anggota juga diberi wewenang untuk 
menyelesaikan masalah sendiri tanpa campur tangan pemimpin, 
meskipun dengan tidak hadirnya Bupati tetapi forum tetap dapat 
diselenggarakan dengan utuh. 
Pada kesimpulannya, dalam gaya kepemimpinan demokratis 
anggota bisa saja memiliki peran yang lebih besar, karena pemimpin 
hanya akan menunjukkan sasaran yang ingin dicapai saja, dan bagaimana 










Implementasi strategi perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
(LP2B) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik sudah cukup 
baik meskipun terdapat kekurangan pada saat proses penetapan LP2B. Strategi yang 
digunakan tertuang dalam Perda No.7 Tahun 2015 Tentang LP2B ialah meliputi 
insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi, dan penyuluhan. Dalam 
pelaksanaan strategi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik membentuk 
suatu badan yang bersifat ad hoc untuk melaksanakan koordinasi penataan ruang 
nasional dan daerah, yang di dalamnya mencakup perumusan kebijakan penataan 
ruang di kabupaten dari segi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian 
pemanfaatan ruang daerah yang serasi, tertata dan terpadu dengan kebijaksanaan 
penataan ruang nasional bernama Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah 
(BKPRD) yang bekerja sama dengan Pemerintah Desa. Implementasi strategi 
tersebut dapat ditinjau dari 3 (tiga) poin, yaitu: 
1.Struktur Organisasi : Strukturisasi BKPRD dibentuk oleh Pemerintah 
Daerah dan dijabarkan didalam SK Bupati 2018 yang 
mana Bupati sendiri sebagai penanggung jawab. 
BKPRD terdiri dari 17 anggota yang meliputi para 
Kepala Dinas, Satpol PP, dan juga kalangan akademisi. 









melindungi LP2B adalah Bappeda, Dinas PUTR, Dinas 
PTSP, dan Dinas Pertanian.  Didalam BKPRD juga 
terdapat 2 Kelompok Kerja (Pokja) yaitu Pokja 
Perencanaan Tata Ruang dan Pokja Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang. Peran pokja sendiri ialah memberi 
masukan, fasilitasi, serta mengkaji permasalahan yang 
berhubungan dengan ketataruangan, namun jika pokja 
tidak mampu untuk menyelesaikannya maka akan 
dinaikkan ke Forum BKPRD untuk didiskusikan lebih 
lanjut.  
2.Budaya Organisasi : Budaya organisasi yang terbentuk dalam BKPRD 
adalah budaya kerjasama, baik dari para anggota yang 
tergabung didalamnya maupun dari lingkup eksternal 
yaitu pemerintah desa. Hubungan kerjasama tercermin 
dengan adanya koordinasi dan kolaborasi peran yang 
saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu terdapat 
forum-forum pertemuan atau rapat dilingkup Pokja 
yang diadakan pada saat terdapat permohonan izin 
pemanfaatan ruang, hingga adanya Forum BKPRD 
sebagai bentuk konsistensi upaya dalam mengatur tata 
ruang daerah, sehingga hasil keputusan dari forum-
forum rapat ini yang nantinya akan dijadikan sebagai 









3. Kepemimpinan : Dalam hal kepemimpinan, yang menjadi penanggung 
jawab dalam BKPRD adalah Bupati, sehingga 
Pemerintah Desa berkewajiban untuk menyampaikan 
laporan kepada Dinas, dan Dinas akan menyampaikan 
kepada Bupati, sehingga nantinya laporan tersebut akan 
dijadikan bahan laporan Bupati kepada DPRD. Gaya 
kepemimpinan yang demokratis menjadi salah satu ciri 
BKPRD, karena pada saat forum diadakan semua 
anggota diberi kesempatan dan kebebasan untuk 
mengutarakan pendapatnya, sehingga anggota akan 
dapat menelaah dan mengkaji dari sisi bidangnya yang 
kemudian dicompare dengan pendapat dan usulan 
anggota lain yang nantinya diharapkan memperoleh 
keputusan yang tepat. 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait 
perlindungan LP2B, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan agar 
pelaksanaan strategi kedepannya bisa berjalan dengan lebih baik: 
1. Struktur organisasi BKPRD yang dibentuk dari gabungan OPD beserta lintas 
tugas dan fungsinya seringkali memungkinkan terjadinya tumpang tindih 
peran. Sehingga pengaturan kembali tugas dan fungsi diperlukan dalam 









ego sentris dari masing-masing anggota agar dapat saling mengisi tugas dan 
peran dalam melaksanakan upaya perlindungan tata ruang khususnya 
mengenai LP2B 
2. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan petani/ pemilik 
lahan, terlebih lagi pada saat proses penetapan LP2B. Hal ini dapat menjadi 
bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah sebagaimana bercermin dari proses 
penetapan LP2B sebelumnya yang menimbulkan konflik. Sehingga 
bertepatan dalam rangka revisi Perda yang sedang berlangsung, aspirasi dari 
petani dan pemilik lahan dapat ditampung dan tidak akan menimbulkan 
konflik kedepannya.  
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik diharapkan dapat menyediakan 
anggaran yang lebih dalam upaya perlindungan LP2B khususnya dalam hal 
pemberian insentif, karena diketahui bahwa pemberian insentif berupa 
fasilitas irigasi dan alat-alat pertanian belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini 
akan mendukung petani/ pemilik lahan tetap mempertahankan keberadaan 
dan meningkatkan produktivitas lahannya. Selain itu, diketahui pula saat ini 
BKPRD Kabupaten Gresik sedang dalam tahap revisi Perda yang nantinya 
Perda LP2B akan ditiadakan dan muatannya dimasukkan dalam Perda 
RTRW. Saran yang ingin diberikan penulis adalah diharapkan bahwa jika 
hal ini tidak menjadikan upaya perlindungan LP2B dinomorduakan, 
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Lampiran 1. Instrumen Penelitian Pedoman Wawancara (Interview Guide) 
Bappeda, Dinas PUTR dan Dinas PTSP 
1. Apa peran atau fungsi masing-masing OPD (Bappeda, Dinas PUTR, 
Dinas PTSP) dalam upaya perlindungan LP2B? 
2. Apa ada syarat khusus atau kriteria suatu lahan pertanian ditetapkan 
sebagai LP2B? 
3. Bagaimana proses penetapan LP2B? 
4. Apakah masyarakat mengetahui apa itu LP2B? 
5. Bagaimana alur birokrasi jika terdapat permasalahan ataupun hal-hal 
yang perlu dikoordinasikan mengenai LP2B? 
6. Bagaimana kondisi eksisting ketersediaan LP2B di Kab Gresik? 
7. Daerah/ kecamatan mana saja yang mengalami kemerosotan lahan? 
8. Apa kegiatan organisasi yang menunjang upaya perlindungan LP2B? 
9. Apa strategi yang digunakan dalam melindungi LP2B? 
10. Apa saja hambatan yang di hadapi saat mengimplementasikan strategi? 
11. Apa sajakah hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan 
strategi yang akan dilaksanakan kaitannya dengan perlindungan LP2B? 
12. Apakah ada upaya dari masyarakat (terutama pemerintah desa terkait) 
untuk ikut serta melindungi LP2B? jika iya, apa dan baagaimana peran 
tersebut ? 
13. Adakah agenda survey rutin untuk melihat kondisi eksisting LP2B? dan 
siapa yang berperan untuk melakukan survey? 
14. Bagaimana bentuk kepemimpinan BKPRD ?  
15. Siapa saja yang terlibat dalam perumusan strategi perlindungan LP2B ? 
16. Siapa saja yang terlibat dalam proses implementasi strategi? 
17. Siapa yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi ? 










19. Apa manfaat bagi daerah sasaran dengan adanya strategi perlindungan 
LP2B yang telah diterapkan ? 
20. Darimana sumber dana untuk melakukan program/ strategi tersebut ? 
Dinas Pertanian? 
1. Apa peran atau fungsi Dinas Pertanian dalam Tim BKPRD? 
2. Apa ada syarat khusus atau kriteria suatu lahan pertanian ditetapkan 
sebagai LP2B? 
3. Bagaimana proses penetapan LP2B? 
4. Apakah masyarakat mengetahui apa itu LP2B? 
5. Bagaimana alur birokrasi jika terdapat permasalahan ataupun hal-hal 
yang perlu dikoordinasikan mengenai LP2B? 
6. Bagaimana kondisi eksisting ketersediaan LP2B di Kab Gresik? 
7. Apakah kebutuhan pangan Kabupaten Gresik sudah mencukupi? 
atauhkah sebenarnya masih kurang? 
8. Daerah/ kecamatan mana saja yang mengalami kemerosotan lahan? 
Apakah termasuk kemerosotan lahan LP2B ? 
9. Apa kegiatan organisasi yang menunjang upaya perlindungan LP2B? 
10. Apa strategi yang digunakan dalam melindungi LP2B? 
11. Apa saja hambatan yang di hadapi saat mengimplementasikan strategi? 
12. Apa sajakah hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan 
strategi yang akan dilaksanakan kaitannya dengan perlindungan LP2B? 
13. Apakah ada upaya dari masyarakat (terutama pemerintah desa terkait) 
untuk ikut serta melindungi LP2B? jika iya, apa dan baagaimana peran 
tersebut? 
14. Adakah agenda survey rutin untuk melihat kondisi eksisting LP2B? dan 
siapa yang berperan untuk melakukan survey? 
15. Bagaimana bentuk kepemimpinan BKPRD ? 
16. Siapa saja yang terlibat dalam perumusan strategi perlindungan LP2B? 
17. Siapa saja yang terlibat dalam proses implementasi strategi? 









19. Dimanakan daerah yang sudah terimplementasikan strategi yang telah 
dibuat? 
20. Apa manfaat bagi daerah sasaran dengan adanya strategi perlindungan 
LP2B yang telah diterapkan ? 
21. Darimana sumber dana untuk melakukan program/ strategi tersebut ? 
22. Apa bentuk insentif yang diberikan Pemkab kepada petani./pemilik lahan 
23. Sebagai OPD teknis yang terjun lapangan, bagaimana melihat kondisi 
LP2B saat ini? 
Anggota Gapoktan 
1. Apa Bapak mengetahui apa itu LP2B (Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan)? 
2. Apakah bapak merupakan anggota Gapoktan? 
3. Sudah berapa lama menjadi Gapoktan? 
4. Apa tugas Gapoktan yang berkaitan dengan LP2B?  
5. Apakah ada upaya dari masyarakat (bukan gapoktan) dalam melindungi 
LP2B? 
6. Apakah benar pada saat penetapan LP2B petani/ pemilik lahan tidak diikut 
sertakan? Sehingga banyak pemilik lahan yang tidak tahu bahwa lahannya 
ditetapkan sebagai LP2B? 
7. Bagaimana menurut bapak LP2B di Kabupaten Gresik apakah sudah 
dilindungi dengan baik? 
8. Apakah bapak pernah diajak diskusi atau musyawarah terkait dengan 
LP2B? 
9. Apa manfaat bagi petani/ pemilik lahan kalau lahannya ditetapkan sebagai 
LP2B? 




Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup 
A. Identitas Diri 
 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 

































Sidoarjo, 9 Juni 1999 
3 Jenis Kelamin Perempuan 
4 Program Studi Ilmu Administrasi Publik 
5 Fakultas Ilmu Administrasi 
6 Universitas Brawijaya 
7 NIM 175030101111061 
8 Angkatan 2017 





11 Alamat Asal 
Ds.Sumput RT 08 RW 02 Kec. 





Jalan Mayjend Panjaitan 
Gg.19 No.40 Kel. 
Penanggungan Kec. 




C. Riwayat Pekerjaan 
No. Tempat Bekerja Posisi Tahun 
1 - - - 
 
 
D. Pengalaman Organisasi 
No. Jabatan Organisasi Nama Organisasi Tahun 





No. Sebagai Nama Kegiatan Tahun 
1 - - - 
 
F. Pengalaman Kepanitiaan 
 
No. Sebagai Judul Kegiatan Tahun 
1 Anggota Divisi Acara Mubes RSC 2017 2017 
 
 
G. Pengalaman Penelitian 
 
No. Sebagai Nama Kegiatan Tahun 
1 Anggoata Tim Penelitian Penelitian Eureca (RSC) 2018 
170 
 







Lampiran 4. Hasil Wawancara 
Key Informan. Ibu Silky selaku Staff Sub Bidang Pengembangan Wilayah 
pada Bappeda 
Pewawancara: Tugas dan fungsi BKPRD? 
Narasumber: BKPRD itu bukan dinas, melainkan BKPRD itu hadir sebagai forum 
daerah untuk menentukan tindak lanjut dari sebuah izin yang ada, jadi misalnya ada 
permohonan izin untuk suatu lahan di kecamatan balongpanggang, kemudian 
balongpanggang sendiri itu lumbung padinya Gresik, jadi kiat sebagai Bappeda 
salah satu upaya nya adalah untuk membuat Perda 7 tahun 2015, itu sebenanrnya 
dibantu oleh Tim Teknis oleh unsur pemerintah daerah seperti PU, PTSP, Dinas 
Pertanian, Bagian Hukum, karena itu kan akan menjadi produk legal jadi ada 
hubungannya dengan bagian hukum. LP2B ini kan sesuatu yang dilindungi, sesuatu 
yang emang kita upayakan untuk melakukan perlindungan terhadap lahan pangan 
kita supaya Gresik ini tetap ada ketahanan pangan, sedangkan tidak semua petani 
dan orang-orang berpikiran bahwa tanahnya, sawahnya itu produktif. Sehingga 
mereka berpikir bahwa jika tidak produktif saya mau kerja apa kalau tidak dijual, 
Jadi banyak orang di Balongpanggang itu terutama di daerah 0 jalan (jalan poros) 
biasanya itu ngamuk ketika lahannya itu dijadikan sebagai lahan LP2B 
 
Pewawancara: Kok bisa ya bu lahan tidak produktif ditetapkan sebagai LP2B ?  
Narasumber: Jadi penetapan kriteria LP2B itu kan ada Permentan yang 
mengharuskan setiap daerah itu harus punya lumibung padi. Nah mungkin dulu 
pada saat penetapan LP2B lahan-lahannya masi dianggap produktif, jadi setahun 
mereka bisa memproduksi 3x panen, ga campuran cuma sawah saja tidak seperti 
sekarang yang kondisinya bisa saja kekeringan atau bagaimana, jadi sudah beda 
keadaan eksistensinya. Makanya kita ada revisi RTRW nanti muatan didalamnya 
akan direvisi terhadap Perda 7 ini, bisa jadi daerah-daerah perkotaan yang awalnya 
ada LP2B dan sekarang sudah industrialisasi, perdagangan jasa yang tumbuh, 
Gresik kan ada PSN jadi PSN itu adalah Proyek Strategi Nasional dan banyak di 
tumpangi oleh PSN ini, jadi kota itu akan berubah dari kota agraris menuju 
industrialis, otomatis itu akan membuat alih fungsi lahan terutama daerah-daerah 
yang dekat dengan perkotaan, misalnya dengan adanya tol ini kan otomatis motong 
lahan. Apalagi kalau PSN ini kan gak bisa nolak meskipun LP2B tetap dihajar 
kecuali alih fungsi lahan untuk kegiatan yang dipakai developer atau industri kita 
tidak memperbolehkan. Jadi lahan LP2B itu kan ada yang murni LP2B dan ada 
yang cadangan, nah yang tetap itu tidak bisa dilaihfungsikan, sedangkan yang 
cadangan itu masih bisa ditumpangi dengan kegiatan lain, misalnya kadang dia 




Pewawancara: Kemarin ada perbedaan pendapat dari PU dan PTSP, PTSP bilang 
kriteria lahan diseubt LP2B karena dia subur, ternyata di PU ternyata ada lahan 
yang tidak produktif. Yang benar yang mana apa benar ada lahan yang memang 
tidak produktif?  
Narasumber: Sebenarnya kalau bicara LP2B kan ada survey ke lapangan, ada 
inventarisasi data juga, di Perda 7 kan ada kegiatan apa yang dilakukan untuk 
menentukan LP2B, sebenarnya menyusun Perda itu kan ga ujug-ujug, ada 
inventarisasi data kira-kira lahan sawah sekabupaten Gresik ini berapa ? jumlah 
gapoktan di Gresik berapa ? yang produktif 3x panen berapa yang 2x panen berapa 
yang 1x panen berapa. Kemudian itu ditumpangi lagi oleh kira-kira disitu 
penduduknya masih agraris atau engga ? itu kan pasti akan terus berkurang-
berkurang jadi yang tadinya subur bisa aja jadi nggak subur. Jadi ada inventaris 
data, kajian lapangan, kemudian pakai citra satelit gitu-gitu. Jadi mungkin saja di 
perjalanan itu lahan yang awalnya kita tetapkan sebagai lahan produktif, seiring 
berjalannya waktu mereka disana gersang kan kita tidak tahu apa yang terjadi 
disana. Padahal awalnya ketika Perda itu ditetapkan ya LP2B  
 
Pewawancara: Berarti nanti pengaruh ke hasil panen juga ?  
Narasumber: Iya pastinya, makanya ada revisi RTRW itu sebagai jawaban atas 
perubahan-perubahan ini, RTRW kan selalu disusun untuk 20 tahun kedepan, nah 
untuk perubahan-perubahan di dalamnya itu di tinjauh terus untuk revisi RTRW 
 
Pewawancara: Apa peran Bappeda ? 
Narasumber: Kita penyusun si sebenarnya, jadi kita penyusun Perdanya, tapi 
penyusun tuh dalam artian gini, kita punya peta nya kita punya Perdanya tapi tetap 
yang ngerjain kan pihak ketiga, mereka yang membantu untuk survey, untuk 
penelitiannya untuk citranya, sampai keluar delinasinya “kira-kira mananih yang 
cocok untuk ditetapkan sebagai LP2B” analisa nya itu berangkat dari data, 
kemudian citra kemudian survey, kemudian kemungkinan mereka masih bisa ngga 
untuk terus produktif, mungkin kalau aku mikirnya daerah-daerah yang deket 
dengan sumur atau lumbung air, misalnya Dukun, Balongpanggang, mungkin bisa 
jadi. Tetapi bagaimana dengan yang dikota? Tidak mungkin, pastinya akan tergerus 
dengan industrialisasi, jadi bener kalau memang kata PU ada yang tidak produktif, 
tapi dulu ketika penetapan sebeenarnya masih. Di Menganti yang mepet dengan 
Citraland itu banyak sawah kan ? tapi disana tidak ada yang punya orang asli, disana 
itu sudah dibeli sama developer semua, yaitu Citraland. Jadi Citraland sekarang itu 
masih LandBanking. Artinya penguasaan lahan, jadi mereka membeli tidak di apa 
apakan dalam waktu tertentu, kalau misalnya dia mau menjual lagi okay kalau mau 
membangun disitu ya terserah mereka. Kemerosotan lahan itu sebanarnya tidak 
akna terjadi selama pengendaliannya ketat, jadi selama izinnya dari PTSP ga keluar, 
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itu otomatis tidak akan ada kemerosotan lahan, cuman di perkotaan itu kena PSN 
itu susah. Karena di Perda 7 ini disebutkan bahwa ketika ada alih fungsi lahan 
sawah yang ada di LP2B itu pemohon harus bisa mengganti 3x lipat dari luas lahan 
yang dia ambil, missal dia ambil lahan 1000 ha maka harus diganti 3000 ha dilokasi 
lain, harus ada jarak minimal dari lahan yang diambil. 
 
Pewawancara:  Strategi khusus dari Bappeda ? 
Narasumber: kita ngga punya strategi si mba, karena bagian pengendalian kan ada 
di PU  sama PTSP, karena mereka yang mengeluarkan izin dan mereka yang 
monitoring lapangan kita disini kan lebih kepada perencanaan. Jadi kalau dalam 
penyusunan RTRW atau Perda yang berhubungan dengan akomodasi memang kita. 
Tapi kalau strategi si itu dari OPD teknis terkait.  Misalnya di PU kan ada 3, 
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Otomatis yang bagian pengendalian 
yang memonitoring evaluasi lapangan. Kira kira masih bisa dipertahakan tidak 
daerah ini LP2B ? nah itu yang akan menjadi pertimbangan kita dalam menyusun/ 
meninjau ulang. Jadi kita sebagai Bappeda ya sekedar menyusun ketika nanti 
berubah seiringnya waktu. jadi di Perda 7 itu kita sampaikan bahwa lahan yang 
dijadikan sebagai LP2B itu harus mendapat insentif dari daerah, contohnya adalah 
ketika kita Bappeda menganggarkan untuk hibah petani, mereka harus diarahkan 
pada daerah-daerah yang ditetapkan sebagai LP2B, pasti hibah itu berupa alat 
pertanian, uang pupuk, dsb itu pasti ada setiaptahun regular. Jadi alurnya hibah kan 
dari desa mengusulkan proposal yang dikirim dari volunteer dewan kalau memang 
lewat jalur musrenbang yang ditingkat desa dibawa ke Bappeda, kira-kira mana 
gapoktan yang harus diberikan insentif tadi. Nah syarat yang harus dipenuhi adalah 
surat keterangan bahwa dia ditetapkan sebagai LP2B, kalau itu ada otomatis akan 
kita notice bahwasannya alat pertanian ini diserahkan pada orang yang benar tempat 
yang benar, karena kan dia adalah Gapoktan dan berada di lokasi LP2B.  
Nah jadi itu si strateginya Bappeda jadi ada insentif kepada petani untuk 
mempertahankan LP2B, disinsentif nya juga ada jadi kalau orang yang mau 
mengubah LP2B dia harus mengganti 3x lipat dari luas lahan. Tapi kalau dijadikan 
rumah tidak apa-apa kan cuman satu petak dua petak (benar-benar untuk rumah 
tinggal dan bukan kegiatan usaha), ketika dia ngomong 1000 5000 itu yang jadi 
masalah, tapi kalau jual tanahnya cuman 1 bidang sawah untuk jadi rumah itu 
mereka gaperlu NIB (Ijin Usaha). 
 
Pewawancara: Bagaimana alur birokrasi jika terdapat sesuatu atau permasalahan 
yang perlu didiskusikan? 
Narasumber: Sebenarnya alur birokrasi itu perizinan itu, jadi kalau ada masalah 
biasanya kita ke PTSP, PTSP merapatkan, mengundang Bappeda, PU, Dinas 
Pertanian. Kalau masalah BKPRD memang kita yang mengundang, jadi BKPRD 
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ini kan levelnya sudah tinggi, jadi ada masalah kemudian kita tarik masalah itu ke 
tempat tinggi yang hadir para kepalanya, tapi kalau untuk izin pertama ya PTSP.  
Jadi contohnya gini, kalau izinnya sudah keluar dari PTSP, kemudian ada masalah 
ya benar yang mengundang Bappeda, tapi ini strategi perlindungan artinya di awal 
harus dicegah dulu. Jadi kalau ada permohonan ijin ya mereka yang merapatkan, 
tapi kalau ijin uda keluar dan ada masalah baru BKPRD. 
 
Pewawancara:  Pemerintah desa apakah berkontribusi untuk melindungi LP2B ? 
Narasumber: Jadi di beberapa desa itu sudah melakukan pendataan pemilik lahan 
LP2B, jadi kalau misalkan akan mengajukan rekom hibah itu mereka uda punya 
mana saja yang memungkinkan terus dikasih insentif secara regular, kan hibah itu 
setiap tahun asalkan gapoktan disana aktif dan punya laporan pertanggungjawaban 
yang jelas, dan memang produksinya tinggi.  
 
Pewawancara: Siapa yang membuat laporan pertanggungjawabannya? 
Narasumber: Gapoktan nya kepada Pemda nanti 
 
Pewawancara: Siapa yang bertugas memonitoring dan evaluasi ? 
Narasumber:  PUTR, bidang pengendalian  
 
Pewawancara: Hambatannya dalam melindungi LP2B? 
Narasumber: Ya itu tadi si pemilik lahan kadang ga terima kalau lahnnya dijadikan 
LP2B, karena kan yang diundang itu pemerintah desa kan, sedangkan masayarakat 
tidak tahu kan termasuk pemilik lahan. Pas Perda 7 kayanya mereka belom tau deh, 
tapi sekarang mereka udah melek karena mungkin heran kok lahan saya ga ada yang 
beli. Jadi akhirnya sekarang LP2B itu ditarik mundur 50 m dari jalan poros desa. 
Jadi dulu pinggir jalan itu masih LP2B, tapi sekarang udah engga udah dimundurin 
50 m biar orang itu tetep menguasai lahan minimal untuk bikin ruko perdagangan 
jasa.  
 
Pewawancara: Bagaimana alur penetapan LP2B? 
Narasumber: Jadi awalnya inventaris data dulu, dikumpulkan data dari Dinas 
Pertanian, mulai dari data jumlah produksi pertanian (3x tanam 2x tanam 1x tanam, 
bukan sawah, tumpangsari, dll) terus dilihat citra nya, kalau secara citra dia 
memang lahan sawah (kadang dilihat secara citra tuh keliatan hijau kaya sawah 
ternyata tambak loh). Jadi pada waktu penetapan LP2B di tahun 2015 itu kan apa 
adanya yah, dulu GIS ga terlalu banyak dan pengetahuan tentang LP2B juga masih 
jarang jadi mugkin dilihatnya hijau oh ini cocok untuk LP2B padahal aslinya itu 
tumpangsari, padahal tumpangsari kan harusnya cadangan dan bukan LP2B murni. 
Ada juga tambak yang dijadikan LP2B, keliatan dari citra tuh kaya tambak ternyata 
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itu LP2B. Ga kaya sekarang, sekarang ada ketelitian citra 1;5000,  Kalau dulu BIG 
(Badan Informasi Geospasial) masih belum punya data seteliti itu, dan kita sebagai 
manusia gabisa memprediksi seteliti itu, jadi wajar sih kalau penetapan dulu itu ga 
sesuai kondisi eksistingnya. Ini masih tahap revisi RTRW, RTRW ya bukan Perda 
7, karena nantinya Perda 7 akan menjadi satu digabung sama RTRW. Jadi merujuk 
pada Permen ATR No 1 Tahun 2018, bahwa seluruh peta-peta (peta tematik: peta 
yang punya tema contoh peta pertambangan  keluar dari RTRW, konservasi laut 
keluar dari RTRW, cagar budaya keluar dari RTRW). Nah di Permen 1 itu seluruh 
peta tematik itu harus jadi 1, jadi ada peta tematik rencana pola ruang ,struktur 
ruang,  tematik khusus itu contohnya gitu. Ada yang misalnya jaringan jalan seluruh 
kabupaten, dll itu namanya tematik. Nah itu sekarang harus ada baik itu eksisting 
dan rencana, eksisting adalah apa yang ada saat ini dan rencana adalah apa yang 
diprediksikan kedepan. Nanti di Perda 7 nanti akan berubah di dalam situ. Bisa jadi 
nanti yang luasnya 27 ribu bisa bertambah atau berkurang. Tapi si 
kecenderungannya bertambah, karena kita kmrn dapat nota dinas dari Kementerian 
ATR bahwa Kabupaten Gresik harus punya 36 ribuan LP2B, dan kemarin kalau ga 
salah kita sudah deliniasi sekitar 50 ribu jadi kita masih surplus sebenarnya. Dan 
kita banyak mengambil di Bawean sana, karena Bawean kan tidak mungkin banyak 
pembangunan yang signifikan.  
 
Pewawancara: Sumber dana untuk LP2B ? 
Narasumber: insentif dari APBD tapi lewat OPD Pertanian. Jadi kita kasih hibah ke 
Gapoktan itu per Gapoktan 20 juta. Tapi persyaratan bahwa mereka melampirkan 
surat keterangan dari desa bahwa mereka LP2B.  
 
Pewawancara: Manfaat bagi daerah sasaran dengan menerapkan strategi ? 
Narasumber: Ya pasti lumbung padi kita kan terus terjaga, alih fungsi lahan juga 
bisa dikendalikan. Karena sekarang ini ATR agrarian itu banyak melakukan audit 
terhadap lahan di daerah, mereka kan ada TUSI pengendalian juga, nah itu otomatis 
apa yang dinotahkan di kabupaten kita sudah ada Perda ini dan kita ngga disalahkan.  
Narasumber: Nah yya ini bentuk strateginya, kita punya Perda, punya insentif 
kepada Gapoktan, dan kita memberikan langsung berat di Perda itu bahwa jika 
kamu mengalihfungsikan maka harus mengganti 3x lipat.  
 
Pewawancara: Bagaimana bentuk kepemimpinan BKPRD ? 
Narasumber: Rapatnya itu setiap ada permohonan tadi. Beda kalau ada masalah ya. 
Jadi konteksnya mas Rizal itu adalah kalau ada maslaahtapi dia tidak merujuk ke 
LP2B nya, kalau LP2B pasti sudah ketolak dari awal 
 
Pewawancara: Alur perijinan perubahan lahan 
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Narasumber: Pemohon membawa sejumlah berkas mulai dari peta bidang, 
kelengkapan KTP Pemohon, NIB Berusaha, Akta perusahaan, Pendiriannya, 
Saham, dll mereka mendaftar di OSS di meja pelayanan itu. Nanti dia keluar 
notifikaasi bahwa dia mendaftarkan diri. Setelah itu kelengkapan dia akan dicek. 
PTSP akan mengundang SKPD yang berhubungan langsung dengan si pemohon 
ini, jadi yang berhubungan dengan si pemohon itu ga 1 dinas aja. Kita akan 
mengundangg Dinas Pendidikan kalau misalkan mau buat sekolah, terus perikanan 
jika ada wilayah yg diminta, jadi seperti itu. Jika ketika itu tidak bisa dibahas di 
forum itu, banyak perbedaan pendapat maka kita naikkan ke BKPRD. Tadi itu 
namanya Pokja, atasnya baru BKPRD, jadi forum BKPRD itu terjadi jika ada 
miskoordinasi dari Pokja, dan yg memutuskan harus bos bosnya seperti Kepala 
Dinas, Kabid, dll gitu. Nah kalau BKPRD kita yang ngundang, dan itu terjadi kalau 
Pokja dianggap tidak bisa menyelesaikan, atau forum ini dibentuk kalau ternyata 
sebelumnya sudah pernah keluar izin dan peruntukkannya tidak sesuai.  Jadi kalau 
BKPRD LP2B, misalnya tanah itu LP2B dan dikeluarkan izinnya, ketika dia mau 
mengajukan perpajngan izin maka kenaklah di Bappeda. Sebenarnya kita udah 
salah karena kita sudah mengeluarkan izin yang pertama, harusnya itu sudah difilter 
di perijinannya.  
 
Informan 2. Pak Rohman – Kepala Seksi Perencanaan dan Pengaturan Tata 
Ruang (Bidang Tata Ruang) Dinas PUTR 
Pewawancara: Apa tugas Dinas PU? 
Narasumber: Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang bertugas melakukan 
monitoring penataan ruang di daerah, jadi terdapat tugas rutin dan berkala untuk 
memonitor pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat. Jadi jika ada izin 
penataan ruang mereka akan turun ke lapangan untuk mengecek RTRW nya seperti 
apa, sesuai atau tidak, jika tidak sesuai maka akan dibahas di Pokja pengendalian 
(Ketua : Kabid Tata Ruang- PU), (Anggota : DPM PTSP, Bappeda, Satpol PP). 
Setelah itu akan dibahas bagaimana pelanggarannya, ada ringan sedang dan berat, 
ringan cukup diberikan surat teguran saja, jika berat akan dinaikkan ke BKPRD. 
Hasil temuan dari tim pengendali nantinya akan di bahas di BKPRD yang kemudian 
BKPRD merumuskan rekomendasi terkait pelanggaran yang ditemukan. Jika 
pelanggaran berat biasanya sampai penertiban, jika fungsinya fungsi lindung, maka 
harus dibongkar. Sebelum ada UU CIPTAKER dan PP no 21 itu tahapannya adalah 
SP 1, 2, 3, pembekuan izin/ pencabutan izin, kemudian pembongkaran, dan 
pengembalian fungsi ruang 
 
Pewawancara: Apa hambatan yang dihadapi untuk melindungi LP2B? 
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Narasumber: Dahulu sempat ditemukan bangunan (kecil) yang berdiri di atas tanah 
yang dilindungi (setelah ada Perda No 7) 
 
Pewawancara: Kenapa bisa ? 
Narasumber: Karena masyrakat tidak tahu terkait lahan yang dilindungi 
 
Pewawancara: Apa tidak ada izinnya ? 
Narasumber: Jika bangunan bisa sampai berdiri di lahan LP2B maka itu jelas 
illegal, tidak ada izinnya. Karena jelas tidak akan disetujui untuk ijin mendirikan 
bangunan tersebut 
 
Pewawancara: Lalu apa upaya untuk menangani kecolongan ini? 
Narasumber: Sampai saat ini belum ada upaya sampai segitunya si mbak, di tahapan 
kita itu cuman sampai dia menghentikan kegiatannya dan ga sampai mencemari 
lingkungan sekitar si masih kita tolerir dulu karena mungkin ada rasa 
kemanusiannya. Tapi kalau kementerian tegas, jika terkait pelanggaran tata ruang 
itu sangat tegas, kalau memang melanggar khususnya fungsi lindungnya, itu akan 
dikasih surat peringatan, kemudian dikasih plank (papan pelanggaran). Kalau kita 
itu dulu cuma ngasih stiker pelanggaran.  
 
Pewawancara: Lantas bangunannya masih ada ya pak ? 
Narasumber: Masih ada 
 
Pewawancara: Untuk lahan yan dipakai bagaimana? 
Narasumber: Harusnya si diganti lahan baru, karena mereka illegal, tetapi kita 
masih belum punya sikap. Ini nanti akan menjadi tugasnya Satpol PP untuk 
menertibkan.Kalau kita tugasnya monitoring, mengelola, dan mengeluarkan SP 1 2 
3. ada SOP nya nanti, SOP kita itu sebatas memberikan surat peringatan. Memang 
permasalahan penanganan LP2B ini terkait dengan beberapa sektor, PU itu 
mengamankan dan menyediakan jaringan irigasinya misalnya waduk dll, selama ini 
biasanya kenapa LP2B beralih fungsi yak arena lahannya itu kan lahannya tidak 
produktif karena tidak didukung oleh system irigasi nya yang baik. Dinas pertanian 
itu malah lebih penting lagi karena mereka memberikan banyak insentif berupa 
bantuan berupa gapoktan, seperti benih, pupuk, sesuai amanat dari Perda nya, di 
Perda itu selain menetapkan lahan LP2B nya pemerintah berkewajiban memberikan 
insentif dan disinsentif nya. Nah untuk disinsentif nya jika itu lahan dilindungi 
maka mereka mengalihfungsikan maka mereka harus mengganti lahan pertanian di 
daerah lain, sehingga luasannya harus tetap dan bahkan jangan sampai berkurang. 
Narasumber: LP2B ini kan produk hukum, nah belum banyak tersosialisasikan ke 
masyarakat dan banyak masyarakat belum tahu mengenai LP2B, fungsinya seperti 
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apa, batasan-batasan yang dilakukan masyarakat terhadap LP2B itu mereka tidak 
tahu, biasanya kita lebih sering melakukan sosialisasi mengenai rencana tata ruang 
dan rencana lainnya. Kemudian kendalanya itu banyak sekali permintaan lahan-
lahan pertanian di alih fungsi, mereka mengincar lahan LP2B itu karena biasanya 
lahan pertanian itu lahan murah. Kendala dari pemilik lahan sendiri ini karena lahan 
mereka tidak subur maka semakin banyak yang beralih dari petani menjadi non 
petani. Harusnya sekarang kan daerah punya strategi bagaimana menciptakan 
petani yang unggul dan milenial. Sebenarnya infrastruktur menjadi ancaman, 
semakin banyak pemerintah membangun infrastruktur, maka semakin potensial 
untuk dibangun dan dialihfungsi. 
Pewawancara: Strategi PU untuk melindungi LP2B ? 
Narasumber: PU kan fungsinya perencanaan dan pelindungannya, jadi untuk 
melindungi LP2B ya kita masukkan ke dalam muatan RTRW, karena izin acuannya 
kan RTRW dan RDTR. Bagi masyarakat yang mengalihfungsikan akan ada 
konsekuensi tertentu dan merevitalisasi yg di alihfungsikan tadi. Kita juga punya 
bidang SDA yang menangani membangun waduk waduk di daerah Panceng situ, 
tapi tidak khusus LP2B saja, ada yang mendukung agroindustry. Kita juga masang 
peta peta RTRW di masing kecamatan-kecamatan agar mereka tau mana mana saja 
yang dilindungi 
 
Pewawancara: Apakah disetiap titik LP2B sudah terimplementasi strategi PU 
berupa Irigasi tadi ? 
Narasumber: Iya jadi begini, kita di PU kan punya peta DI (Daerah Irigasi) yang 
acuannya ya LP2B tadi, peta DI itu yang nanti dijadikan sebagai bahan dasar 
pengajuan anggaran terkait pembangunan jaringan irigasi, kalau masuk peta DI itu 
pasti akan dilakukan normalisasi jaringan irigasi. Nah di peta DI ini daerah yang 
suda dilayani irigasi nya sekitar 13 rb ha kalau tidak salah, nah dilihat dari sini saja 
kan luasannya tidak sama. LP2B 27 rb ha dan irigasinya cuma 13 rb ha, jadi masih 
ada LP2B yang memang tidak atau belum di fasilitasi irigasi. Tetapi juga lahan 
pertanian kita kan ada yang tadah hujan, gak pakai irigasi, atau ada di Cerme itu 
sistemnya Minapadi, jadi kalau musim hujan itu digunakan sebagai pertanian, tapi 
kalau musim kemarau digunakan sebagai perikanan.  
 
Pewawancara: Dana anggaran dari mana ? 
Narasumber: APBD, kemudian ada bantuan dari APBN juga dan sekarang memang 
dinas dinas haru punya inovasi terkait pembiayaan, bisa dari sumber sumber CSR 
(Corporate Social Responsibility) sebagian dialokasikan untuk bentuan terkait 
pertanian. 
 
Pewawancara: Manfaat untuk daerah daerah atau petani yang diterapkan LP2B ? 
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Narasumber: Untuk lahan lahan yang di tetapkan LP2B ini kan banyak insentif yang 
diberikan, seperti keringanan pajak, akan dibangun fasilitas fasilitas infrastruktur 
nya sprit waduk, irigasi, ada juga subsidi bantuan dari pemerintah, kemudian ada 
penghargaan juga. Sebenarnya menguntungkan harusnya, makanya sekarang pada 
saat pandemic sektor pertanian ini paling menguntungkan. Jadi peran pemerintah 
disini adalah mencari cara bagaimana pertanian ini menjadi sektor unggulan. 
 
Pewawancara: Apa benar pak ada konflik dengan pemilik lahan?   
Narasumber: Sebenarnya masyarakat sendiri ini banyak yang complain karena 
anggapannya kalau lahan LP2B itu kan gabisa dialihfungsikan, padalah ini 
lahannya mereka sendiri. Artinya mereka tidak bisa memanfaatkan lahan untuk 
kepentingan sendiri, tetapi jika dijual atau diwariskan kepada anak cucunya bisa, 
asal tidak di alihfungsikan. Daerah yang terancam dialihfungsikan itu biasanya 
dekat jalan, karena pemilik kan butuh untuk perekonomian mereka missal dibangun 
rumah atau yang lain.Sedangkan yang saya amaati sendiri itu penetapan LP2B tidak 
mempertimbangkan hal hal seperti itu, jadi tidak ada rembukan antara pemerintah 
dengan pemilik lahan. Bahkan ada juga lahan yang sudah ditimpa tanah artinya 
sudah tidak produktif, itu yang menimbulkan protes dari warga. Jadi di kondisi 
eksisting nya tidak layak ditetapkan LP2B tetapi di peta masuk, karena harusnya 
perencanaan kan komprehensif, seluruh aspek harus ditinjau. Tetapi kan butuh 
waktu lama, sehingga tidak sampai tahap mengkroscek lapangan. Memang mereka 
dilibatkan dalam proses penyusunan tetapi hanya perwakilan saja biasanya, 
diwakili oleh kepala desa dan Gapoktan tetapi pemilik nya tidak ikut. Harusnya si 
kalau dari level bawah tau mana yang benar-benar harus di tetapkan LP2B, tetapi 
kan prosesnya lama. Jadi mengamatinya secara citra saja, jadi masyarakatnya tau-
tau ditetapkan, makanya banyak complain waktu penetapan LP2B 
Pewawancara: Jadi di 27 ribu ha ini ada lahan yang memang tidak selayaknya 
ditetapkan LP2B pak ? 
Narasumber: Iya, ada yang tidak layak di tetapkan LP2B, malah ada yang harusnya 
itu masuk LP2B itu malah tidak masuk, itu makanya kekurangannya adalah metode 
penetapannya kurang terinci. Kendalanya ya sektor penganggaran- karena mendata 
kan anggarannya besar, waktu yang lama tidak mungkin dicapai dalam 1 tahun saja. 
  
Pewawancara: Apa peran pemerintah desa dalam menjaga LP2B?  
Narasumber: Peran desa disini biasanya memberi masukan jika ada pelanggaran di 
lapangan, karena kita ada grub WA (Kasi Trantip Kecamatan) khusus untuk itu. 





Informan 3 Bapak Rizal  selaku Kepala Seksi Perizinan Tata Ruang pada Dinas 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Pewawancara:  Apa tugas dan fungsi PTSP? 
Narasumber: Kalau di PTSP sendiri ini kan tujuannya pelayanan izin pemanfaatan 
ruang, Izin pemanfaatan ruang itu berdasarkan Perda, Perda no 7 tahun 2015 itu 
LP2B. Dengan dasar itu kami menertibkan ijin pemanfaatan ruang. Selama ini jika 
tata ruang nya belum sesuai, dalam arti misalkan ini kan kita bagi dua, kawasan 
lindung dan kawasan budidaya. Selama lahan yang diajukan itu pada kawasan 
budidaya, contoh misalkan untuk industri gak perlu BKPRD. Jadi ketika izin 
perumahan di kawasan budidaya itu boleh, tapi ketika izin perumahan di kawasan 
pertanian. Kawasa budidaya di RTRW ada 5 : perdagangan jasa, industry, 
perumahan, pertanian dan holtikultura, dan pertanian lahan basah. Ketika ada 
pengajuan permohonan untuk perumahan di pola tata ruang holtikultura atau yang 
bukan lahan untuk perumahan, kita akan lihat mekanisme nya. Jika memang harus 
di ajukan ke Forum Rapat BKPRD maka harus ditinjau dulu. Jika sudah di 
limpahkan ke forum rapat BKPRD maka hanya menunggu undangan sebagai 
peserta rapat, dari hasil rapat itu yang nantinya akan menentukan perizinan nya. 
diizinkan atau tidak. 
 
Pewawancara: Bagaimana kondisi LP2B sekarang ? 
Narasumber: Nah LP2B ini kan lahan yang benar-benar dilindungi hanya untuk 
pertanian, selama ini kami belum pernah mengeluarkan izin yang notabene 
pengajuannya itu untuk perumahan, industry, jasa, dan apapun itu di pola ruang 
LP2B. namun ada pengecualian misalnya lahannya untuk tol (nasional), ada 
ketentuannya di Perda No. 7 yang memperbolehkan alih fungsi lahan LP2B kok  
 
Pewawancara: Dampak apa saja jika LP2B semakin sempit 
Narasumber: menurut pandangan saya, jika LP2B dilaksanakan secara meyeluruh 
itu bagus, karena LP2B itu kana da insentif dan disinsentif, LP2B kan lahan-lahan 
yang memang tidak bisa digunakan selain untuk pertanian, artinya harus benar-
benar lahan itu subur dan yang tidak subur ya jangan di plotting LP2B kasian 
pemilik lahan, jangan sampai adanya aturan LP2B ini perekonomian masyarakat 
khususnya petani semakin menurun, plotting LP2B itu by name by address. Apa 
dampak LP2B semakin sempit ya kita lihat dulu, kalua memang di Gresik ini secara 
kesuburan tanah bagus, harus kita LP2B kan, kalua ga bagus ya mau nda mau 
digunakan untuk non pertanian. Karena syarat ditetapkannya lahan sebagai LP2B 
ya harus subur. Jadi sempit ga sempitnya itu tergantung, kalau keadaanya subur ya 
bagus di perluas, tapi kalau lahannya ga subur tapi tetap di LP2B kan ya kasian. 
Jadi nanti LP2B akan dijadikan 1 dengan RTRW, saat ini pisah tetapi masih tahap 




Pewawancara: Apa trategi PTSP dalam melindungi LP2B? 
Narasumber: PTSP ada system baru dari UU Ciptaker, dimana disitu sudah ada 
berbagai peraturan termasuk mengenai tata ruang, nah di situ sudah dibuat untuk 
melindungi agar LP2B tidak kecolongan itu sudah ada, sudah terpakem. Kalau 
kemarin manual pakai rapat, kalau sekarang by system, sekarang ada OSS (Online 
Single Submission) yang sudah dimasukkan data mengenai LP2B ini, nah nanti 
ketika ada pelaku pelaku usaha yang akan mengajukan rencana membangun 
industry maupun perusahaan dan kebetulan titik koordinatnya masuk di LP2B maka 
secara system akan menolak, jadi tidak ada tawar menawar.  
 
Pewawancara: Pembahasan dalam rapat terkait apa ? 
Narasumber: Mungkin terkait perda bisa tentang kebijakan yg lain juga, tapi 
kebanyakan melalui perda Di PTSP ini intinya tidak boleh menolak berkas dulu, 
orang mengajukan permohonan harus diterima dulu, karena jika kita tolak dasarnya 
apa. setelah itu kita analisis dookumennya dan akan kita undang (mau sesuai atau 
tidak sesuai tetap diundang) lalu jika ada hubungannya dengan LP2B ya kita tolak 
secara manual  
 
Pewawancara: Yang terlibat dalam proses implementasi  
Narasumber: Kita PTSP sebagai filterisasi memang, orang berani mengalih 
fungsikan lahan pertanian menjadi non pertanian itu kan lewat mekanisme ijin. Jadi 
nanti dari PTSP memfilter izin, di BPN (Badan Pertanahan Nasional) juga 
memfilter legalitas pertanahannya, sehingga perlindungan kuat 
 
Pewawancara: Hambatan dalam melindungi LP2B  
Narasumber: Hambatannya adalah selama ini di kami ada beberapa petani yang 
protes ke kami terkait penggunaan tanahnya, karena petani ingin tanahnya dibeli 
untuk perekonomian keluarganya tetapi tidak ada developer yg akan membeli 
karena tau itu adalah lahan dilindungi, dan untuk tani juga tidak menghasilkan.  
 
 
Informan 4. Pak Khozin selaku Kepala Seksi Pengelolaan Lahan Bidang 
Sarana Prasarana pada Dinas Pertanian  
Pewawancara: Apakah dinas pertanian yang turun secara langsung/ survey ? 
Narasumber: Survey dalam rangka apa ? kan perdanya sudah ada. Kalau survey 
ketika ada pelanggaran ya bukan kita, mungkin PTSP yang mengkroscek. Kalau 
kita dalam hal pengembangan lahan. Mengembangkan lahan LP2B ini biar tetap 
bisa berproduksi baik, seperti itu. Mengenai insentif itu kan sebenarnya sudah ada 
Perda nya, tetapi untuk PerBup pelaksanaannya kan belum ada, jadi yang kita 
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laksanakan adalah bahwa kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan kita prioritaskan 
kepada lahan-lahan yang memang LP2B, misalnya terutama untuk infrastruktur, 
jaringan irigasi, dan sebagainya itu diprioritaskan untuk lahan-lahan atau wilayah 
yang masuk LP2B. Kalau di Menganti, Driyorejo situ jelas tidak kita setujui kalau 
minta dana dari APBN, karena peruntukkannya bukan lahan pertanian. 
 
Pewawancara: Apakah luas 27 rb ha ini sudah mencukupi untuk kebutuhan pangan 
kita? 
Narasumber: untuk saat ini kita kan masih mencukupi dengan asumsi ya, kalau 
dianggap 2x panen sudah berapa, dikali produksi sini kan sekitar 6,5 ton per hektar, 
diperkirakan masih cukup, cuman kan tentunya dengan kebutuhan di tahun tahun 
yang akan datang dengan bertambahnya penduduk otomatis kan kebutuhan smakin 
meningkat. Ya otomatis suatu saat nanti jelas kalau gaada peningkatan 
produktivitas ya kemungkinan akan kurang, mungkin 30-40 tahun yang akan 
datang.  
 
Pewawancara: Apakah Dinas Pertanian selalu mengikuti rapat forum ? 
Narasumber: Kalau ada pemohon mengenai industry, perumahan, itu kita rapat. 
Kalau masuk LP2B kita mesti tolak, jadi tidak akan disetujui kalau untuk 
perumahan, industry, dan sebagainya, yang boleh ya untuk kepentingan umum / 
PSN, contoh tol deket ini kan motong LP2B ini, nah kalau PSN boleh.  
 
Pewawancara: benar penetapan LP2B tidak melibatkan pemilik lahan, sehingga ada 
konflik dan protes ? 
Narasumber: Iya jadi benar. jadi perda ini kan perda inisiatif dewan, kemudian 
meminta bappeda untuk memproses dan membuat perdanya ini, mungkin dewan 
bersikeras ini karena kuatir dengan lahan yang ada di Kabupaten Gresik ini kan alih 
fungsinya sangat tinggi, jadi penetapannya lewat top down saja, bukan dari bawah 
dari petani, kalau nunggu itu kan lama, dan butuh proses sosialisasi, itupun belum 
tentu mereka mau. Masalahnya kan nanya, mereka nanya apa timbal baliknya kalau 
lahannya ditetapkan sebagai LP2B ? kalau dikatakan insentif mereka akan nanya 
mana insentifnya gitu kan repot. Maka kita tetapkan dulu secara top-down baru kita 
sosialisasikan.  
 
Pewawancara: Yang mensosialisasikan dinas pertanian? 
Narasumber: Iya termasuk dinas pertanian, soalnya kan yang terlibat langsung 
dengan pemilik lahan dan petani. Kita sudah lakukan mulai tahun 2016, ya kita 
sosialisasikan terus mba. Cuman dari pengalaman saya memang ya ada 
kecenderungan ada sebagian yang gak mau, gamau nya kan karena mereka berpikir 
tidak bisa menjualnya dan mengalihfungsikannya. 
 
Pewawancara: Kalau untuk huniah apa boleh pak? 
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Narasumber: Secara aturan ya gak boleh mba, cuman kemarin hasil sosialisasi 
ngajak Bappeda, dan Bappeda merumuskan gimana kalau sepetak duapetak, terus 
dia punya anak dan anaknya pengen bangun disitu masa gaboleh ya harus 
manusiawi juga. Jadi nanti mungkin direvisi diupayakan kalau memang bukan 
untuk kepentingan bisnis mungkin diperbolehkan.  
 
Pewawancara: Bagaimana kondisi eksisting LP2B sekarang ? 
Narasumber: Jadi sebenarnya luas lahan yang menurut data kita 35 rb Ha. Kalau 
menurut kementerian 41 rb Ha, tapi bukan LP2B ini lahan sawah. Nah 35 ribu lahan 
sawah kita ini yang ditetapkan sebagai LP2B Cuma 27 rb, nah yang LP2B ini 
biasanya itu agak masuk dari jalan  
 
Pewawancara: Strategi khusus Distan ? 
Narasumber: kalau perlindungan LP2B sebenarnya dadi sisi perijinan mba, dan itu 
sudah dilakukan oleh PTSP gamungkin disetujui, dam ngga akan ada yang berani 
wong ancaman hukumannya ngga main-main e, Cuma kalau dari sisi kita kan dari 
sisi pengembangan mba, salah satunya insentif berupa infrastruktur, ini kita arahkan 
ke LP2B, kalau bukan LP2B ya ngga akan kita rekomendasi, karena itu usulan 
APBN. Nah untuk yang APBD memang ada kebijakan meski bukan LP2B tapi 
kalau lahan sawah tetap di rekom dengan syarat membuat pernyataan kalau tidak 
dialihfungsikan. Jadi mungkin peran/strategi kita ya penyalur insentif dan 
sosialisasi, tapi ya sosialisasinya bertahap mba gabisa langsung.  
 
Pewawancara: Sosialiasasi nya bagaimana? 
Narasumber: Dulu tahun 2017-2018 kita undang di balai desa mba, petani, pemilik 
lahan, kita buat draft surat pernyataan itu bersedia atau engga. Cuma strategi itu kita 
hentikan dulu karena slaah satunya keterbatasan dana. Jadi kita fungsikan 
penyuluh-penyuluh yang ada di lapangan itu untuk mensosisialisasikan LP2B. Nah 
kalau lahan ingin mendapat bantuan dari pemerintah ya harus bersedia ditetapkan 
sebagai LP2B atau engga membuat surat pernyataan itu tadi. Jadi nanti arahnya 
kedapan kayanya hanya di prioritaskan yang LP2B, kalau mungkin sudah terpenuhi 
LP2B nya baru kita mengurus yang lain. 
  
Pewawancara: Insentif berupa apa pak ? 
Narasumber: Kalau uang belum soalnya kan menurut PP nya disebutkan insentif itu 
bisa diberikan kalau sudah ada RDTR nya, nah sedangkan LP2B ini belum ada 
RDTR nya, RDTR kan baru manyar, gresik, yang desa-desa belum ada RDTR nya. 
Jadi kalau menurut PP nya belum  boleh dikasih insentif, ada juga keringanan pajak. 
Untuk yang kita berikan smeentara ini ya itu infrastuktur, kalau untuk bibit pupuk 
itu kan semua ga cuman LP2B.  
 
Pewawancara: Apakah regular setiap tahun? 
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Narasumber: Ga mesti mba tergantung anggaran, kalau bantuan benih pupuk kan 
pakai habis, jadi kita tidak melihat LP2B atau engga, tapi kalau berupa infrastruktur 
atau alat pertanian kan asset kan dipakai lama jadi diprioritaskan LP2B  
Pewawancara: Dari total luas 27 rb ini sudahkan diberikan fasilitas irigasi dan alat 
pertanian? 
Narasumber: ya belum semua, belum mencukupi anggarannya terbatas. Desanya 
kalau ga salah sekitar 200 desa, jadi butuh anggaran besar kalau dikaish semua, jadi 
memang belum semua. 
 
Pewawancara: Hambatan melindungi LP2B? 
Narasumber: Hambatan pasti ada terutama dari pemilik, ga semua orang setuju 
lahannay dijadikan LP2B, kemungkinan mereka kan punya sawah dan bukan 
petani, jadi pengennya dijual atau dibangun usaha istilahnya dimanfaatkan oleh 
mereka sendiri bgitulah. Terus dari disi investor, ya mesti ada aja yang melirik 
lahan-lahan yang masuk LP2B.  
 
Pewawancara: Peran desa dalam membantu melindungi LP2B ? 
Narasumber: Kita memang sosialisasi ke desa itu selalu bilang bahwa pihak desa 
harusnya ikut mensosialisasian, cuma ada sebagian juga yang mlaah tidak setuju 
lahannya dibuat LP2B. Kades itu kan jabatan politik juga, mereka kalau punya 
keuntungan juga dari jual beli tanah. Nah kalau seandainya itu LP2B mereka ngga 
dapat apa apa, tapi sebagian yang seperti itu. Tapi kita gabisa ngomong 
membantunya sejauh mana, intinya kita selalu sosialisasi bahwa lahan yang bisa 
kita rekom adalah lahan yang berstatus LP2B, kalau bukan LP2B kita lihat dulu 
eksistingnya sawah atau bukan, dan harus buat surat penyataan tidak boleh 
mengalihfungsikan lahan baru kita rekomendasi. Nah kalau tidak direkomendasi 
OPD teknis kan Bappeda juga tidak akan menyetujui.  
 
Pewawancara: Siapa yang memonitoring lapangan? 
Narasumber: itu sebenarnya tergantung maisng-masing sih, karena kalau kita 
bidang sarana prasarana menangani infrastruktur, misalnya sumber air tidak 
mendukung, jaringan irigasi, sumur bor.  
 
Pewawancara: Manfaat jika ditetapkan sebagai LP2B bagi pemilik lahan? 
Narasumber: Saya rasa yang mereka sebagai petani ya pasti merasa mendapatkan 
manfaat dan memang mereka menggantungkan hidupnya di sawah itu, mereka 
gakpunya skill untuk dibidang lain. Tapi memang insentif yang kita berikan belum 
maksimal juga, infstrastruktur ya belum semua mendapatkan, 1 lokasi aja bisa 50 
juta untuk membuat sumur bor misalnya, nah kalau 1 dusun ada berapa lokasi 1 
desa ada berapa lokasi, yaaa gak cukup APBD kita.  
 
Pewawancara: Syarat suatu lahan ditetapkan LP2B ? 
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Narasumber: Kalau di Permentan itu kan syaratnya itu produktivitasnya untuk lahan 
irigasi 3 ton per ha, untuk yang bukan irigasi 2 ton per ha, nah disini 6,5 ton per ha, 
kelihatannya surplus tapi sebenarnya itu masih kecil, menurut penelitian kan bisa 
10 ton per ha. 
Pewawancara: Tahap Revisi RTRW kira-kira kapan selesai? 
Narasumber: gatau ini terkendala pandemic juga, virtual juga kan menghambat. 
Perda itu gakbisa 1 bulan 2 bulan jadi karena tahapnya banyak. Nanti juga akan 
menggabungkan peta, karena ga hanya pertanian aja, ada pemukiman, industry, 
perikanan, semua jadi 1 klop baru. 
 
Pewawancara:  Bagaimana dengan Pemimpin BKPRD apakah selalu hadir rapat? 
Narasumber: yah tiap kali rapat ga mesti hadir, lebih sering engga nya mba, karena 
kan beliau sibuk. Tapi biasanya minimal Kepala Bappeda. 
 
Pewawancara: Menurut bapak kepemimpinan BKPRD otoriter atau demokratis? 
Narasumber: Dan Bappeda juga sangat berhati-hati dalam mengijinkan suatu 
perusahaan berdiri. Jadi semu harus setuju, kalau ada salah satu yang engga setuju 
ya kayanya nggabisa. Kalau misalnya ada beda pendapat 1 orang aja, biasanya itu 
keputusan akhir di mereka, misalnya ada opsi diijinkan dengan bersyarat, atau 
diijinkan secara terbatas, pokoknya harus sesuai RTRW. Jadi pada dasarnya semua 
diberi kesempatan berpendapat.  
Informan 5. Pak Siswadi  selaku anggota Gapoktan dari Kecamatan 
Balongpanggang 
Pewawancara: Apakah bapak merupakan anggota Gapoktan? 
Narasumber: Iya, dari balongpanggang 
 
Pewawancara: Apa Bapak mengetahui apa itu LP2B (Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan)? 
Narasumber: LP2B itu kan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada dasarnya 
saya setuju tapi yang pertama, harusnya itu sistem pendataan dari LP2B itu belum 
melibatkan para pemilik lahan karena kan produk hukumnya itu keluar dulu, produk 
hukum inisiatif dewan pada waktu itu kan Perda itu, lah yang dimasukkan dalam 
LP2B itu masih dari dinas terkait, bisa dari Dinas Pertanian, bisa dari Bappeda, 
tanpa ada konfirmasi dari yang punya lahan. Terus sampai saat ini kan masih ada 
Tarik ulur, Tarik ulurnya itu misalkan 0 jalan yang kita setujui itu berapa, dari jala 
raya itu berapa meter, kita kan minta misalkan bisa 100 sampai 300 meter dari 0 
jalan kan seperti itu. karena nanti aksesnya kan juga akan sulit, misalkan kita akan 
membangun dan sebagainya kan sulit, makanya ini yang harus dipahamkan atau di 
sinkronisasikan antara dinas terkait dengan petani yang punya lahan, karena yang 
saya harapkan seperti itu. Jangan main kavling, maksutnya kan kavling itu angger 
di petakan dan dimasukkan LP2B nah ini tidak boleh. Sampai hari ini kita belum 
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final tentang hal itu. Dan data itu harus professional, jadi tidak hanya 
balongpanggang saja misalnya seperti itu, jadi nanti misalkan targetnya berapa 
hektar nah itu dibagi dengan sekabupaten Gresik dengan cara professional seperti 
itu.  
 
Pewawancara: Berarti benar pada saat penetapan LP2B petani/ pemilik lahan tidak 
diikut sertakan? Sehingga banyak pemilik lahan yang tidak tahu bahwa lahannya 
ditetapkan sebagai LP2B? 
Narasumber: Iya mba seperti yang saya jelaskan bahwa petani tidak menghendaki 
itu sampai adanya sosialisasi, jaminan. Misalkan kalau masuk LP2B itu apa yang 
didapat oleh petani kompensasinya apa seperti itu, lah ini kalau tidak 
disosialisasikan atau tidak dikomunikasikan dengan petani sendiri, kan artinya bisa 
jadi merugikan petani.  
Pewawancara: Ada insentif dari Pemda ? 
Narasumber: Setau saya ya ini setau saya belum ada, kalau kita konfirmasi tentang 
masalah alat pertanian itu memang diprioritaskan pada lahan yang masuk pada 
lahan LP2B, untuk yang lain belum ada insentif apa apa. Pupuk pun masih standart, 
malah jauh dari cukup ini masih kurang. Kalau alat pertanian memang ada prioritas 
ke LP2B sekitar 60-70% selebihnya diluar LP2B Pupuk nya tadi standart 
maksutnya ya tidak ada prioritas, jadi kalau petani biasa mendapat 2kg petani LP2B 
juga mendapat 2kg, jadi belum di prioritaskan untuk LP2B pupuknya. Bahkan 
pemerintah pusat dalam hal ini kan mampu untuk memsubsidi hanya kurang dari 
50% lo, seperti halnya Jet A dan SP36 tidak ada, untuk Ponstan nya kurang malah 
47%, kalau Urea nya itu agak maksimal 90% 
Pewawancara: Apa dampak bagi petani/ pemilik lahan kalau lahannya ditetapkan 
sebagai LP2B? 
Narasumber: Dampak masuk LP2B dan itu tidak ada jaminan yang jelas itu kan 
gimana ya, ya rugi jelas rugi, kita mau menjual saja susah, dipecah pun susah 
padahal tidak ada pengalihfungsian. Ini yang belum ada komitmen bersama kalau 
pemerintah daerah menetapkan LP2B pada dasarnya kami setuju tapi  seperti yang 
saya sampaikan harus dari bawah harus dijelaskan juga bagaimana dampaknya 
nanti prioritasnya apa seperti itu harusnya.  
Pewawancara:Tugas gapoktan sendiri itu apa? 
Narasumber: Kalau LP2B Gapoktan ya tidak ada,  mungkin dengan sosialiasasi dan 
penjelasan ya kita bisanya mendukung tetapi dengan catatan-catatan itu tadi, 
Apakah ada prioritas misalkan nanti karena tidak boleh pengalihfungsian lahan lah 
apa yang petani dapat, bukan berarti langsung ditetapkan saja kan gaboleh 
begitu.Jadi masih belum ada persetujuan dari kedua belah pihak, sempat memang 
yang pertama  itu acak-acakan kan sistemnya karena top-down. Nah ini didesa-desa 
ini dikirimi peta. kepala desa disuruh menggaris mana yang  dimasukkan lahan 
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hijau, mana lahan kuning, dan sebagainya Nah kita mengusulkan yang 0 jalan itu 
paling tidak 200m minimal 300m, dan belum ada persetujuan  
Pewawancara: Bapak tadi sempat menyinggung peta, apakah tujuan sebenarnya 
dinas memberikan peta kepada kepala desa? 
Narasumber: Lah itu digunakan untuk pemetaan yang masuk lahan hijau dan kuning 
itu kan harus di kerjakan oleh kepala desa, atau aparatur pemerintahan desa. Justru 
semua yang masuk lahan hijau dan mau ditetapkan LP2B  minimal ada sosialisasi 
dari dinas terkait. “gini looo ada program dari Bupati, nanti seperti ini seperti ini,,” 
kan gitu seharusnya  
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Lampiran 5. Logbook penelitian 
LOGBOOK PENELITIAN SKRIPSI FIA UB 
 
NAMA   :Citra Ayu Sonia Gandhi 
NIM    :175030101111061 
JUDUL PENELITIAN : Implementasi Strategi Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di 
Kabupaten Gresik 
 





Pra Riset untuk mengetahui lembaga yang berhubungan 






Penyerahan proposal penelitian kepada Bappeda, beserta 





Wawancara dengan Pak Rizal selaku Kepala Seksi Perizinan 
Tata Ruang pada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Gresik 
4. 05/06 
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang meminta daftar 






Wawancara dengan Pak Rohman selaku Kepala Seksi 






Wawancara dengan Bu Silky selaku Staff Sub Bidang 





Wawancara pertama dengan Pak Khozin selaku Kepala Seksi 
Pengelolaan Lahan Bidang Sarana Prasarana pada Dinas 





Wawancara kedua dengan Pak Khozin selaku Kepala Seksi 
Pengelolaan Lahan Bidang Sarana Prasarana pada Dinas 
Pertanian Kabupaten Gresik terkait permintaan data yang 





Wawancara dengan Pak Siswadi selaku anggota Gapoktan dari 
Kecamatan Balongpanggang melalui via telepon dikarenakan 
diwaktu tersebut sedang ada kebijakan dari Pemerintah untuk 
PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan) 
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Lampiran 6. Dokumentasi Kegiatan Penelitian 
 
  
Dokumentasi Wawancara dengan Pak Rizal selaku 
Kepala Seksi Perizinan Tata Ruang pada Dinas 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 4 Juni 2021 




Dokumentasi Wawancara dengan Pak Rohman selaku 
Kepala Seksi Perencanaan dan Pengaturan Tata Ruang 
Dinas PUTR pada tanggal 5 Juni 2021 




Dokumentasi Wawancara dengan Bu Silky selaku Staff 
Sub Bidang Pengembangan Wilayah pada Bappeda 
pada tanggal 7 Juni 2021 




Dokumentasi Wawancara dengan Pak Khozin selaku 
Kepala Seksi Pengelolaan Lahan Bidang Sarana 
Prasarana pada Dinas Pertanian pada tanggal 18 Juni 
2021 






Gedung MPP (Mall Pelayanan Publik) Kabupaten Gresik 





Gedung Dinas PUTR Kabupaten Gresik 





Dokumentasi Wawancara via telepon dengan Pak 
Siswadi selaku anggota Gapoktan dari Kecamatan 
Balongpanggang pada tanggal 16 Juli 2021 
Sumber Data Primer Penulis, 2021 
 
